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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk kewajiban untuk
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organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada publik,

sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dengan tujuan memberikan
Informasi tentang penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang telah dilakukan
sebagai komitmen kami untuk menjaga kesinambungan pembanaunan serta
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel guna mewujudkan
pemenntahan yang berorientasi pada hasil (government by result oriented). Walaupun
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang secara menyeluruh telah
banyak menuai hasil, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna
sesual prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Kami
berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat
guna mewujudkan aparatur yang bersih akuntabel efektif dan efisien dalam

mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ternma kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan

material maupun moril sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Sumedang. April 2020
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”, maka secara
umum sasaran strategis yang harus dilakukan berorientasi perluasan pemenuhan hak dan
kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; perwujudan kehidupan
harmonis, tentram, dan damai dengan memegang teguh norma-norma agama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan wilayah Kabupaten Sumedang
yang maju dan mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya secara kompetitif,
mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsive terhadap
kondisi kehidupan masyarakat, serta berupaya untuk senantiasa meningkatkan

perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
— 2023 yang termuat dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2019,
telah ditetapkan 11 Sasaran Starategis dan 19 Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian
kinerja sasaran strategis adalah 99,24 % dengan predikat penilaian Sangat Tinggi.
Sedangkan rata-rata capaian indikator kinerja utama dalah 99,09 % dengan predikat
penilaian Sangat Tinggi. Selanjutnya capaian kinerja anggaran secara keseluruhan adalah
sebesar 92,92 % dari jumlah Rp 1,131,165,806,229.00 terserap Rp 1,051,062,435,631.00.
Sehingga analisis terhadap tingkat efisiensi indikator kinerja utama atas penggunaan
sumber daya (anggaran) adalah sebesar 4,4 %. Adapun hasil pengukuran terhadap sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
dengan indikator kinerja utamanya adalah Angka Harapan Hidup, capaian kinerja
tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,04 % memperoleh
penilaian Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Angka Harapan Hidup
yang di targetkan 72,26 meningkat menjadi 72,29. Capaian kinerja tersebut
meningkat pula 0,31 % jika dibandingkan kondisi awal tahun 2018 sebesar 72,07.
Capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan indikator kinerja utama tersebut adalah
sebesar 85,82 % dari target Rp 271,914,527,468.00 terealisasi Rp
233,358,870,845.00. Sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung efisien dilihat

dari tingkat efisiensinya sebesar 14,22 %.

2. Sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang
Berkualitas Dan Merata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Rata Rata Lama
Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata capaian kinerjanya 98,90 %

memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja untuk masih-




masing indikator kinerja utama adalah Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 99,76 %,
dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 98,03 %. Kemudian jika dibandingkan
dengan kondisi awal tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah capain kinerjanya
meningkat 2,10 %, sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah menurun 0,31
%. Selanjutnya capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan indikator kinerja utama
Rata-Rata Lama Sekolah adalah 88,70 % dari target Rp 694,000,000.00 terealisasi
Rp 615,562,400.00, dan Angka Harapan Lama Sekolah adalah 99,50 % dari target
Rp 461,199,002,000.00 terealisasi Rp 458,886,275,812.00. Hasil analisis tingkat
efisiensi atas indikator kinerja utama Rata Rata Lama Sekolah tidak dapat dinilai
karena capaian kinerja tidak memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan Angka
Harapan Lama Sekolah terjadi inefisiensi sebesar 1,47 % karena penggunaan

anggaran lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya penanggulangan PMKS serta
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja
utamanya adalah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya
adalah 100,36 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan capaian kinerja
indikator kinerja utamanya yaitu Indeks Pembangunan Gender sebesar 100,15 %,
dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 101,94 %. Namun untuk indikator
Persentase Masyarakat Miskin capaian kinerjanya masih 99 %. Jika dibandingkan
dengan kondisi awal tahun 2018 capaian masing-masing indikator kinerja utama
mengalami peningkatan, persentase masyarakat miskin menurun 7,27 %, Indeks
Pembangunan Gender meningkat 0,61 poin sebesar 0,65 % dan Indeks
Pemberdayaan Gender meningkat 1,87 poin sebesar 2,72 %. Capaian kinerja
anggaran untuk Persentase Masyarakat Miskin sebesar 93,63 % dari target Rp
4,675,982,500.00 terealisasi Rp 4,378,224,864.00 Indeks Pembangunan Gender
sebesar Rp 1,715,000,000.00 terealisasi Rp 1,639,772,950.00 (95,61%) dan Indeks
Pemberdayaan Gender sebesar Rp 1,310,982,500.00 terealisasi sebesar
1,248,674,988.00 (95,25 %). Sehingga tingkat efisiensi indikator kinerja utama
Persentase Penduduk Miskin tidak dapat dinilai karena capaian kinerja tidak
memenuhi target yang ditetapkan, Indeks Pembangunan Gender dinilai efisien

sebesar 4,54 %, dan Indeks Pemberdayaan Gender dinilai efisien sebesar 6,69 %.

Sasaran strategis keempat yaitu Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis di
Kabupaten Sumedang, dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama,
capaian kinerjanya 99,59 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Target kinerja
Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2019 adalah 72,5 poin, terealisasi
72,2 poin sama dengan kondisi awal tahun 2018. Capaian kinerja anggaran untuk
indikator tersebut adalah sebesar 99,89 % dari target Rp 566,997,000.00 terealisasi
Rp 566,395,950.00. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi inefisiensi sebesar 0,3




% karena capaian kinerja anggaran kebih besar dibandingkan dengan capaian

kinerja indikator.

Sasaran strategis kelima yaitu Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah
Ekonomi Agribisnis, Industri Dan Pariwisata, dengan indikator kinerja utamanya
adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2019 capaian kinerjanya adalah
93,77 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi diihat dari realisasi laju pertumbuhan
ekonomi yang terealisasi 6,32 % dari target 6,74 %, Kondisi tahun ini menurun 2,47
% jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 di angka 6,48 %. Namun
capaian kinerja anggaran melebihi capaian kinerja yakni sebesar 96,41 % dari target
Rp 81,032,469,193.00 terealisasi Rp 78,125,475,488.00. sehingga terjadi inefisiensi
sebesar 2.64 %.

Sasaran strategis keenam Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
Dan Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Tingkat
Kondisi Jalan Kabupaten Mantap dan Rasio Jaringan Irigasi. Capaian rata-rata dari
sasaran strategis ini sudah melebihi target yaitu 102,97 % memperoleh penilaian
Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan
Kabupaten Mantap 105,91 % dan Rasio Jaringan Irigasi 100,03 %. Kondisi ini apabila
dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat secara signifikan masing-masing
sebesar 12,66 % dan 3,37 %. Capaian kinerja anggaran indikator Persentase Tingkat
Kondisi Jalan Kabupaten Mantap sebesar 84,97 % dari target Rp
135,155,603,300.00 terealisasi Rp 114,841,901,056.00, dan indikator Rasio Jaringan
irigasi sebesar 89,38 % dari target Rp 33,686,489,500.00 teralisasi Rp
30,108,972,800.00. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan indikator kinerja
utama tersebut berlangsung secara efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing
sebesar 20,94 % dan 10,65%.

Sasaran strategis Kketujuh vyaitu Terwujudnya Wilayah Ekonomi Yang
Berkelanjutan, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Target kinerja sasaran tersebut belum
terealisasinya sepenuhnya, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 99,43 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Indikator kinerja utama yang memberikan
kontribusi besar terhadap capaian kinerja tersebut adalah Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup sebesar 100,15 %, sedangkan Indeks Risiko Bencana capaiannya
masih 98,71 %. Namun demikian secara umum kedua indikator kinerja ini
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Dimana
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat sebesar 0,56 %, dan Indeks Risiko
Bencana meningkat 3,09 %. Capaian kinerja anggaran masing-masing indikator
adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 91,86 % dari target Rp
77,830,393,700.00 terealisasi sebesar 71,493,299,636.00, dan Indeks Resiko
Bencana sebesar 71,92 % dari target Rp 8,005,002,000.00 terealisasi Rp
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5,757,310,330.00. Sehingga untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat berjalan
secara efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 8,29 %. Namun untuk Indeks Resiko
Bencana tidak dapat dinilai tingkat efisiensinya karena capaian kinerja tidak
memenuhi target yang ditetapkan.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan
Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja utamanya adalah Opini BPK, Nilai
SAKIP Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja sasaran strategis
ini rata-ratanya adalah 97,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat
dari capaian indikator kinerja utama Opini BPK yang selama 5 tahun berturut-turut
meraih predikat WTP, Nilai SAKIP Kabupaten yang meraih predikat B, serta Indeks
Reformasi Birokrasi yang realisasi kinerjanya masih belum memenuhi target yang
ditetapkan dari 65 hanya terealisasi 60,01 (92,32%). Namun secara keseluruhan
indikator kinerja utama tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
kondisi awal tahun 2018. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi meningkat 3,96 poin
(7,07 %), indikator kinerja utama Opini BPK masih tetap WTP, dan Nilai SAKIP
Kabupaten meningkat dari 60,98 menjadi 67,26. Capaian kinerja anggaran untuk
indikator Opini BPK sebesar 87,08 % dari target Rp 7,590,638,450.00 terealisasi Rp
6,610,030,071.00, Nilak SAKIP Kabupaten sebesar 91,98 % dari target Rp
10,245,780,600.00 teralisasi Rp 9,424,103,227.00 dan Indeks Reformasi Birokrasi
sebesar 94,40 % dari target Rp 11,826,895,650.00 terealisasi Rp 11,164,081,324.00.
Sehingga untuk indikator Opini BPK dan Nilai SAKIP Kabupaten dapat berlangsung
secara efisien dengan tingkat efisiensi masing-masing sebear 12,92 % dan 8,02 %.

Namun untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi terjadi inefisiensi sebesar 2,08 %.

Sasaran strategis kesembilan vyaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Yang
Berkualitas, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten, capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan sebesar 101,57 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2019 tersebut
meningkat dari 81 poin menjadi 82,27 poin. Dibandingkan dengan kondisi awal tahun
2018, capaian kinerja indikator tersebut juga meningkat sebesar 1,89 %, dari 80,74
poin menjadi 82,27 poin. Capaian kinerja anggarannya sebesar 95,32 % dari target
Rp 11,524,122,000.00 terealisasi sebesar Rp 10,984,953,195.00. Sehingga tingkat

efisiensinya adalah sebesar 6,25 %.

Sasaran kesepuluh yaitu Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan
Berdaya Saing, dengan indikator kinerja utamanya adalah Pengeluaran Per Kapita.
Capaian kinerjanya pada tahun 2019 ternyata melebihi target yang ditetapkan, yakni
103,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Dari target sebesar 10,06 juta
terealisasi sampai 10,406 juta. Hal ini juga ditunjukan dengan adanya kenaikan
pendapatan per kapita masyarakat dari tahun 2018 sebesar 9,67 juta meningkat 7,61

% menjadi 10,406 di tahun berikutnya. Capaian kinerja anggaran indikator tersebut
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sebesar 95,74 % dari target Rp 6,099,421,400.00 terealisasi Rp 5,839,502,520.00.

Sehingga tingkat efisiensinya adalah sebesar 7,7 %.

Sasaran kesebelas yaitu Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten
yang Memenuhi Kebutuhan Pasar, dengan indikator kinerja utamanya adalah Tingkat
Pengangguran Terbuka dan Jumlah Wirausahawan (UMKM), rata-rata capaian
kinerjanya sebesar 94,11 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian indikator
kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka hanya mencapai 83,51 %, berbeda
dengan indikator kinerja utama Jumlah Wirausahawan (UMKM) yang capaiannya
melebih target yaitu 104,70 %. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya untuk jumlah UMKM meningkat sekitar 11,74 %. Sedangkan tingkat
pengangguran terbuka capaian kinerjanya menurun 8,38 %. Capaian kinerja
anggaran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 98,77 % dari target Rp
3,396,989,000.00 terealisasi Rp 3,355,201,825.00 dan indikator Jumlah UMKM
sebesar 98,82 % dari target Rp 2,695,509,968.00 terealisasi Rp 2,663,826,350.00.
Sehingga terjadi inefisiensi atas pelaksanaan indikator Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 15,26 %, dan terjadi efisiensi sebesar 5,88 % atas pelaksanaan
indikator Jumlah UMKM.

Walaupun secara umum capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun

2019 dapat dikatagorikan Sangat Tinggi, namun masih terdapat kendala dan permasalahan

yang harus menjadi perhatian Pemerintan Daerah dalam pencapaian kinerja tahun

berikutnya. Semangat bekerja, fokus, berinovasi, dan tetap berdoa agar senantiasa dalam

koridor aturan main yang telah ditetapkan menjadi komitmen semua jajaran pemerintah

daerah, masayarakat dan stake holder untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Vi
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1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu
keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat
penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan
yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta
tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Disamping aspek perencanaan, dalam mekanisme peyelenggaraan pemerintahan menuju
Good Governance, aspek akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban dari
sistem perencanaan daerah yang telah dilaksanakan menjadi salah satu hal penting yang
harus dilaksanakan oleh semua level pemerintahan dan unit kerja. Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut peraturan
tersebut bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya
dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya yang disajikan dalam bentuk dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya secara teknis penyusunan dokumen
LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program

kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan sebagai




upaya pencapaian misi daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah
ditetapkan, Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menyusunan LKIP Tahun 2019 yang
mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi
mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan target

kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan evaluasi dan
upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan
kinerjanya secara progresif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKIP Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang — undang nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Puswakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang — undang Nomo 14 Tahun 1950
tentang pembentukan Dearah — daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;




e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

I. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

J- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019;

k.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

l. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

m. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 115 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.4. GAMBARAN UMUM WILAYAH

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06034°46,18”-

7000’56,25” Lintang Selatan dan 107001°45,63”- 108012°59,04” Bujur Timur. Adapun batas-

batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;

c) Sebelah Barat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;

d) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten
Tasikmalaya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di

sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah




ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan laut dan yang tertinggi adalah puncak
Gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Di bawah

ini adalah peta administrasi Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
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Sumber : RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas wilayah Kabupaten
Sumedang adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7
kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.392
Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua yaitu 1.450 Ha. Di
bawah ini tabel tentang luas wilayah per kecamatan dengan jumlah desa/kelurahannya

sebagai berikut:




Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
Per Kecamatan di Kabupaten Sumedang

1 | Wado 7.334 10 -
2 | Jatinungggal 6.311 9 -
3 | Darmaraja 5.403 12 -
4 | Cibugel 4.999 7 -
5 | Cisitu 6.398 10 -
6 | Situraja 5.666 15 -
7 | Conggeang 11.220 12 -
8 | Paseh 3.382 10 -
9 | Surian 7.645 9 -
10 | Buahdua 11.149 14 -
11 | Tanjungsari 4.319 12 -
12 | Sukasari 3.899 7 -
13 | Pamulihan 5.367 11 -
14 | Cimanggung 4.298 11 -
15 | Jatinangor 2.562 12 -
16 | Rancakalong 5.596 10 -
17 | Sumedang Selatan 9.659 10 4
18 | Sumedang Utara 3.132 10 3
19 | Ganeas 2.525 8 -
20 | Tanjungkerta 4.393 12 -
21 | Tanjungmedar 6.688 9 -
22 | Cimalaka 4.755 14 -
23 | Cisarua 1.450 7 -
24 | Tomo 7.592 9 -
25 | Ujungjaya 8.738 9 -
26 | Jatigede 11.392 11 -
Jumlah 155.872 270 7

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mencapai 1,154.458 jiwa, terdiri
dari 582.164 jiwa penduduk laki-laki dan 572.294 jiwa penduduk perempuan, sedangkan
jumlah Kepala Keluarga sebanyak 406.986 KK dan kepadatan penduduk 760 jiwa/km- Pada
tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia pada tahun
2019 sebagai berikut:




Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Usia Tahun 2019

1. Usia 0 — 4 Tahun 86.107
2. Usia 5 — 9 Tahun 94.800
3. Usia 10 -14 Tahun 94.888
4. Usia 15 — 19 Tahun 88.403
5. Usia 20 — 24 Tahun 90.085
6. Usia 25 — 29 Tahun 87.157
7. Usia 30 — 34 Tahun 74.602
8. Usia 35 — 39 Tahun 87.419
9. Usia 40 — 44 Tahun 76.592
10. Usia 45 — 49 Tahun 79.697
11. Usia 50 — 54 Tahun 74.082
12. Usia 55 — 59 Tahun 64.717
13. Usia 60 — 64 Tahun 51.973
14. Usia 65 — 69 Tahun 41.094
15. Usia 70 — 74 Tahun 26.600
16. Usia 75 Tahun Ke Atas 36.242
Jumlah Total 1,152,400

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2019

1.5. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR

Perangkat daerah Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah
b.  Sekretariat DPRD
c. Inspektorat
d Dinas Daerah, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

a bk~ 0D

Satuan Polisi Pamong Praja




19.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Perikanan dan Peternakan

e. Badan Daerah,terdiri dari:

2.
3.
4.
5.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

f. Kecamatan sebanyak 26

g. Kelurahan sebanyak 7

Berkenaan dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Perangkat Daerah. Adapun mengenai bagan susunan organisasi dapat dilihat dalam

gambar sebagai berikut:
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Pada akhir tahun 2019 PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berjumlah 10.006
orang terdiri dari 5.234 PNS Laki Laki dan 4.772 PNS Perempuan. Berdasarkan data yang
tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) komposisi PNS berdasarkan

pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data PNS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

Sumber : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Grafik 1.2
Data PNS Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Golongan Tahun 2019
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Sumber : SIMPEG BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2019




1.6 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Sumedang adalah terkait
dengan kesejahteraan masyarakat baik pada angka kemiskinan yang belum menurun
secara signifikan maupun masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang
mana rata-rata pertumbuhan angka IPM Kabupaten Sumedang masih dibawah IPM
Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini
terkendala minimnya kualitas pelayanan dasar baik pelayanannya, infrastruktur dasar,
infrastruktur pelayanan dan SDM-nya. Sedangkan rendahnya pelayanan dasar untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diakibatkan oleh rendahnya akses
masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut. Secara umum dapat diindentifikasi
permasalahan utama dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu masih
tingginya angka kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran yang cukup tinggi, kualitas
infrastruktur dasar yang masih rendah, masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan
Manusia jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan Jawa Barat, masih rendahnya
struktur perekonomian wilayah karena masih rendahnya kontribusi sektor produktif
terhadap PDRB, serta masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah
daerah.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap identifikasi berbagai permasalahan pembangunan
daerah di wilayah Kabupaten Sumedang yang tercantum dalam dokumen perencanaan
daerah, maka melalui berbagai kriteria yang berpengaruh secara signifikan terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab
pemerintah daerah, besaran luas atau dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan
masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap jalannya roda pembangunan
daerah, kemungkinan dan kemudahan dalam pengelolaannya, serta prioritas janji politik

yang perlu diwujudkan, dirumuskan isu strategis Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan
Pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh
seluruh pemerintah daerah. Kondisi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten
Sumedang masih belum dikatakan merata mengacu pada kurangnya tenaga
kesehatan dan kurangnya fasilitas kesehatan. Angka kematian ibu pada saat
melahirkan pun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ini (2013-2017).
Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu juga memfokuskan pada
upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sebagai upaya pencegahan stunting.
Dalam konteks pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, BIJB (Bandar udara
Internasional Jawa Barat) dan Jalur Kereta Api Cepat, akan menjadikan Kabupaten

Sumedang sebagai salah satu poros pertumbuhan di Jawa Barat yang berpotensi
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menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Sumedang. Oleh
karena itu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk
mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah, sehingga

potensi wabah penyakit dapat dihindari.

Peningkatan Kualitas Pembangunan Pendidikan

Kebijakan yang dibuat pada sektor pendidikan sepenuhnya bergantung pada basis
data yang ada. Jika basis data lemah, maka sulit diharapkan sektor pendidikan dapat
maju. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan
pengelolaan manajemen data pendidikan sehingga menghasilkan data dan informasi
pendidikan yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menghadapi
tantangan ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu memperhatikan
akses dan sarana pendidikan yang berkualitas serta mampu menjangkau seluruh
kalangan masyarakat. Selain itu meskipun saat ini kewenangan pelayanan
pendidikan jenjang menengah atas (SMA) berada di Provinsi, hamun tetap perlu
ditingkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat agar pelayanan jenjang sekolah
menengah dan kejuruan mempu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan
kerja dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian di
Kabupaten Sumedang. Lebih lanjut, dengan banyaknya perguruan tinggi negeri yang
berstandar internasional menjadikan Kabupaten Sumedang memiliki keunggulan
kompetitif yang perlu dijadikan pendorong dalam meningkatkan kemajuan
pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini perlu upaya peningkatan kerjasama
dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang untuk membantu pemecahan
persoalan-persoalan pembangunan di Kabupaten Sumedang dengan pendekatan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Publik

Infrastruktur memegang peranan penting dalam menunjang roda penggerakan
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam sistem pelayanan
masyarakat keberadaan infrastruktur yang memadai dan penataan ruang yang baik
sangat diperlukan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung
berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di
masyarakat dan pemerintahan. Namun demikian, keberadaan infrastruktur di wilayah
Kabupaten Sumedang secara umum belum maksimal sehingga belum meratanya
aksesibilitas masyarakat dalam penggunaan infrastrutur yang baik. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengoptimalkan pengelolaan
manajemen sektor infrastruktur publik dan penatan ruang sehingga menghasilkan

produk infrastruktur yang layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara lebih baik.
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Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengurangan Ketimpangan Ekonomi

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat
yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan
pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan
ekonomi harus dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang
dengan menerapkan konsep konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro
environment dengan memperhatikan community empowerment. Sebagai upaya
dalam meningkatkan serapan tenaga Kkerja dan mengurangi ketimpangan
pendapatan serta menciptakan kemandirian masyarakat, idealnya adalah dengan
cara mendorong masyarakat untuk berwiraswasta, memanfaatkan potensi usaha
mikro dan menengah yang berkembang di masyarakat, serta memanfaatkan peluang
berkembangannya sektor industri dan pariwisata di wilayah Kabupaten Sumedang.
Namun demikian kondisi sarana dan prasarana yang mampu mendukung
perkembangan usaha perekonomian di berbagai bidang pembangunan masih perlu
ditingkatkan seperti keberadaan koperasi, pasar, pengembangan sektor pertanian,
perikanan, agribisnis dan sebagainya. Dalam perspektif kedepan, strategi yang perlu
diutamakan adalah meningkatkan penggunaan teknologi pertanian serta
meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu
upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga

dapat memberikan value added pada komoditas pertanian di wilayah Kabupaten

Sumedang.

Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural dan etika
birokrasi. Terdapat 3 elemen utama yang melekat pada reformasi birokrasi yaitu,
pertama reformasi keuangan daerah yang berfokus pada mekanisme penganggaran
yang tepat sasaran dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, hal ini
menuntun pada penyempurnaan proses kerja pemerintahan dalam hal penetapan
tenggang waktu, indikator serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya
aparatur daerah, yakni berkaitan dengan kualitas implementasi dari sebuah program
kerja dan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumberdaya manusia. Ketiga,
reformasi pelayanan publik yakni kondisi pelayanan yang baik sebagai hasil dari
reformasi keuangan dan sumberdaya aparatur. Untuk mewujudkan reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan kerjasama yang sangat
terorganisir dan efektif antar komponen internal Pemerintah Kabupaten Sumedang
beserta komponen stakeholder eksternal. Selain itu, upaya penguatan mutu aparatur
daerah harus terus dilakukan, sehingga dapat terbentuk aparatur yang profesional
melayani masyarakat. Melalui tata kelola pemerintahan yang tepat (ketepatan

e
12



anggaran, profil aparat yang tepat, konfigurasi struktur birokrasi yang tepat) maka
pelayanan yang ideal kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat diwujudkan
dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan

yang diinginkan.

Peningkatan Antisipasi Bencana

Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten
Sumedang termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana kategori tinggi.
Dapat dipetakan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki
potensi bencana alam antara lain potensi gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting
beliung dan potensi gempa bumi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu
melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia,
dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektitfkan berbagai upaya perbaikan
sistem sungai dan saluran, tidak memberikan izin IMB pada daerah rawan bencana
dan pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, serta kesiap-siagaan

masyarakat.

Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman

Pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman termasuk urusan pelayanan
dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Berbagai upaya
dilakukan dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman meliputi
penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan rasio rumah layak huni,
serta peningkatan akses listrik dan sarana air bersih bagi rumah tangga yang belum
memiliki listrik dan akses air bersih. Namun kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan
seiring dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu
keberadaan data dan informasi terkait perumahan rakyat dan kawasan permukiman
di Kabupaten Sumedang masih sangat terbatas, sementara itu pembuatan kebijakan
pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memerlukan
basis data yang akurat sebagai payung pertanggungjawaban kinerja dari suatu
kebijakan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu
mengoptimalkan pengelolaan manajemen data sektor perumahan rakyat dan
kawasan permukiman sehingga menghasilkan data dan informasi yang baik, benar

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Daerah

Sektor kebudayaan dan pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi
menjadi katalisator pembangunan (agent of development) yang berkontribusi
terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan
daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan
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mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang
terbatas. Adanya Megaproyek pembangunan (Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan
Bandar Udara Internasional Jawa Barat, serta Jalur Kereta Api Cepat) menjadikan
posisi Kabupaten Sumedang sangat strategis, sehingga sektor kebudayaan dan
pariwisata perlu dikembangkan. Adapun kondisi sektor kebudayaan dan pariwisata
saat ini belum mampu secara optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi
kepada masyarakat. Dalam perspektif kedepan sektor pariwisata perlu diarahkan
untuk pengembangan agrowisata, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner
yang bertemakan pariwisata halal. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan
penataan infrastruktur, penyiapan SDM kreatif, mengundang investor untuk
berinvestasi dan promosi terkait pariwisata. Hal ini perlu mendapat dukungan baik

secara politis maupun teknokratis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
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2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik yang sifatnya lokal,
nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumedang Tahun 2018-2023
merupakan tahap ke-4 dari RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025. RPIJMD secara sistematis mengedepankan isu—isu lokal, yang diterjemahkan
ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan
berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan

skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan misi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2023 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Bupati dan Wakil Bupati
periode tahun 2018-2023. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang
periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional,
dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlagnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya

dan Kreatif Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

15



Sejahtera: Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin
mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai
dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan,
kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan
meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis: Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan
dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya
kegiatan keagamaaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal).
Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai
agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme,
berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta
aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Maju: Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran
dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya pendapatan
asli daerah (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan
akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya
indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding
pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

Profesional: Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan
pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab
kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance
memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan
pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan
dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif,
transparansi, efektivitas dan eflsien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur
pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan

keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kreatif: Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang

lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam
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segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses
pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan
berimbas (trickle-down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis.
Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal
manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan
potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai
dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada
aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream
dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Kemudian untuk melaksanakan visi tersebut diatas disusun misi sebagai arah

sekaligus batasan proses pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk
kesejahteraan masyarakat.
Misi ini dimaksudkan untuk perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar yang
perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui
pemenuhan akses pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Percepatan
pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan
pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam Kkegiatan
pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam
mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Kebijakan pemerintah, pusat dan
daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada
jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini
pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat, sehingga dengan
demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, baik dalam peraturan

maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2. Misi Kedua: Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial
masyarakat dan pemerintahan.
Misi ini dimaksudkan untuk setiap manusia mendambakan kehidupan harmonis,
tentram, dan damai dalam hidupnya. Disinilah norma-norma memegang peranan
penting untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah norma agama. Norma
agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman
dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk
hidup ini sifatnya pasti dan tak ada keraguan karena merupakan "anugerah"
langsung dari Tuhan YME. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih
sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani
kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti. Ajaran agama membentuk
penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemaksiatan,

17



kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga
mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki
sistem kehidupan yang ada. Seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-
basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Norma agama menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak

umat beragama bekerja produktif dan inovatif.

Misi Ketiga: Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan
infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan
kearifan lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk Sumedang akan maju jika seluruh daerahnya mampu
memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam
maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal competitive advantages bagi
Kabupaten Sumedang untuk bangkit. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki
potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat
akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh dan terhormat jika indeks
daya saing berada pada tingkat yang tinggi. Membangun perekonomian yang
berdaya saing tidak semudah membalik tangan, melainkan harus ditunjang dengan
basis industri yang mantap dan tangguh, mengandalkan teknologi tinggi sehingga
mampu menciptakan nilai tambah yang memadai. Pembangunan ekonomi ini pada
akhirnya akan menyebabakan terjadinya transformasi struktural, yaitu proses
pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan
sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu
meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkandengan

strategi lain.

Misi Keempat: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung
jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi, keterbukaan informasi
publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat
interaktif, dan dialogis. Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat
merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan Pemerintah
terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari
proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih
lebar bagi pengawasan-pengawasan publik. Sistem pemerintahan berbasis
Information and Communication Technology (ICT) memungkinkan rakyat untuk
berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat.
Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal-

kanal media komunikasi virtual.Demikian pula interaksi dengan rakyat bisa dilakukan
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tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat.
Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannnya terhadap
pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena
birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah
seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan
masyarakat.

5.  Misi Kelima: Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian
yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu daerah untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun
organisasi di daerah tersebut. Kewirausahaan merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri
yang melekat pada individu yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan dan
mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki ke dalam kegiatan yang
bernilai. Jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya dimiliki oleh wirausahawan,
melainkan pula setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif.
Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat
dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan peluang menuju sukses.
Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemauan dan kemampuan menemukan dan
mengevaluasi peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak
untuk memperoleh keuntungan dari peluang itu. Mereka berani mengambil risiko
yang telah diperhitungkan dan menyukai tantangan dengan risiko moderat.
Wirausahawan percaya dan teguh pada dirinya dan kemampuannya mengambil

keputusan yang tepat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi dan isu strategis yang telah diuraikan dalam pembahasan
sebelumnya ditetapkan tujuan dan sasaran setiap misi yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun. Secara umum keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat

dilihat dalam matrik hubungan sebagaimana tabel di bawabh ini:
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Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Kabupaten Sumedang

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan

Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

1. Memenuhi
kebutuhan
dasar secara
mudah dan
terjangkau

Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Angka Harapan
Hidup

Meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan

Jumlah kematian
Ibu

Jumlah kematian
bayi

Persentase
balita stunting

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Bidang
Kesehatan

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM) Rumah
Sakit

Terwujudnya
pelayanan
sistem
pendidikan yang
berkualitas dan
merata

(1) Rata rata Lama
Sekolah

(2) Angka Harapan
Lama Sekolah

Meningkatnya
kualitas pelayanan
pendidikan yang
merata

Angka
Partisipasi Kasar
(APK) SD

Angka
Partisipasi Kasar
(APK) SMP

Angka
Partisipasi Murni
(APM) SD

Angka
Partisipasi Murni
(APM) SMP

Angka
Partisipasi
Kesetaraan

Terwujudnya
penanggulangan
PMKS serta
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak

(1) Persentase
penduduk
miskin

(2) Indeks
Pembangunan
Gender

(3) Indeks
Pemberdayaan
Gender

Meningkatnya
kualitas
penanggulangan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial

Persentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)

Persentase
Perempuan
Kepala Keluarga
yang Meningkat
Ekonomi
Keluarganya

Meningkatnya
pengarusutamaan
gender dan
perlindungan anak

Persentase
Perlindungan
Perempuan dan
Anak

Kabupaten
Layak Anak
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Persentase
Perempuan
Kepala Keluarga
yang Meningkat

Ekonomi
Keluarganya

Menguatkan Terwujudnya Indeks Kerukunan Menguatnya kondisi | Indeks
norma agama kehidupan yang | Umat Beragama kehidupan Kerukunan Umat
dalam tatanan | agamis di kerukunan umat Beragama
kehidupan Kabupaten beragama
sosial Sumedang Menguatnya Persentase
masyarakat pendidikan karakter | Siswa
dan : berbasis Bersertifikat
pemerintahan pendekatan Diniyah

keagamaan bagi

siswa usia

pendidikan dasar
Mengembangk | Terwujdunya (1) Laju Meningkatnya Persentase
an wilayah pembangunan Pertumbuhan kualitas dan Tingkat Kondisi
ekonomi Infrastruktur Ekonomi kuantitas Jalan Kabupaten
didukung yang mendukung (2) Persentase infrastruktur jalan Mantap
dengan percepatan Tingkat Kondisi dan sumber daya air Cakupan
peningkatan pengembangan Jalan Ketersediaan
infrastruktur wilayah ekonomi Kabupaten Prasarana dan
gaE daya Mantap Fasilitas
Ii:gESr?gan (3) Rasio Jaringan Perhul.)ur?gan
serta Irigasi Rasio jaringan
penguatan irigasi
budaya dan Tersedianya sistem | Cakupan Trayek

kearifan lokal

transportasi yang
dapat mendukung
mobilitas
masyarakat

Angkutan Umum

Peningkatan
Penumpang
Angkutan Umum

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi melalui
perkembangan
agribisnis

Laju
Pertumbuhan
PDRB Sub
Sektor Pertanian

a. Tanaman
Pangan

b. Tanaman
Hortikultura

c. Perkebunan

Laju
Pertumbuhan
Subsektor
Peternakan

Laju
pertumbuhan
Subsektor
Perikanan

Menjamin
Ketahanan Pangan
Daerah

Skor Pola
Pangan Harapan
(PPH)

Meningkatnya
pelestarian budaya,
cagar budaya,
sejarah dan
pengembangan

Jumlah
kunjungan
wisatawan

21




destinasi wisata
sebagai daya tarik
pariwisata

Meningkatnya
penanaman modal
di Kabupaten
Sumedang

Jumlah Nilai
Investasi di
Sumedang

Terwujudnya
wilayah ekonomi
yang
berkelanjutan

(1) Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

(2) Indeks Risiko
Bencana

Meningkatnya
pengelolaan
lingkungan hidup
sesuai dengan
prinsip-prinsip
pembangunan
berkelanjutan

Indeks Kualitas
Air (IKA)

Indeks Kualitas
Udara (IKU)

Indeks Kualitas
Tutupan Lahan
(IKTL)

Persentase
Penanganan
Sampah

Persentase
pengurangan
sampah

Persentase RTH
Terkelola

Rasio Rumah
Layak Huni

Persentase
Lingkungan
Pemukiman
Kumuh

Persentase
Rumah Tangga
Berakses Air
Minum

Persentase
Rumah Tangga
Bersanitas

Persentase
Kesesuaian
Peruntukan
Lahan Dengan
Tata Ruang

Pengurangan indeks
resiko bencana

Indeks Risiko
Bencana

Menata
birokrasi
pemerintah
yang
responsive dan
bertanggung
jawab secara
professional
dalam
pelayanan
masyarakat

Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja dan
reformasi
birokrasi

(1) Opini BPK
(2) Indeks reformasi
Birokrasi

(3) Nilai SAKIP
Kabupaten

Meningkatnya
kinerja keuangan
daerah yang
transparan dan
akuntabel

Opini BPK

APBD tepat
waktu

Persentase
Tindak Lanjut
Hasil
Pemeriksaan
(TLHP) yang
diselesaikan
sesuai
rekomendasi

Persentase
Temuan
Penyimpangan
terhadap APBD
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Meningkatnya
efektivitas, efesiensi
dan akuntabilitas
kinerja pemerintah
daerah

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Persentase
Perangkat
Daerah bidang
pemerintahan
yang capaian
target kinerja
tahunannya
berkategori
"baik"

Nilai LPPD
Kabupaten

Persentase
Perangkat
Daerah yang
Nilai SAKIPnya
Berkategori
"Baik"

Meningkatnya
kualitas kinerja
Aparatur Sipil

Indeks
Profesionalitas
ASN

memenuhi
kebutuhan pasar

Negara Indeks Sistem
Merit ASN
Terwujudnya Indeks kepuasan Meningkatnya Indeks
pelayanan publik | masyarakat kualitas pelayanan Kepuasan
yang berkualitas publik Masyarakat
Bidang
Kependudukan
Indek Kepuasan
masyarakat
Bidang Perizinan
Tersedianya sistem | Niilai SPBE
pelayanan terpadu
yang didukung oleh
IT
Mengembangk | Terwujudnya (1) Pengeluaran per | Meningkatnya Laju
an sarana perekonomian kapita pertumbuhan Pertumbuhan
prasarana dan | Sumedang yang (2) Tingkat ekonomi melalui Sub Sektor
sistem kreatif dan pengangguran pengembangan Perdagangan
perekonomian | berdaya saing terbuka sektor perdagangan | Besar dan
yang dan perindustrian Eceran
mendukung (3) Jumlah UMKM | y2 g inklusif Laju
kreativitas Pertumbuhan
daninovasi Sub Sektor
masyarakat Industri
Kabupaten Pengolahan
Sumedang
Cakupan
Koperasi Aktif
Menciptakan Tingkat
wirausahawan dan Pengangguran
tenaga kerja Terbuka
kompeten yang Jumlah UMKM

Sumber : RPIMD Kabupaten SumedangTahun 2018-2023
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Selanjutnya dari matrik hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran ditentukan sasaran
strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berorientasi pada pencapaian
tujuan dan target-target prioritas bupati serta wakil bupati terpilih pada setiap misi yang
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Sasaran strategis ini
akan menjadi dasar dalam penetapan kinerja serta tolak ukur pengukuran kinerja
pemerintah daerah untuk setiap tahunnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati

dan Wakil Bupati selaku pemangku kebijakan. Sasaran strategis Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan
Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023

1. | Memenuhi kebutuhan dasar | Meningkatnya derajat kesehatan Angka Harapan Hidup
secara mudah dan masyarakat
terjangkau : :
Terwujudnya pelayanan sistem (1) Rata rata Lama
pendidikan yang berkualitas dan Sekolah
merata (2) Angka Harapan Lama
Sekolah
Terwujudnya penanggulangan (1) Persentase penduduk
PMKS serta pemberdayaan miskin
perempuan dan perlindungan anak | () |ndeks Pembangunan
Gender
(3) Indeks
Pemberdayaan
Gender
2. | Menguatkan norma agama Terwujudnya kehidupan yang Indeks Kerukunan Umat
dalam tatanan kehidupan agamis di Kabupaten Sumedang Beragama
sosial masyarakat dan
pemerintahan
3. | Mengembangkan wilayah Terwujudnya percepatan Laju Pertumbuhan
ekonomi didukung dengan pengembangan wilayah ekonomi Ekonomi
peningkatan infrastruktur dan | agribisnis, industri dan pariwisata
daya dukung lingkungan Meningkatnya kualitas dan (1) Persentase Tingkat
serta penguatan budaya dan | ,antitas infrastruktur jalan dan Kondisi Jalan
kearifan lokal sumber daya air Kabupaten Mantap
(2) Rasio Jaringan Irigasi
Terwujudnya wilayah ekonomi yang | (1) Indeks Kualitas
berkelanjutan Lingkungan Hidup
(2) Indeks Resiko
Bencana
4. | Menata birokrasi pemerintah | Terwujudnya akuntabilitas kinerja (1) Opini BPK
yang responsive dan dan reformasi birokrasi (2) Indeks reformasi
bertanggung jawab secara Birokrasi
professional dalam o
pelayanan masyarakat (3) Nilai SAKIP
Kabupaten

24




Terwujudnya pelayanan publik yang | Indeks kepuasan
berkualitas masyarakat
5. | Mengembangkan sarana Terwujudnya perekonomian Pengeluaran Perkapita
prasarana dan sistem Sumedang yang kreatif dan
perekonomian yang berdaya saing
mendukung kreativitas . . .
caninoves masyarakat | Yerepiaen Wraneahaven dan () Thoat
Kabupaten Sumedang Memenuhi Kebutuhan Pasar terbuka
(2) Jumlah UMKM

Sumber : RPIMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core
business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil
diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja
yang baik. Indikator kinerja pada level Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-

masing.

Penetapan indikator kinerja utama daerah di Kabupaten Sumedang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan tujuan pencapaian visi dan misi
kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun
2018-2023. Secara lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. | Angka Harapan Tahun 72,07 72,26 72,44 72,63 72,81 73,00 73,00
Hidup

2. | Rata —rata Lama Tahun 8,10 8,29 8,48 8,67 8,86 9,07 9,07
Sekolah

3. | Angka Harapan Tahun 13,00 13,22 13,44 13,66 13,88 14,11 14,11
Lama Sekolah

4. | Presentase Persen 9,76 8,96 8,16 7,36 6,56 5,76 5,76
Penduduk Miskin

5. | Indeks Indeks 94,4 94,87 95,34 95,81 96,28 96,75 96,75
Pembangunan Point
Gender

6. | Indeks Point 68,7 69,23 69,77 70,3 70,84 71,37 71,37
Pemberdayaan
Gender

7. | Indeks Kerukunan Point 72,2 72,5 73 73,5 74 74,5 74,5
Umat Beragama

8. | Laju Pertumbuhan Persen 6,48 6,74 7,01 7,29 7,58 7,88 7,88
Ekonomi

9. | Persentase Persen 62,8 66,8 70,8 74,8 78,8 82,8 82,8
Tingkat Kondisi
Jalan Kabupaten
Mantap

10. | Rasio Jaringan Persen 60 62 64 66 68 70 70
Irigasi

11. | Indeks Kualiatas Point 58,68 58,92 59,18 59,47 59,77 60,11 60,11
Lingkungan Hidup

12. | Indeks Resiko Point 162 155 150 145 140 135 135
Bencana

13. | Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

14. | Nilai SAKIP Kategori B B BB A A A A
Kabupaten

15. | Indeks Reformasi Point 56,05 65 70 75 80 85 85
Birokrasi

16. | Indeks Kepuasan Point 80,74 81 83 86 89 90 90
Masyarakat

17. | Pengeluaran Rp (juta) 9,67 10,06 10,38 10,70 11,04 11,35 11,35
Perkapita

18. | Tingkat Persen 7,04 6,55 6,35 6,15 5,96 5,68 5,68
Pengangguran
Terbuka

19. | Jumlah UMKM UMKM 15.467 16.467 17.467 | 18.467 | 19.467 | 20.467 20.467

Sumber : RPIMD Kabupaten SumedangTahun 2018 — 2023
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2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan
rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di
dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran strategis melalui Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019. Dokumen rencana kerja memuat informasi
tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator

kinerja sasaran strategis, dan target capaian kinerjanya.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta dengan
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja dimaksudkan untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan sasaran strategis yang
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 baik anggaran murni maupun
perubahan tahun 2019. Secara prinsip tujuan penyusunan APBD adalah sebagai
pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun agar

pelaksanaan pencapaian target-target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
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dapat berlangsung efektif dan efisien, maka anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian
kinerja merupakan anggaran program kegiatan yang secara langsung berorientasi pada
pencapaian indikator kinerja utama dan diharapkan memberikan dampak yang signifikan
terhadap hasil capaian kinerja masing-masing indikator. Adapun perjanjian Kkinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Misi 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau
1. | Meningkatnya derajat | Angka Tahun 72,26 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat 35,599,198,833.00 Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat E%rapan Program Pencegahan dan Penanggulangan 6,296,774,000.00
1aup Penyakit menular, penyakit tidak menular dan
surveilans epidemiologi
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,172,074,340.00
Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 3,442,880,600.00
Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 831,200,000.00
Masyarakat
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 216,572,399,695.00 RSUD
2. | Terwujudnya Rata-rata Tahun 8,29 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 694,000,000.00 Dinas Pendidikan
Pelayanan Sistem Lama Sekolah Kependidikan
Pendidikan Yang Angka Tahun | 13,22 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 127,129,820,000.00
Berkualitas Dan Harapan Lama.
Merata P Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 281.627.582,000.00
Sekolah Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini 51,991,600,000.00
Program Pelayanan Pendidikan Non Formal 450,000,000.00
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3. | Terwujudnya Persentase Persen 8,96 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 240,000,000.00 Dinsos P3A
penanggulangan Penduduk Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
PMKS serta Miskin Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pemberdayaan Program Jaminan Sosial 1,650,000,000.00
Pergmpuan dan Program Perlindungan Sosial 1,475,000.000.00
Perlindungan anak — :
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 1,070,982,500.00
Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan 240,000,000.00
Kesejahteraan Sosial
Indeks Poin 94,87 | Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan 1,475,000,000.00 DPPKB
Pembangunan Keluarga
Gender Program Penguatan Kelembagaan 240,000,000.00 Dinsos P3A
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Indeks Poin 69,23 | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 240,000,000.00
Pemberdayaa Gender dalam Pembangunan
n Gender Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 1,070,982,500.00
Perlindungan Perempuan dan Anak
MISI 2 : Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan
4. | Terwujudnya Indeks Poin 72,5 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 566,997,000.00 Satpol PP
kehidupan yang Kerukunan Masyarakat
agamis di Kabupaten Umat
Sumedang Beragama
MISI 3 : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal
5. | Terwujudnya Laju Persen 6,74 | Program Pembangunan, Rehabilitasi dan 8,521,250,000.00 | Dinas Perhubungan
percepatan Pertumbuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
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pengembangan Ekonomi Program Pelayanan Bidang Perhubungan, 1,615,375,000.00

wilayah ekonomi Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu

agribisnis, industri dan Lintas Angkutan Jalan

pariwisata Program peningkatan produksi 9,501,856,000.00 DPKP
pertanian/perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 38,197,941,000.00
Pertanian/Perkebunan
Program Pengolahan dan Pemasaran hasil 425,894,000.00
pertanian/perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluhan 3,463,542,000.00
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Peningkatan Produksi hasil peternakan 2,971,860,000.00 DPP
Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran 127,685,000.00
hasil produksi peternakan
Program Peningkatan Produksi Perikanan 1,800,319,000.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 9,501,856,000.00 DPKP
Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 94,790,000.00 DPP
Veteriner
Program pengelolaan kekayaan budaya 4,312,323,000.00 Disparbudpora
Program peningkatan penanaman modal daerah 497,778,193.00 DPMPTSP

Meningkatnya kualitas | Persentase Persen 66,8 | Program Penanganan Jalan dan Jembatan 135,155,603,300.00 DPUPR

dan kuantitas Tingkat

infrastruktur jalan dan | Kondisi Jalan

sumber daya air Kabupaten

Mantap
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Rasio Persen 62 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 33,077,302,000.00
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan
Irigasi
g Program Pengendalian banijir 609,187,500.00
7. | Terwujudnya wilayah Indeks Poin 58,92 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 785,045,000,00 DLHK
ekonomi yang Kualitas Lingkungan Hidup
berkelanjutan hlir(;%lgungan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 6,243,909,200.00
Persampahan
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya 260,520,000.00
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 387,500,000.00
Program pengembangan dan penataan wilayah 33,547,835,000.00 DPKPP
Program Penataan Ruang 3,164,900,000.00 DPUPR
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 7,294,337,000.00 DPKPP
Program Penanganan dan Pengembangan 26,146,347,500.00
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Indeks Risiko Poin 155 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 8,005,002,000.00 BPBD
Bencana Korban Bencana Alam
MISI 4 : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
8. | Terwujudnya Opini BPK Opini WTP | Program Peningkatan dan Pengembangan 7,100,174,450.00 BPKAD
akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
dan reformasi birokrasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 350,154,000.00 Inspektorat

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program Penegakan Integritas

140,310,000.00
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Nilai SAKIP Kategori B Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi 2,538,389,100.00 | Sekretariat Daerah
Kabupaten Pemerintah Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 7,707,391,500.00 Bappppeda
Pembangunan Daerah
Indeks Poin 65 Program Penataan dan Peningkatan Sistem 3,470,274,250.00 Inspektorat
Reformasi Pengawasan Internal dan Pengendalian
Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Pembinaan, Pengembangan dan 8,356,621,400.00 BKPSDM
Pengelolaan Manajemen Aparatur
9. | Terwujudnya Indeks Poin 81 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 717,164,000.00 DPMPTSP
pelayanan publik yang | Kepuasan — . . -
berkualitas Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 424,500,000.00 Disdukcapil
Kabupaten Program Penataan Administrasi Kependudukan 5,385,093,000.00
Program pengembangan komunikasi, informasi, 4,997,365,000.00 Diskipas
media massa dan pemanfaatan teknologi informasi
MISI 5 : Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang
10. | Terwujudnya Pengeluaran Rp (juta) 10,06 | Program Pengembangan Industri Kecil dan 437,000,000.00 Dinas Koperasi

perekonomian
Sumedang yang
kreatif dan berdaya
saing

Per Kapita

Menengah

UMKM Perindustrian

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 1,629,500,000.00 Perdagangan
negeri

Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan 1,629,500,000.00

Koperasi

Program pengembangan lembaga ekonomi 835,546,400.00 DPMD

pedesaan

Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan
pasar rakyat

1,567,875,000.00

Dinas Koperasi
UMKM Perindustrian
Perdagangan
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11. | Menciptakan Tingkat Persen 6,55 Program peningkatan kesempatan kerja 735,000,000.00 Disnakertrans
Wirausahawan dan Pengangguran . . —
Tenaga Kerja Terbgukagg Program pgnlngkatan kualitas dan produktivitas 2,661,989,000.00
Kompeten yang tenaga kerja
Memenuhi Kebutuhan | jumlah UMKM | 16.467 | Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 1,326,300,000.00 Dinas Koperasi
Pasar wirausahawan kompetitif usaha kecil menengah UMKM Perindustrian
(UMKM) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha 529,209,968.00 Perdagangan
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 840,000,000.00 Disparbudpora
Jumlah Anggaran 1,131,165,806,229.00

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
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Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik secara
perorangan, organisasi atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk mengetahui keberhasilan
atau kegagalan kinerja organisasi tersebut, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap
seluruh aktivitas program kegiatan yang dilaksanakan, Kemudian proses pengukuran kinerja
tidak hanya sampai pada aspek masukan (input), keluaran (output) atau hasil (outcome)
saja, tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya tujuan secara efektif dan efisien yang
mampu menggambarkan kemanfaatan dan dampak yang dirasakan dari pelaksanaan
program kegiatan tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan kewajiban
mempertanggungjawabkan amanah tersebut, melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat
capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada

indikator tujuan dan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
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Indikator Kinerja Utama. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Untuk mempermudah interprestasi atas
pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

91% < 100% Sangat Tinggi
76% < 90% Tinggi
65% < 75% Sedang
51% < 65% Rendah

< 50% Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
didasarkan pada tingkat pencapaian indikator sasaran strategis yang menggambarkan
tingkat capaian kinerja pada setiap program kegiatan. Secara kuantitatif untuk menghitung

capaian target indikator kinerja, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka rumus
yang digunakan adalah:
Capaian Kinerja = ( Realisasi / Rencana) x 100%

. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus
yang digunakan adalah:
Capaian Kinerja = ( Rencana - ( Realisasi — Rencana ) ) / Rencana x 100%

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah dapat melaksanakan tugas,
fungsi dan kewenangannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Capaian kinerja terhadap sasaran strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian
kinerja tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.2

Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Memenuhi kebutuhan Meningkatnya derajat kesehatan 100.04 % Sangat Tinggi
dasar secara mudah dan | masyarakat
terjangkau Terwujudnya pelayanan sistem 98.90 % Sangat Tinggi
pendidikan yang berkualitas dan
merata
Terwujudnya penanggulangan 100,36 % Sangat Tinggi
PMKS serta pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
Menguatkan norma Terwujudnya kehidupan yang 99,59 % Sangat Tinggi
agama dalam tatanan agamis di Kabupaten Sumedang
kehidupan sosial
masyarakat dan
pemerintahan
Mengembangkan Terwujudnya percepatan 93.77 % Sangat Tinggi
wilayah ekonomi pengembangan wilayah ekonomi
didukung dengan agribisnis, industri dan pariwisata
eningkatan infrastruktur
gan dgya dukung Meningkatnya kualitas dan 102,97 % Sangat Tinggi
lingkungan serta kuantitas infrastruktur jalan dan
penguatan budaya dan | SUmber daya air
kearifan lokal Terwujudnya wilayah ekonomi yang 99,43 % Sangat Tinggi
berkelanjutan
Menata birokrasi Terwujudnya akuntabilitas kinerja 97,44 % Sangat Tinggi
pemerintah yang dan reformasi birokrasi
responsive dan . . —
bertanggung jawab T:r:ngg?knuy;igeslayanan publik 101,57 % Sangat Tinggi
secara professional yang
dalam pelayanan
masyarakat
Mengembangkan sarana | Terwujudnya perekonomian 103,44 % Sangat Tinggi
prasarana dan sistem Sumedang yang kreatif dan
perekonomian yang berdaya saing
mendukung kreativitas Menciptakan Wirausahawan dan 94,11 % Sangat Tinggi

daninovasi masyarakat
Kabupaten Sumedang

Tenaga Kerja Kompeten yang
Memenuhi Kebutuhan Pasar

sebagai berikut:

Sumber: Hasil Analisis Bappppeda Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana tabel diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan memperoleh penilaian Sangat
Tinggi, dengan rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan adalah sebesar 99,24 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Capaian kinerja dari sasaran strategis tentu saja
diperoleh dari capaian berbagai indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan
program kegiatan di seluruh perangkat daerah. Capaian indikator kinerja sasaran strategis

sebagai tolak ukur perhitungan kinerja dari sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel
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Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

Meningkatnya derajat | Angka Harapan Tahun 72,26 72,29 100,04 % Sangat
kesehatan Hidup Tinggi
masyarakat
Terwujudnya Rata-rata Lama Tahun 8,29 8,27 99,76% Sangat
Pelayanan Sistem Sekolah Tinggi
Pend|d||_<an Yang Angka Harapan Tahun 13,22 12,96 98,03 % Sangat
Berkualitas Dan L Sekolah o9
Merata ama Sekola Tinggi
Terwujudnya Persentase Persen 8,96 9,05 99 % Sangat
penanggulangan Penduduk Tinggi
PMKS serta Miskin
Pemberdayaan
Perempuan dan Indeks Poin 94,87 95,01 | 100,15% | Sangat
Perlindungan anak Pembangunan Tinggi
Gender
Indeks Poin 69,23 70,57 101,94 % Sangat
Pemberdayaan Tinggi
Gender
Terwujudnya Indeks Poin 72,5 72,2 99,59 % Sangat
kehidupan yang Kerukunan Tinggi
agamis di Kabupaten | Umat Beragama
Sumedang
Terwujudnya Laju Persen 6,74 6,32 93,77 % Sangat
percepatan Pertumbuhan Tinggi
pengembangan Ekonomi
wilayah ekonomi
agribisnis, industri
dan pariwisata
Meningkatnya Persentase Persen 66,8 70,75 105,91 % Sangat
kualitas dan Tingkat Kondisi Tinggi
kuantitas infrastruktur | Jalan
jalan dan sumber Kabupaten
daya air Mantap
Rasio Jaringan Persen 62 62,02 100,03 % Sangat
Irigasi Tinggi
Terwujudnya wilayah | Indeks Kualitas Poin 58,92 59,01 100,15 % Sangat
ekonomi yang Lingkungan Tinggi
berkelanjutan Hidup
Indeks Risiko poin 155 157 98,71 % Sangat
Bencana Tinggi
Terwujudnya Opini BPK Opini WTP WTP 100 % Sangat
akuntabilitas kinerja Tinggi
dan reformasi Nilai SAKIP Kategori B B 100 % Sangat
birokrasi 9
Kabupaten Tinggi
Indeks Poin 65 60,01 92,32 % Sangat
Reformasi Tinggi
Birokrasi
Terwujudnya Indeks Poin 81 82,27 101,57 % Sangat
pelayanan publik Kepuasan Tinggi
yang berkualitas Masyarakat
Kabupaten
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10 | Terwujudnya Pengeluaran Rp (juta) 10,06 10,406 103,44 % Sangat
perekonomian Per Kapita Tinggi
Sumedang yang
kreatif dan berdaya
saing

11 | Menciptakan Tingkat Persen 6,55 7,63 83,51 % Tinggi
Wirausahawan dan Pengangguran
Tenaga Kerja Terbuka
Kompeten yang Jumlah UMKM | 16.467 17,241 | 104,70 % Sangat
Memenuhi wirausahawan Tinggi
Kebutuhan Pasar (UMKM)

Sumber: Hasil Analisis Bappppeda Tahun 2020

Hasil analisis pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari

19 indikator kinerja sasaran, yang memperoleh penilaiannya Sangat Tinggi berjumlah 18

indikator mencapai 94,74 % dan sisanya sebanyak 1 indikator mencapai 5,26 %

memperoleh penilaian Tinggi. Apabila dirata-ratakan hasil capaian seluruh indikator kinerja

sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mencapai 99,09 %

dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

Sejalan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis yang secara normatif

merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang maka dapat

dilihat tingkat capaian masing-masing indikator kinerja utama sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019

B Bl Bl et

1. | Angka Harapan Hidup Tahun 72,26 72,29 100,04 % Sangat
Tinggi

2. | Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,29 8,27 99,76% Sangat
Tinggi

3. | Angka Harapan Lama Tahun 13,22 12,96 98,03 % Sangat
Sekolah Tinggi

4. | Persentase Penduduk Persen 8,96 9,05 99 % Sangat
Miskin Tinggi

5. | Indeks Pembangunan Poin 94,87 95,01 100,15 % Sangat
Gender Tinggi

6. | Indeks Pemberdayaan Poin 69,23 70,57 101,94 % Sangat
Gender Tinggi

7. Indeks Kerukunan Umat Poin 72,5 72,2 99,59 % Sangat
Beragama Tinggi

8. | Laju Pertumbuhan Persen 6,74 6,32 93,77 % Sangat
Ekonomi Tinggi
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9. | Persentase Tingkat Persen 66,8 70,75 105,91 % Sangat
Kondisi Jalan Kabupaten Tinggi
Mantap

10. | Rasio Jaringan Irigasi Persen 62 62,02 100,03 % Sangat

Tinggi

11. | Indeks Kualitas Poin 58,92 59,01 100,15 % Sangat
Lingkungan Hidup Tinggi

12. | Indeks Risiko Bencana Poin 155 157 98,71 % Sangat

Tinggi

13. | Opini BPK Opini WTP WTP 100 % Sangat

Tinggi
14. | Nilai SAKIP Kabupaten Kategori B B 100 % Sangat
Tinggi

15. | Indeks Reformasi Poin 65 60,01 92,32 % Sangat
Birokrasi Tinggi

16. | Indeks Kepuasan Poin 81 82,27 101,57 % Sangat
Masyarakat Kabupaten Tinggi

17. | Pengeluaran Per Kapita Rp (juta) 10,06 10,406 103,44 % Sangat

Tinggi

18. | Tingkat Pengangguran Persen 6,55 7,63 83,51 % Tinggi
Terbuka

19. | Jumlah wirausahawan UMKM 16.467 17,241 104,70 % Sangat
(UMKM) Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Bappppeda Tahun 2020

Selanjutnya di bawah ini adalah capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja Tahun 2019

sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 3.5

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Misi 1 : Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau

1.

Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat

Angka Harapan
Hidup

Tahun

72,26

72,29

100,04%

Program Upaya
Kesehatan Masyarakat

35,599,198,833.00

31,118,045,295.00

87,41

Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit menular,
penyakit tidak menular
dan surveilans
epidemiologi

6,296,774,000.00

5,269,914,464.00

83,69

Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

9,172,074,340.00

9,010,354,857.00

98,24

Program Peningkatan
Kesehatan Keluarga
dan Gizi Masyarakat

3,442,880,600.00

3,180,351,202.00

92,37

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

831,200,000.00

734,815,369.00

88,40

Dinas
Kesehatan

Program Pelayanan
Kesehatan pada BLUD
RSUD

216,572,399,695.00

184,045,389,658.00

84,98

RSUD

Terwujudnya
Pelayanan Sistem
Pendidikan Yang
Berkualitas Dan
Merata

Rata-rata Lama
Sekolah

Tahun

8,29

8,27

99,76%

Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

694,000,000.00

615,562,400.00

88,70

Angka Harapan
Lama Sekolah

Tahun

13,22

12,96

98,03%

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

127,129,820,000.00

126,843,910,198.00

99,78

Dinas
Pendidikan
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Program Wijib Belajar
Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

281.627.582,000.00

279.805.694,914.00

99,35

Program Pendidikan
Anak Usia Dini

51,991,600,000.00

51,905,399,700.00

99,83

Program Pelayanan
Pendidikan Non Formal

450,000,000.00

331,271,000.00

73,62

Terwujudnya
penanggulangan
PMKS serta
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan anak

Persentase
Penduduk
Miskin

Persen

8,96

9,05

99,00%

Program
Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

240,000,000.00

234,999,850.00

97,92

Program Jaminan
Sosial

1,650,000,000.00

1,489,776,926.00

90,29

Program Perlindungan
Sosial

1,475,000.000.00

1,404,773,100.00

95,24

Program Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosia

1,070,982,500.00

1,008,674,988.00

94,18

Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial

240,000,000.00

240,000,000.00

100,00

Dinsos P3A

Indeks
Pembangunan
Gender

Poin

94,87

95,01

100,15%

Program Ketahanan
Keluarga dan
Kesejahteraan
Keluarga

1,475,000,000.00

1,404,773,100.00

95,24

DPPKB

Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak

240,000,000.00

234,999,850.00

97,92

Dinsos P3A
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Indeks
Pemberdayaan
Gender

Poin

69,23

70,57

101,94%

Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan

240,000,000.00

240,000,000.00

100,00

Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak

1,070,982,500.00

1,008,674,988.00

94,18

MISI

2 : Menguatkan norma agama dalam t

atanan kehidupan sosial masyarakat dan pe

merintahan

Terwujudnya
kehidupan yang
agamis di
Kabupaten
Sumedang

Indeks
Kerukunan
Umat Beragama

Poin

72,5

72,2

99,59%

Program pemeliharaan
ketentraman dan
ketertiban Masyarakat

566,997,000.00

566,395,950.00

99,89

Satpol PP

MISI

3: Mengembangkan wilayah ekonomi

didukung

dengan peningkatan infrastruktur,

serta penguatan buday

a dan kearifan lokal

Terwujudnya
percepatan
pengembangan
wilayah ekonomi
agribisnis, industri
dan pariwisata

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Persen

6,74

6,32

93,77%

Program
Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana
Perhubungan

8,521,250,000.00

8,294,000,880.00

97,33

Program Pelayanan
Bidang Perhubungan,
Pengawasan,
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas Angkutan Jalan

1,615,375,000.00

1,505,782,230.00

93,22

Dinas
Perhubungan

Program peningkatan
produksi
pertanian/perkebunan

9,501,856,000.00

8,918,612,291,00

93,86

Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan

38,197,941,000.00

37,597,137,432.00

98,43

DPKP
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Program Pengolahan
dan Pemasaran hasil
pertanian/perkebunan

425,894,000.00

404,654,000.00

95,01

Program
Pemberdayaan
Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
Lapangan

3,463,542,000.00

3,208,227,700.00

92,63

Program Peningkatan
Produksi hasil
peternakan

2,971,860,000.00

2,694,266,450,00

90,66

Program peningkatan
pengelolaan dan
pemasaran hasil
produksi peternakan

127,685,000.00

121,370,000.00

95,05

Program Peningkatan
Produksi Perikanan

1,800,319,000.00

1,622,630,150,00

90,13

DPP

Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan

9,501,856,000.00

8,918,612,291.00

93,86

DPKP

Program Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

94,790,000.00

85,667,000.00

90,38

DPP

Program pengelolaan
kekayaan budaya

4,312,323,000.00

4,260,394,340.00

98,80

Disparbudpora

Program peningkatan
penanaman modal
daerah

497,778,193.00

494,120,724.00

99,27

DPMPTSP

Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur jalan
dan sumber daya

Persentase
Tingkat Kondisi
Jalan
Kabupaten
Mantap

Persen

66,8

70,75

105,91%

Program Penanganan
Jalan dan Jembatan

135,155,603,300.00

114,841,901,056.00

84,97

DPUPR

44




air

Rasio Jaringan
Irigasi

Persen

62

62,02

100,03%

Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan

33,077,302,000.00

29,573,936,480.00

89,41

Program Pengendalian
banijir

609,187,500.00

535,036,320.00

87,83

Terwujudnya
wilayah ekonomi
yang berkelanjutan

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup

Poin

58,92

59,01

100,15%

Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup

785,045,000,00

770,393,200.00

98,13

Program
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan

6,243,909,200.00

6,038,626,398.00

96,71

Program Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

260,520,000.00

254,962,000.00

97,87

Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

387,500,000.00

368,311,300.00

95,05

DLHK

Program
pengembangan dan
penataan wilayah

33,547,835,000.00

29,550,979,148.00

88,09

DPKPP

Program Penataan
Ruang

3,164,900,000.00

3,005,220,095.00

94,95

DPUPR

Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku

7,294,337,000.00

6,207,014,543.00

85,09

Program Penanganan
dan Pengembangan
Perumahan dan
Kawasan Permukiman

26,146,347,500.00

25,297,792,952.00

96,75

DPKPP
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Indeks Risiko
Bencana

Poin

155

157

98,71%

Program Pencegahan
Dini dan
Penanggulangan
Korban Bencana Alam

8,005,002,000.00

5,757,310,330.00

71,92

BPBD

MISI

4 : Menata birokrasi

pemerintah yang

responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.

Terwujudnya
akuntabilitas
kinerja dan
reformasi birokrasi

Opini BPK

Opini

WTP

WTP

100%

Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

7,100,174,450.00

6,189,151,071.00

87,17

BPKAD

Program Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

350,154,000.00

295,109,000.00

84,28

Inspektorat

Program Penegakan
Integritas

140,310,000.00

125,770,000.00

89,64

Nilai SAKIP
Kabupaten

Kategori

100%

Program Peningkatan
dan Pengendalian
Koordinasi Pemerintah
Daerah

2,538,389,100.00

2,416,563,381.00

95,20

Sekretariat
Daerah

Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan Daerah

7,707,391,500.00

7,007,539,846.00

90,92

Bappppeda

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Poin

65

60,01

92,32%

Program Penataan dan
Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH

3,470,274,250.00

3,364,389,250.00

96,95

Inspektorat

Program Pembinaan,
Pengembangan dan
Pengelolaan
Manajemen Aparatur

8,356,621,400.00

7,799,692,074.00

93,34

BKPSDM
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Terwujudnya

pelayanan publik
yang berkualitas

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Kabupaten

Poin

81 82,27

101,57%

Program Peningkatan
Pelayanan Perijinan

717,164,000.00

687,492,400.00

95,86

DPMPTSP

Program Pelayanan
Administrasi
Kependudukan

424,500,000.00

420,786,750.00

99,13

Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

5,385,093,000.00

5,214,105,428,00

96,82

Disdukcapil

Program
pengembangan
komunikasi, informasi,
media massa dan
pemanfaatan teknologi
informasi

4,997,365,000.00

4,662,568,617.00

93,30

Diskipas

MISI

5: Mengembangkan sarana prasarana dan siste

m perekonomian yang

mendukun

g kreativitas dan inovasi

masyarakat Kabupaten Sumedang

10.

Terwujudnya
perekonomian

Sumedang yang

kreatif dan
berdaya saing

Pengeluaran
Per Kapita

Rp (juta)

10,06 10,406

103,44%

Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah

437,000,000.00

432,979,400.00

99,08

Program peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri

1,629,500,000.00

1,579,743,560.00

96,95

Program Penumbuhan
dan Penguatan
Kelembagaan Koperasi

1,629,500,000.00

1,579,743,560.00

96,95

Dinas
Koperasi
UMKM
Perindustrian
Perdagangan

Program
pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan

835,546,400.00

833,108,400.00

99,71

DPMD

Program
pemberdayaan,
penataan dan
perlindungan pasar
rakyat

1,567,875,000.00

1,413,927,600.00

90,18

Dinas
Koperasi
UMKM
Perindustrian
Perdagangan
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11. | Menciptakan
Wirausahawan
dan Tenaga Kerja
Kompeten yang
Memenuhi
Kebutuhan Pasar

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Persen

6,55

7,63

85,51%

Program peningkatan
kesempatan kerja

735,000,000.00

723,091,887.00

98,38

Program peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga
kerja

2,661,989,000.00

2,632,109,938.00

98,88

Disnakertrans

Jumlah
wirausahawan
(UMKM)

UMKM

16.467

17,241

104,70%

Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah

1,326,300,000.00

1,320,718,850.00

99,58

Program
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

529,209,968.00

526,500,000.00

99,49

Dinas
Koperasi
UMKM
Perindustrian
Perdagangan

Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif

840,000,000.00

816,607,500.00

97,22

Disparbudpora

Jumlah Anggaran

1,131,165,806,229.0
0

1,051,062,435,631.00

92,92

Rata- Rata Capaian Kinerja Utama

99,09 %

Capaian Klnerja Anggaran

92,92 %

Sumber: Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020
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3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan
tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025, yang secara normatif menggambarkan tahun pertama kinerja dari Bupati dan Wakil
Bupati terpilih. Sehingga realisasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun
2019 didasarkan atas pencapaian Visi Misi Tahun 2018-2023 (SIMPATI) yang
dioperasionalkan dalam indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, dan dituangkan kedalan
Penetapan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2019.

Sedangkan realisasi kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
didasarkan atas pencapaian Visi Misi Tahun 2014-2018 (SENYUM MANIS) yang
dioperasionalkan dalam indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang
Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, dan dituangkan kedalan Penetapan Perjanjian
Kinerja Bupati Tahun 2018. Oleh karena itu terdapat perbedaan indikator kinerja utama yang
akan berdampak pada perhitungan capaian kinerja perbandingan antara realisasi kinerja
tahun 2019 dengan tahun 2018. Namun demikian sebagai upaya untuk mengetahui sampai
sejauh mana perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, diasumsikan
perhitungannya dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan
kondisi awal yang merupakan perhitungan dan capaian realisasi kinerja tahun 2018. Secara
lengkap hasil perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

1. | Meningkatnya Angka Harapan Tahun 72,29 72,07 0,22 0,31 %
derajat kesehatan Hidup
masyarakat
2. | Terwujudnya Rata-rata Lama Tahun 8,27 8,10 0,17 2,10 %
Pelayanan Sistem Sekolah
Pendidikan Yang
Berkualitas Dan Angka Harapan Tahun 12,96 13,00 (-0,04) (-0,31) %
Merata Lama Sekolah
3. | Terwujudnya Persentase Persen 9,05 9,76 0,71 7,27 %
penanggulangan Penduduk
PMKS serta Miskin
Pemberdayaan
Perempuan dan ::I?delés Irlld(_ekts 95,01 94,4 0,61 0,65 %
Perlindungan anak embangunan omn
Gender
Indeks Point 70,57 68,7 1.87 2,72 %
Pemberdayaan
Gender
4. | Terwujudnya Indeks Point 72,2 72,2 0 0
kehidupan yang Kerukunan
agamis di Umat Beragama
Kabupaten
Sumedang
5. | Terwujudnya Laju Persen 6,32 6,48 (-0,16) (-2,47) %
percepatan Pertumbuhan
pengembangan Ekonomi
wilayah ekonomi
agribisnis, industri
dan pariwisata
6. | Meningkatnya Persentase Persen 70,75 62,8 7,95 12,66 %
kualitas dan Tingkat Kondisi
kuantitas Jalan
infrastruktur jalan Kabupaten
dan sumber daya air | Mantap
Rasio Jaringan Persen 62,02 60 2,02 3,37 %
Irigasi
7. | Terwujudnya Indeks Kualitas Point 59,01 58,68 0,33 0,56 %
wilayah ekonomi Lingkungan
yang berkelanjutan Hidup
Indeks Risiko Point 157 162 5 3,09 %
Bencana
8. | Terwujudnya Opini BPK Opini WTP WTP SAMA SAMA
akuntabilitas kinerja — -
dan reformasi En? SAtKIP Kategori B B SAMA SAMA
birokrasi abupaten
Indeks Point 60,01 56,05 3,96 7,07 %
Reformasi
Birokrasi
9. | Terwujudnya Indeks Point 82,27 80,74 1,53 1,89 %
pelayanan publik Kepuasan
yang berkualitas Masyarakat
Kabupaten
10. | Terwujudnya Pengeluaran Rp (juta) 10,406 9,67 0,736 7,61 %
perekonomian Per Kapita
Sumedang yang
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kreatif dan berdaya
saing
11. | Menciptakan Tingkat Persen 7,63 7,04 (-0,59) (-8,38) %
Wirausahawan dan Pengangguran
Tenaga Kerja Terbuka
Kompeten yang Jumlah UMKM | 17,241 | 15.467 1.774 11,47 %
Memenuhi Wirausahawan
Kebutuhan Pasar (UMKM)

Sumber : Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

Apabila dicermati sebagian besar indikator kinerja utama sebanyak 13 indikator ( 68,42 %)
mengalami kenaikan dan sebanyak 3 indikator (15,79 %) memiliki capaian kinerja yang sama
dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk indikator kinerja penentu pembangunan daerah
sebanyak 3 indikator (15,79 %) yaitu laju pertumbuhan ekonomi, angka harapan lama
sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan masyarakat harus
memiliki komitmen yang kuat, mengutamakan kebersamaan, keterpaduan antar lintas
sektoral dan stake holder lainnya, bahu membahu membangun Kabupaten Sumedang ke

arah yang lebih baik di tahun selanjutnya.

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah (RPJMD)

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target akhir RPJMD
Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja 2019
Dengan Target Akhir RPIJMD 2018 — 2023

1. | Meningkatnya Angka Harapan Tahun 72,29 73,00 0,71 99,03 %
derajat kesehatan | Hidup
masyarakat

2. | Terwujudnya Rata-rata Lama Tahun 8,27 9,07 0,8 91,18 %
Pelayanan Sistem | Sekolah
Pendidikan Yang
Berkualitas Dan f\ngkaSH?(ralpﬁn Tahun 12,96 14,11 1,15 91,85 %
Merata ama Sekola

3. | Terwujudnya Persentase Persen 9,05 5,76 3,29 42,88 %
penanggulangan Penduduk
PMKS serta Miskin
Pemberdayaan
Perempuan dan ::?delés IrFl)de_zkts 95,01 96,75 1,74 98,20 %
Perlindungan anak embangunan om

Gender
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Indeks Paint 70,57 71,37 0,8 98,88 %

Pemberdayaan
Gender
4. | Terwujudnya Indeks Point 72,2 74,5 2,3 96,91 %
kehidupan yang Kerukunan
agamis di Umat
Kabupaten Beragama
Sumedang
5. | Terwujudnya Laju Persen 6,32 7,88 1,56 80,2 %
percepatan Pertumbuhan
pengembangan Ekonomi
wilayah ekonomi
agribisnis, industri
dan pariwisata
6. | Meningkatnya Persentase Persen 70,75 82,8 12,05 85,45 %
kualitas dan Tingkat Kondisi
kuantitas Jalan

infrastruktur jalan Kabupaten
dan sumber daya | Mantap
air

Rasio Jaringan Persen 62,02 70 7,98 88,6 %
Irigasi
7. | Terwujudnya Indeks Kualitas Point 59,01 60,11 11 98,17 %
wilayah ekonomi Lingkungan
yang Hidup
berkelanjutan Indeks Risiko Point 157 135 22 83,7 %
Bencana
8. | Terwujudnya Opini BPK Opini WTP WTP SAMA SAMA
akuntabilitas Nilai SAKIP Kategori B A 2 Level Kurang 2
kinerja dan Kabupat Level
reformasi birokrasi abupaten eve
Indeks Point 60,01 85 24,99 70,6 %
Reformasi
Birokrasi
9. | Terwujudnya Indeks Point 82,27 90 7,73 91,41 %
pelayanan publik Kepuasan
yang berkualitas Masyarakat
Kabupaten
10. | Terwujudnya Pengeluaran Rp (juta) 10,406 11,35 0,944 91,68 %
perekonomian Per Kapita
Sumedang yang
kreatif dan
berdaya saing
11. | Menciptakan Tingkat Persen 7,63 5,68 1,95 65,67 %
Wirausahawan Pengangguran

dan Tenaga Kerja | Terbuka
Kompeten yang

Memenuhi Jumlah UMKM 17,241 20.467 3.226 84,24 %
wirausahawan
Kebutuhan Pasar (UMKM)

Sumber: Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa sebanyak 15 indikator kinerja utama
atau 78,95 % capaian kinerjanya sudah melebihi angka 80 % apabila dibandingkaan dengan
target akhir RPIJMD Tahun 2018-2023. Namun masih terdapat 4 indikator kinerja utama yaitu
persentase penduduk miskin, Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, dan tingkat
pengangguran terbuka yang capaiannya masih dibawah 80 %. Hal ini tentu saja harus
menjadi perhatian dan dukungan lebih banyak dari semua pihak dan stake holder di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
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3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Serta Solusi Yang Telah
Dilakukan

Secara umum rata-rata capaian kinerja terhadap 11 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja
utama memiliki kriteria penilaian Sangat Tinggi. Hasil ini apabila dibandingkan dengan kondisi
awal tahun 2018 tentu saja mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun masih ada
beberapa indikator kinerja utama yang perlu ditingkatkan. Adapun rincian dan analisis

capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
dengan indikator kinerja utamanya adalah Angka Harapan Hidup, capaian kinerja
tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 100,04 % memperoleh
penilaian Sangat Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian Angka Harapan Hidup
yang di targetkan 72,26 meningkat menjadi 72,29. Capaian kinerja tersebut meningkat
pula 0,31 % jika dibandingkan kondisi awal tahun 2018 sebesar 72,07. Keberhasilan
ini dikarenakan:

a. Adanya komitmen di bidang kesehatan yaitu mengedukasi masyarakat agar
memiliki kesadaran sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup serta berusaha
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sehingga memiliki peluang lebih
besar untuk hdup sehat dan panjang usianya.

b. Adanya pelayanan terpadu kesehatan masyarakat di semua unit pelayanan
termasuk Rumah Sakit Umum Daerah. Kerja sama lintas bidang, lintas
perangkat daerah dan lintas wilayah menjadi salah satu faktor yang mampu
mendukung tercapainya indikator tersebut.

C. Adanya peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan termasuk
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang mendukung
terhadap proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian
masih perlu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan
minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga pada akhirnya
nanti seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk RSUD memiliki cakupan

pelayanan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sasaran strategis kedua yaitu Terwujudnya Pelayanan Sistem Pendidikan Yang
Berkualitas Dan Merata, dengan indikator kinerja utamanya adalah Rata Rata Lama
Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, rata-rata capaian kinerjanya 98,90 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Apabila dicermati capaian kinerja untuk masing-
masing indikator kinerja utama adalah Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 99,76 %,
dan Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 98,03 %. Kemudian jika dibandingkan
dengan kondisi awal tahun 2018 Rata-Rata Lama Sekolah capain kinerjanya

meningkat 2,10 %, sedangkan untuk Angka Harapan Lama Sekolah menurun 0,31 %.
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Target kinerja yang tidak terealisasi sesuai yang ditetapkan dikarenakan hal-hal

sebagai berikut:

a. Kurang seimbangnya sebaran fasilitas pendidikan sehingga menyebabkan
akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan masih relatif sulit untuk
wilayah-wilayah tertentu.

b. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas
manajemen mutu pendidikan dan tenaga pendidik, terutama untuk wilayah yang

masih terbatas aksesibilitas serta prasaranya.

Solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan sarana dan parasarana pendidikan yang dapat dijangkau secara
mudah oleh masyarakat, dengan cara membuka akses jaringan jalan dan
peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

b. Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan tenaga pendidik melalui bimbingan
teknis/kediklatan/seminar, sehingga diharapkan hal ini mampu memberikan
wawasan pengetahuan dan pemahaman bagi para pendidik

C. Mengembangkan pendidikan non formal sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas peserta didik agar dapat disetarakan dengan sekolah
formal biasa.

d. Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi
baik pemerintah maupun swasta guna melakukan pengawasan serta

pembinaan di bidang pelayanan pendidikan

Sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Penanggulangan PMKS Serta
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan indikator Kkinerja
utamanya adalah Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-ratanya
adalah 100,36 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari capaian
kinerja indikator kinerja utama yang telah melebihi target yaitu Indeks Pembangunan
Gender sebesar 100,15 %, dan Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 101,94 %.
Namun untuk indikator Persentase Masyarakat Miskin capaian kinerjanya masih 99 %.
Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 capaian masing-masing indikator
kinerja utama mengalami peningkatan, Persentase masyarakat miskin menurun 7,27
% walaupun masih belum memenuhi target yang ditetapkan, Indeks Pembangunan
Gender meningkat 0,61 poin, dan Indeks Pemberdayaan Gender meningkat 1,87 poin.
Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas peyebabnya adalah
sebagai berikut:

a. Adanya komitmen seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk secara

berkelanjutan berupaya mengurangi persentase masyarakat miskin. Berbagai
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program kegiatan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
seperti pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Rumah
Besar Simpati, Program Rantang Simpati, penanganan rumah layak tidak huni,
pemberian stimulan bantuan usaha melalui UEP atau KUBE, pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung non tunai dan program.
Program kegiatan tersebut secara simultan dilaksanakan di semua level
pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pusat.
Sehingga diharapkan program kegiatan tersebut secara signifikan mampu
menurunkan persentase masyarakat miskin.

Adanya komitmen serta kesepahaman dalam pengarusutamaan gender
sehingga semua pihak yang terkait berupaya untuk menempatkan anak,
perempuan dan keluarga pada posisi yang layak, mandiri berusaha serta bebas
mengaktualisasikan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Adanya kemitraan yang profesional dan solid dengan para tenaga sukarelawan
di bidang sosial seperti PKH, PSKS, Tagana, Motekar, TKSK, PSM, dan mitra
sosial lainnya untuk secara konsisten dan berkesinambungan berupaya

menangani permasalahan sosial yang timbul di masyarakat.

Salah satu penyebab belum tercapainya indikator penurunan persentase penduduk

miskin adalah masih belum terintegrasinya berbagai program pengentasan kemiskinan

yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Perangkat daerah melalui instansi

pembinanya baik di Propinsi maupun Pusat masih melakukan program tersebut secara

parsial sehingga output dan outcome yang diharapkan tidak tepat sasaran atau double

target. Solusi yang dilakukan guna menunjang terhadap capaian kinerja tersebut

diatas adalah sebagai berikut:

a.

Melakukan verivikasi dan validasi data base masyarakat miskin melalui Basis
Data Terpadu (BDT) secara berkala, serta melakukan sinkronisasi data dengan
kementerian terkait

Membentuk Puskesos di setiap desa sebagai pusat pelayanan penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang secara fungsional
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi SLRT Rumah Besar
Simpati

Peningkatan kualitas dan kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dan mitra sosial lainnya (PKH, Motekar, Tagana, PSM, dll) yang
memiliki peran pendampingan terhadap penanganan PMKS

Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha ekonomis
produktif, melalui program kegiatan yang sifathya cross cutting dengan
pemerintah pusat, propinsi, perangkat daerah, maupun swasta (CSR).
Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta

serta unsur stake holder lainnya dalam upaya penanganan PMKS
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Sasaran strategis keempat yaitu Terwujudnya Kehidupan Yang Agamis di Kabupaten

Sumedang, dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama, capaian

kinerjanya 99,59 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Walaupun capaian ini tidak

memenuhi target yang ditetapkan, namun sejauh ini kerukunan antar umat beragama
masyarakat Kabupaten Sumedang dirasakan sangat kondusif. Target kinerja Indeks

Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 adalah 72,5 poin, terealisasi 72,2 poin sama

dengan kondisi awal tahun 2018. Penyebab belum tercapainya target Indeks

Kerukunan Umat Beragama adalah masih belum adanya sinkronisasi program

kegiatan yang secara nyata mampu menunjang terhadap capaian kinerja tersebut

dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Walaupun secara umum
situasi dan kondisi kehidupan beragama di Kabupaten Sumedang cukup stabil, namun
masih perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain:

a. Sinkronisasi penyusunan program kegiatan yang dapat mengakselerasi capaian
indeks kerukunan beragama melalui aspek tolerasi, kesetaraan dan kerja sama.
Toleransi menyangkut hal saling pengertian, menghormati dan menghargai
antar umat beragama. Kesetaraan mengindikasikan bahwa semua umat
beragama mengamalkan ajaran agamanya masing-masing tanpa harus saling
bersinggungan satu sama lain. Sedangkan kerja sama adalah bersama-sama
berkehidupan sebagai masyarakat dan warga negara demi menjaga Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan koordinasi dan kinerja Forkopimda untuk bersama-sama
menjaga stabiltas keamanan dan penyelesaian masalah aktual yang
berkembang di kalangan masyarakat.

C. Membentuk dan memfungsikan Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) agar
terbangun konektivitas antar wilayah sehingga berbagai informasi dan upaya
pemecahan masalah di daerah dapat diketahui dan diselesaikan secara lebih
baik.

d. Membuat forum komunikasi umat beragama agar terbuka ruang dialog guna
meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama diantara umat beragama,

serta bersama-sama mencegah timbulnya radikalisme.

Sasaran strategis kelima yaitu Terwujudnya Percepatan Pengembangan Wilayah
Ekonomi Agribisnis, Industri Dan Pariwisata, dengan indikator kinerja utamanya adalah
Laju Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2019 realisasi indikator kinerja utamanya
adalah 6,32 % dari target 6,74 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 93,77 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini
menurun 2,47 % jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 di angka 6,48 %.
Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh BPS, dan penurunan angka ini

pada dasarnya merupakan dampak dari masih tingginya angka kemiskinan sehingga
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timbul disparitas tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu alih fungsi lahan

dampak pembangunan waduk jatigede dan jalan tol menambah beban pemerintah

daerah dalam menyalurkan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Solusi
yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menumbuh kembangkan investasi di wilayah Kabupaten Sumedang guna
menimbulkan trickle down effect agar kegiatan perekonomian yang besar
mampu memberikan efek positif terhadap kegiatan perekonomian yang
lingkupnya lebih kecil.

b. Pengembangan jiwa entrepreneurship di masayarakat dengan menumbuh

kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sasaran strategis keenam Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
Dan Sumber Daya Air, dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase Tingkat
Kondisi Jalan Kabupaten Mantap dan Rasio Jaringan Irigasi. Capaian rata-rata dari
sasaran strategis ini sudah melebihi target yaitu 102,97 % memperoleh penilaian
Sangat Tinggi. Capaian indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan
Kabupaten Mantap 105,91 % dan Rasio Jaringan Irigasi 100,03 %. Kondisi ini apabila
dibandingkan dengan tahun 2018 meningkat secara signifikan, persentase kenaikan
indikator kinerja utama Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 12,66 %
dan Rasio Jaringan Irigasi 3,37 %. Meningkatnya capaian kinerja tersebut dikarenakan
hal sebagai berikut:
a. Adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur
jalan dan sumber daya air sebagai sarana penting perekonomian masyarakat
b. Tumbuhnya kesadaran masayarakat untuk ikut serta membangun secara
swadaya sehingga secara tidak langsung mengurangi beban biaya
pembangunan infrastruktur.
C. Terjalinnya sinergitas pembangunan dengan pemerintah propinsi dan pusat,
sehingga banyak diluncurkan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur di Kabupaten Sumedang

Sasaran strategis ketujuh yaitu Terwujudnya Wilayah Ekonomi Yang Berkelanjutan,
dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan
Indeks Risiko Bencana. Target kinerja sasaran tersebut belum terealisasinya
sepenuhnya, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 99,43 % memperoleh penilaian
Sangat Tinggi. Indikator kinerja utama yang memberikan kontribusi besar terhadap
capaian kinerja tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,15 %,
sedangkan Indeks Risiko Bencana capaiannya masih 98,71 %. Namun demikian
secara umum kedua indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan dibandingkan
dengan kondisi awal tahun 2018. Dimana Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

meningkat sebesar 0,56 %, dan Indeks Risiko Bencana meningkat 3,09 %.
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Keberhasilan peningkatan dari pencapaian indikator tersebut dikarenakan hal sebagai

berikut:

a. Adanya komitmen pemerintah dan stake holder untuk melakukan pengawasan
serta pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas
lingkungan hidup

b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk senantiasa memelihara kualitas
lingkungan hidup dalam setiap usaha/aktifitas yang dilakukannya

C. Adanya program Sumedang Kota Buludru yang sifatnya lintas perangkat
daerah, salah satu kegiatannya adalah gerakan jumat bersih, penataan
lingkungan yang berfungsi sebagai sarana publik dan gerakan penghijauan
melalui penanaman pohon.

d. Adanya upaya sosialisasi/pembelajaran terhadap masyarakat tentang mitigasi

bencana dan simulasi tanggap darurat bencana

Solusi yang dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana adalah:

a. Membangun pusat data rawan bencana secara terpadu, karena secara geologis
Kabupaten Sumedang termasuk dalam kawasan rawan bencana banijir,
pergerakan tanah dan longsor.

b. Mendukung tehadap program kota hijau berketahanan iklim dan bencana
dengan menyediakan lingkungan permukiman yang inklusif, aman dan nyaman

C. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam

mitigasi dan penanggulangan bencana.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi
Birokrasi, dengan indikator kinerja utamanya adalah Opini BPK, Nilai SAKIP
Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja sasaran strategis ini rata-
ratanya adalah 97,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini terlihat dari
capaian indikator kinerja utama Opini BPK yang selama 5 tahun berturut-turut meraih
predikat WTP sesuai yang ditargetkan, Nilai SAKIP Kabupaten yang meraih predikat B
sesuai target, serta Indeks Reformasi Birokrasi yang realisasi kinerjanya masih belum
memenuhi target yang ditetapkan dari 65 hanya terealisasi 60,01. Namun secara
keseluruhan indikator kinerja utama tersebut mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi
meningkat 7,07 % dari data awal sebesar 56,05 poin. Kemudian indikator kinerja
utama Opini BPK walaupun realisasi kinerjanya masih sama dengan kondisi awal
tetapi WTP merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal
yang sama pula terlihat dari realisasi indikator kinerja utama Nilai SAKIP Kabupaten,
dimana masih meraih predikat B. Namun pada kenyataannya jika dilihat dari nilai,
perolehannya meningkat dari 60,98 menjadi 67,26. Keberhasilan tersebut dikarenakan

hal sebagai berikut:
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a. Adanya komitmen, kesadaran, dan pemahaman dari semua unsur pimpinan
daerah termasuk pihak legislatif dan pelaksana di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja dan
reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Pembuatan e - sakip yang membantu perangkat daerah dalam melakukan
penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Adanya upaya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu
meningkatkan kualitas produk perencanaan dan penganggaran agar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi dan Pengukuran Kinerja (SIEVKA),
Sismontepra (Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran)
dan Sistem Informasi manajemen Evaluasi dan Pelaporan (SIMEP) yang akan
memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi secara berkala
terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan.

e. Pelaksanaan reformasi birokrasi di 8 area perubahan, serta menetapkan 10
perangkat daerah sebagai pilot project reformasi birokrasi. Seiring pelaksanaan
kegiatan tersebut, menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah pembangunan
Zona Integritas di 13 perangkat daerah. Sampai pada akhrnya berdasarkan
evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB, salah satu unit pelayanan yaitu
DPMPTSP meraih predikat WBK/WBBM.

f. Adanya upaya peningkatan kualitas APIP serta Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebagai design control pemerintah dalam menjamin
terselenggaranya program kegiatan secara efektif dan efisien, taat terhadap
peraturan yang berlaku, serta mampu menghasilkan pengelolaan keuangan
daerah yang wajar tanpa pengecualian.

g. Adanya upaya peningkatan profesionalitas ASN melalui pengembangan
kompetensi, pembinaan mental dan spiritual, serta peningkatan kualitas secara
intelektual.

h. Khusus dalam penatausahaan keuangan daerah, salah satu indikator
pendukung keberhasilan pencapaian WTP adalah telah terintegrasinya sistem
penyusunan perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan,
penatausahaan asset, dan penyusunan laporan keuangan. Aplikasi digunakan
pada tahun 2019, adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) yang pada prakteknya sangat membantu pengelola keuangan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Solusi yang bisa dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja tersebut diatas adalah
sebagai berikut:
a. Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Desa dengan target-target kinerja

Pemerintah Daerah guna mengakselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah
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Daerah. Selain itu sebagai bentuk akuntabilitas kinerjanya dilakukan
penyusunan peraturan tentang SAKIP Desa

b. Membentuk Tim Task Force (Gugus Tugas) Sistem Akuntabilitas Kinerja
instansi Pemerintahan (SAKIP) guna meningkatkan intensitas pendampingan
dan pembinaan dalam pengelolaan SAKIP di seluruh perangkat daerah
termasuk pemerintah desa.

C. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang
bermuara pada peningkatan performance of government.

d. Pengembangan sistem tata naskah dinas secara elektronik (e-office) sebagai
upaya dalam peningkatan kualitas ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang.

e. Pengembangan e government sebagai uoaya untuk meningkatkan kualitas
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

f. Menyusun pedoman pembangunan zona integritas bagi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagai modal dasar dalam
pengembangan reformasi birokrasi secara keseluruhan

g. Pengintegrasian e sakip dengan sistem manajemen kinerja yang berorientasi

pada kinerja individu.

Sasaran strategis kesembilan vyaitu Terwujudnya Pelayanan Publik Yang
Berkualitas, dengan indikator kinerja utamanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten, capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan sebesar 101,57 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi kinerja pada tahun 2019 tersebut
meningkat dari 81 poin menjadi 82,27 poin. Demikian halnya juga jika dibandingkan
dengan kondisi awal tahun 2018, capaian kinerja indikator tersebut meningkat sebesar

1,89 %, dari 80,74 poin menjadi 82,27 poin. Keberhasilan ini dikarenakan hal-hal

sebagai berikut:

a. Adanya komitmen dari semua unsur pimpinan dan pelaksana penyelenggara
pemerintahan di Kabupaten Sumedang, untuk memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat

b. Adanya intervensi tehnologi informasi terhadap pengembangan sistem
pelayanan publik yang mampu memudahkan serta mempersingkat pelayanan
yang diinginkan oleh mmasyarakat

C. Pembentukan Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu wujud keseriusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanan
secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap
masyarakat.

d. Pelaksanaan  monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah,

mulai dari aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemenuhan
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10.

11.

standar pelayanan berikut Standar Operasional Prosedur (SOP), serta hasil
survey kepuasan masyarakat.

e. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) guna
menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat dalam pelayanan public.
Selain itu dikembangkan juga sistem pengaduan berbasis media sosial
(facebook, twitter, dan lain-lain), gate away 119, SMS, serta Sumedang Simpati
Quick Respon agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara tepat, cepat dan memuaskan.

Sasaran kesepuluh yaitu Terwujudnya Perekonomian Sumedang Yang Kreatif Dan
Berdaya Saing, dengan indikator kinerja utamanya adalah Pengeluaran Per Kapita.
Capaian kinerjanya pada tahun 2019 ternyata melebihi target yang ditetapkan, yakni
103,44 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Dari target sebesar 10,06 juta
terealisasi sampai 10,406 juta. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa secara
bertahap sistem perekonomian di wilayah Kabupaten Sumedang terus berkembang ke
arah yang lebih baik. Hal ini juga ditunjukan dengan adanya kenaikan pendapatan per
kapita masyarakat dari tahun 2018 sebesar 9,67 juta meningkat 7,61 % menjadi
10,406 di tahun berikutnya. Melalui berbagai program kegiatan yang dilaksanakan,
pemerintah berusaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendapatan per
kapita meningkat menunjukkan tanda bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat telah
meningkat. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya komitmen pemerintah dan
stake holder lainnya dalam memberikan peluang usaha bagi masayarakat untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu pertumbuhan usaha dan industri di wilayah
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu indikator yang bisa menunjang terhadap

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Sasaran kesebelas yaitu Menciptakan Wirausahawan dan Tenaga Kerja Kompeten
yang Memenuhi Kebutuhan Pasar, dengan indikator kinerja utamanya adalah Tingkat
Pengangguran Terbuka dan Jumlah Wirausahawan (UMKM), rata-rata capaian
kinerjanya sebesar 94,11 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Hal ini karena
capaian indikator kinerja utama Tingkat Pengangguran Terbuka hanya mencapai
83,51 %, berbeda dengan indikator kinerja utama Jumlah Wirausahawan (UMKM)
yang capaiannya melebih target yaitu 104,70 %. Kondisi ini pada prinsipnya sejalan
dengan berbagai upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang. Jumlah wirausahawan (UMKM) apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya sebanyak 15.467 UMKM meningkat sekitar 11,74 % menjadi 17.241
UMKM. Berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran terbuka yang angkanya
meningkat sekitar 0,59 % dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 7,04 % menjadi 7,63

%. Seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya dampak dari
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pembangunan waduk jatigede dan pembangunan jalan tol memberikan efek terhadap
masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan/mata pencahariannya. Namun demikian
program magang ke luar negeri serta perusahaan-perusahaan besar menjadi program
kegiatan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, guna

mengurangi pengangguran tersebut.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pelaksanaan sasaran

strategis untuk Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisensi Penggunaan
Sumber Daya Tahun 2019

Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup Tahun 100,04 85,82 14,22
Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Pelayanan Rata — rata Lama Tahun 99,76 88,70 -*)
Sisitem Pendidikan yang Sekolah
Berkualitas dan Merata Angka Harapan Lama Tahun 98,03 99,50 (-1,47)
Sekolah
Terwujudnya Presentase Penduduk Persen 99,00 93,63 -*)
penanggulangan PMKS Miskin
serta Pemberdayaan Indeks Pembangunan Indeks 100,15 95,61 4,54
Perempuan dan Gend Point
Perlindungan Anak ender om
Indeks Pemberdayaan Point 101,94 95,25 6,69
Gender
Terwujudnya Kehidupan Indeks kerukunan Point 99,59 99,89 (-0,30)
yang agamis di Kabupaten | Umat Beragama
Sumedang
Terwujudnya Percepatan Laju Pertumbuhan Persen 93,77 96,41 (-2,64)
Pengembangan Wilayah Ekonomi
Ekonomi Agrebisnis,
Industri dan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas dan | Persentase Tingkat Persen 105,91 84,97 20,94
KUantitas Infrastruktur Kondisi Jalan
Jalan dan Sumber Daya Air | Kabupaten Mantap
Rasio Jaringan Irigasi Persen 100,03 89,38 10,65
Terwudnya Wilayah Indeks Kualiatas Point 100,15 91,86 8,29
Ekonomi yang Lingkungan Hidup
Berkelanjutan Indeks Resiko Point 98,71 71,92 -*)
Bencana
Terwujudnya Akuntabilitas Opini BPK Opini 100 87,08 12,92
Kinerja dan Reformasi Nilai SAKIP Kategori 100 91,98 8,02
Birokrasi
Kabupaten
Indeks Reformasi Point 92,32 94,40 (-2,08)
Birokrasi
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9. | Terwujudnya Pelayanan Indeks Kepuasan Point 101,57 95,32 6,25

Publik yang Berkualitas Masyarakat

10. | Terwudnya Perekonomian Pengeluaran Rp (juta) 103,44 95,74 7,70
Sumedang yang Kreatif dan | Perkapita
Berdaya Saing

11. | Menciptakan Tingkat Pengangguran | Persen 83,51 98,77 (-15,26)

Wirausahawan dan Tenaga | Terbuka

Kerja Kompeten yang
Memenuhi Kebutuhan Jumlah UMKM UMKM 104,70 98,82 5,88

Pasar

Sumber : Hasil Analisis Bagian Organisasi Tahun 2020

*) Keterangan: Untuk indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan maka tingkat efisiensinya tidak dapat

di hitung.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 19 indikator kinerja utama terdapat 3
indikator (15,79 %) yang tidak dapat diperhitungkan nilai efisiensinya karena capaian kinerja
tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga hanya 16 indikator kinerja utama yang
dapat dianalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu sebanyak 11 indikator kinerja
utama (57,89 %) mencapai efisien sedangkan 5 indikator kinerja utama lainnya (26,32 %)
masih terjadi inefisiensi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kemudian apabila
dianalisis lebih lanjut maka rata-rata tingkat efisiensi seluruh indikator kinerja utama yang
dihitung dari perbandingan jumlah nilai efisiensi 16 indikator kinerja utama dengan jumlah
seluruh indikator kinerja utama adalah sebesar 4,4 %. Hal ini mengandung makna bahwa
secara keseluruhan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dapat

dinyatakan berlangsung secara efisien dan efekiif.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019, capaian penyerapan anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari target belanja daerah sebesar Rp
3,250,563,079,946.75 terealisasi Rp 3,022,621,821,157.97 atau 92,99 % memperoleh
penilaian Sangat Tinggi. Walaupun pada saat proses penganggaran terjadi defisit sebesar Rp
54,748,328,471.25 sekitar 1,71 % dibandingkan dengan target pendapatan daerah, namun
secara keseluruhan dari jumlah pendapatan daerah yang terealisasi sebesar rp
3.069.549.278.172,47 diperhitungakan dengan realisasi belanja daerah dan realisasi
pembiayaan daerah yang melebihi target, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
adalah sebesar Rp 112,930,843,943.17. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2019 dapat melakukan efisiensi anggaran
sebesar 3,68 %. Laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:
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Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Tahun 2019

1. | Pendapatan Daerah 3,195,814,751,475.50 3,069,549,278,172.47 96.05
Pendapatan Asli 525,971,744,632.50 463,528,449,322.47 88.13
Daerah
Dana Perimbangan 1,796,616,013,732.00 1,742,184,434,785.00 96.97
Lain-Lain Pendapatan 873,226,993,111.00 863,836,394,065.00 98.92
Daerah Yang Sah

2. | Belanja Daerah 3,250,563,079,946.75 3,022,621,821,157.97 92.99
Belanja Tidak 1,785,828,159,317.37 1,656,888,704,313.00 92.78
Langsung
Belanja Langsung 1,464,734,920,629.38 1,365,733,116,844.97 93.24

3. | Surplus/(Defisit) (54,748,328,471.25) 46,927,457,014.50 | (85.71)

4. | Pembiayaan Daerah 54,748,328,471.25 66,003,386,928.67 120.56

Sisa Lebih Pembiayaan - 112,930,843,943.17 -
Anggaran (SILPA)

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Selanjutnya apabila dianalisis lebih lanjut dari berbagai sumber pendapatan daerah, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang masih mengandalkan anggaran dari pusat melalui
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi pendapatan asli
daerah yang terealisasi apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah
seluruhnya hanya 15,10 %, relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang bersumber
dari dana perimbangan yang mencapai 56,76 % dan lain lain pendapatan daerah yang sah
sebesar 28,14 %. Secara lengkap capaian kinerja dari berbagai sumber pendapatan daerah

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019

1. | Pendapatan Asli Daerah 525,971,744,632.50 | 463,528,449,322.47 88.13
Hasil Pajak Daerah 233,224,000,000.00 | 205,521,153,763.00 88.12
Hasil Retribusi Daerah 11,669,425,805.00 10,263,528,592.00 87.95
Hasil Pengelolaan 10,110,478,620.50 9,727,083,922.00 96.21
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli 270,967,840,207.00 | 238,016,683,045.47 87.84
Daerah Yang Sah

2. | Dana Perimbangan 1,796,616,013,732.00 | 1,742,184,434,785.00 96.97
Bagi Hasil Pajak/Bagi 114,555,788,732.00 86,594,143,619.00 75.59
Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum 1,180,828,452,000.00 | 1,180,828,452,000.00 | 100.00
Dana Alokasi Khusus 501,231,773,000.00 | 474,761,839,166.00 94.72

3. | Lain-Lain Pendapatan 873,226,993,111.00 | 863,836,394,065.00 98.92
Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah 127,189,779,315.00 | 128,579,320,000.00 | 101.09
Dana Bagi Hasil Pajak 136,403,590,296.00 | 136,437,021,093.00 | 100.02
Dari Provinsi Dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Bantuan Keuangan Dari 341,470,663,500.00 | 330,657,094,372.00 96.83
Provinsi Atau Pemerintah
Daerah Lannya
Bantuan Keuangan Dari 49,222,417,000.00 49,222,417,000.00 100.00
Pemerintah Pusat
Dana Desa 218,940,543,000.00 | 218,940,541,600.00 | 100.00
Jumlah 3,195,814,751,475.50 | 3,069,549,278,172.47 96.05

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Kemudian anggaran yang tersedia digunakan untuk membiayai pelaksanaan program
kegiatan di seluruh perangkat daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan
balanja tidak langsung dengan berbagai komponen pembiayaannya dapat dilihat dalam tabel

berikut ini:
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Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019

Belanja Tidak Langsung 1,785,828,159,317.37 | 1,656,888,704,313.00 92.78
Belanja Pegawai 1,320,638,620,711.37 | 1,234,484,280,762.00 93.48
Belanja Hibah 35,673,800,000.00 35,591,700,000.00 99.77
Belanja Bantuan Sosial 4,123,500,000.00 3,367,912,900.00 81.68
Belanja Bagi Hasil 23,338,654,000.00 23,338,654,000.00 100.00
Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

Dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan 360,774,460,978.00 | 360,093,456,751.00 99.81
Keuangan

Kepada/Kabupaten/Kota

Dan Pemerintah Desa

Dan Partai Politik

Belanja Tidak Terduga 41,279,123,628.00 12,699,900.00 0.03
Belanja Langsung 1,464,734,920,629.38 | 1,365,733,116,844.97 93.24
Belanja Pegawai 76,351,915,108.00 71,746,152,040.00 93.97
Belanja Barang Dan Jasa 737,325,513,979.60 | 688,288,613,792.69 93.35
Belanja Modal 651,057,491,541.78 | 605,698,351,012.28 93.03
Jumlah 3,250,563,079,946.75 | 3,022,621,821,157.97 92.99

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Belanja Daerah sebesar
92,99 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Realisasi anggaran belanja daerah ini
digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar 54,82 % dan belanja langsung
sebesar 45,18 %. Seluruh anggaran ini digunakan Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang
untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di 29 perangkat daerah, dan
26 Kecamatan.Unsur lainnya yang patut diperhitungkan dalam proses penganggaran adalah
pembiayaan daerah, yang mana komposisi di dalamnya merupakan sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun sebelumnya, penyertaan modal dan pembayaran pokok utang Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Unsur inilah biasanya yang menjadi
penyeimbang penganggaran daerah apabila terjadi defisit anggaran pada saat proses
penganggaran berlangsung. Secara umum gambaran capaian kinerja untuk unsur
pembiayaan daerah telah melebhi target yang ditetapkan sebesar 120,56 % dari target
sebesar Rp 54,748,328,471.25 terealisasi sebesar Rp 66,003,386,928.67. Secara lengkap

capaian kinerja unsur pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019

1. | Penerimaan Pembiayaan 129,359,289,589.85 | 137,166,975,872.67 106.04
Daerah
Sisa Lebih Perhitungan 109,359,289,589.85 | 107,166,975,872.67 98.00
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
Penerimaan Pinjaman 20,000,000,000.00 30,000,000,000.00 150.00
Daerah Dan Obligasi
Daerah

2. | Pengeluaran Pembiayaan 74,610,961,118.60 71,163,588,944.00 95.38
Daerah
Penyertaan Modal 10,215,924,438.60 6,918,552,264.00 67.72
(Investasi) Pemerintah
Daerah
Pembayaran Pokok Utang 64,395,036,680.00 64,245,036,680.00 99.77
Jumlah 54,748,328,471.25 66,003,386,928.67 120.56

Sumber : LRA BPKAD Tahun 2019
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Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap 11 sasaran strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang, yang memiliki 19 Indikator Kinerja Utama, rata-rata capaian
kinerjanya adalah 99,24 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian
Indikator Kinerja Utama rata-ratanya adalah 99,09 % memperoleh penilaian Sangat Tinggi.
Hal ini sejalan dengan capaian kinerja anggaran yang rata-ratanya mencapai 92,92 %
memperoleh penilaian Sangat Tinggi. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berlangsung secara efisien dan efektif dilihat dari rata-

rata tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,4 %.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentu saja didukung oleh semua pihak. Adanya
komitmen dan kerja sama yang sinergis dari seluruh jajaran perangkat daerah serta stake
holder lainnya memberikan dampak positif terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.
Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan seperti masih tingginya angka
kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, aksesibilitas pendidikan yang belum merata
serta penyediaan infrastruktur yang mantap, harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah
guna menentukan langkah strategis dalam meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya.
Oleh karena program kegiatan strategis yang sifatnya cross cutting antar perangkat daerah,
masyarakat dan stake holder lainnya dapat dilaksanakan secara lebih intesif dan focus
sehingga benar-benar mampu memberikan kontribusi secara maksimal terhadap capaian

kinerja utama pemerintah daerah.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki program strategis lintas sector
yang menjadi prioritas kepala daerah antara lain peningkatan keimanan dan ketagwaan
masyarakat melalui pembelajaran ahklak dan budi pekerti agar mampu meningkatkan
kerukunan antar umat beragama serta kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan
kebutuhan rohaninya; penanggulangan kemiskinan terpadu melalui Rumah Besar Simpati
yang diharapkan mampu mengintervensi terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi
fakir miskin dan lansia terlantar; perwujudan Sumedang bersih menuju Kota Buludru untuk

meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat; mewujudkan Sumedang

R
68




menjadi Kota Wisata dengan memanfaatkan sumber daya atraksi, amenitas dan aksesibilitas
yang diharapkan akan berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan, lama tinggal
wisatawan (length of stay) dan minat wisatawan untuk berkunjung kembali; program
pengembangan ekonomi wilayah dengan memanfaatkan sector pertanian dan
pengembangan pemanfaatan waduk jatigede sehingga mampu menciptakan ekonomi kreatif,
penyerapan tenaga kerja serta membangun kewirausahaan di kalangan masyarakat, serta
program gerakan wirausaha muda yang diharapkan mampu menumbuhkan jiwa
entrepreneurship di kalangan anak muda agar menjadi generasi penerus yang mapan, kreatif
dan berjiwa membangun wilayahnya. Selain meningkatkan kualitas pelaksanaan berbagal
program tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang senantiasa melakukan
upaya reform terhadap kinerja birokrasi agar mampu memberikan pelayanan terbaik atas
kepentingan masyarakat. Sehingga diharapkan hal tersebut secara sinergis dan
berkesinambungan memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Suemdang.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menggambarkan
capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama dan sasaran strategis Tahun 2019

dalam mendukung pancapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang.

Sumedang, April 2020

-~ BUPATRSUMEDANG

o

MUNIR, S.T, M.M
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PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviy Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Sumedang untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Kinerja. Substansi iInformasi yang dimuat dalam Laporan
Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten

Sumedang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan

Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam laporan kinerja ini.

edang, 20 April 2020
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama :H. DONY AHMAD MUNIR,ST,MM.
Jabatan - BUPATI SUMEDANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Sumedang, Maret

Bupati Sumedalhg

H.DONY AHMAD MUNIR,

2019

ST.MM.




No PROGRAM ANGGARAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 35,599,198,833.00
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp 6,296,774,000.00
menular, penyakit tidak menular dan surveilans
epidemiologi
3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 9,172,074,340.00
4 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Rp 3,442 ,880,600.00
Masyarakat
5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp 831,200,000.00
Masyarakat
6 Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Rp 216,572,399,695.00
7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 694,000,000.00
Kependidikan
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 127,129,820,000.00
9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Rp 281.627.582,000.00
Tahun
10 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 51,991,600,000.00
11 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal Rp 450,000,000.00
12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Rp 240,000,000.00
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
13 Program Jaminan Sosial Rp 1,650,000,000.00
14 Program Perlindungan Sosial Rp 1,475,000.000.00
15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rp 1,070,882,500.00
Sosial
16 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Rp 240,000,000.00
Sosial
17 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Rp

Keluarga

1,475,000,000.00



No PROGRAM ANGGARAN
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 35,599,198,833.00
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rp 6,296,774,000.00
menular, penyakit tidak menular dan surveilans
epidemiologi
3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp 9,172,074,340.00
4 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Rp 3,442,880,600.00
Masyarakat
5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Rp 831,200,000.00
Masyarakat
6 Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Rp 216,572,399,695.00
7 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Rp 694,000,000.00
Kependidikan
8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp 127,129,820,000.00
9 Program Wijib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Rp 281.627.582,000.00
Tahun
10 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rp 51,991,600,000.00
11 Program Pelayanan Pendidikan Non Formal Rp 450,000,000.00
12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Rp 240,000,000.00
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
13 Program Jaminan Sosial Rp 1,850,000,000.00
14 Program Perlindungan Sosial Rp 1,475,000.000.00
15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rp 1,070,982 500.00
Sosial
16 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Rp 240,000,000.00
Sosial
17 Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Rp

Keluarga

1,475,000,000.00



18

19

20

22

23

24

25

26

27

28
29

30
31

32

33
34
35

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan
Gender dalam Pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak

Masyarakat
Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perhubungan

Program Pelayanan Bidang Perhubungan,
Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas Angkutan Jalan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan

Program Pengolahan dan Pemasaran hasil
pertanian/perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Peningkatan Produksi hasil peternakan

Program peningkatan pengelolaan dan pemasaran hasil
produksi peternakan

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengelolaan kekayaan budaya
Program peningkatan penanaman modal daerah
Program Penanganan Jalan dan Jembatan

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

240,000,000.00

240,000,000.00

1,070,982,500.00

Qa7 00000
T

oo oy

8,521,250,000.00

1,615,375,000.00

9,501,856,000.00

38,197,941,000.00

425,894,000.00

3,463,542,000.00

2,971,860,000.00
127,685,000.00

1,800,319,000.00
9,501,856,000.00

94,790,000.00

4,312,323,000.00
497,778,193.00
135,155,603,300.00



36 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rp 33,077,302,000.00
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan

37 Program Pengendalian banjir Rp 609,187,500.00

38 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Rp 785,045,000,00
Lingkungan Hidup

39 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp 6,243,909,200.00
Persampahan

Rp 260,520,000.00

Alam dan Lingkungan Hidup

41 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 387,500,000.00

42 Program pengembangan dan penataan wilayah Rp 33,547,835,000.00

43 Program Penataan Ruang Rp 3,164,900,000.00

44 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Rp 7,294 ,337,000.00

45 Program Penanganan dan Pengembangan Perumahan  Rp 26,146,347,500.00
dan Kawasan Permukiman

46 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Rp 8,005,002,000.00
Bencana Alam

47 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Rp 7,100,174,450.00
Keuangan Daerah

48 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Rp 350,154,000.00
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

49 Program Penegakan Integritas Rp 140,310,000.00

50 Program Peningkatan dan Pengendalian Koordinasi Rp 2,538,389,100.00
Pemerintah Daerah

51 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rp 7,707,391,500.00
Pembangunan Daerah

52 Program Penataan dan Peningkatan Sistem Rp 3,470,274,250.00
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH

53 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan  Rp 8,356,621,400.00
Manajemen Aparatur

54 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Rp 717,164,000.00

55 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp 424 500,000.00

56 Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 5,385,093,000.00



57 Program pengembangan komunikasi, informasi, media Rp 4,997,365,000.00
massa dan pemanfaatan teknologi informasi

58 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Rp 437,000,000.00

59 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam Rp 1,629,500,000.00
negeri

60 Program Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Rp 1,629,500,000.00
Koperasi

61 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Rp 835,546,400.00

62 Program pemberdayaan, penataan dan perlindungan Rp 1,567,875,000.00
pasar rakyat

63 Program peningkatan kesempatan kerja Rp 735,000,000.00

64 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga  Rp 2,661,989,000.00
kerja

65 Program Pengembangan kewirausahaan dan Rp 1,326,300,000.00
keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

66 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Rp 529,209,968.00
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

67 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Rp 840,000,000.00

Sumedang, Maret 2019
BUPATI SUMEDANG

H. DONY\AHMAD MUNIR, S.T., M.M.
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (entang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sumedang. yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018. Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumedang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Sumedang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang
ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan. ‘dan  kewajaran ‘éstimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, serta evaluasi atas penyajian

laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal
31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus
kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11B/LHP/XVIIL.BDG/05/2018 dan
Nomor 11C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 tanggal 22 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 22 Mei 2019
BADANPEMERIKSA KEUANGAN
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PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efekuf

Disahkan oleh

Bagian Organisasi
Sub Bagian Akuntabilitas Dan Pelayanan Aparatur

Nama SOP

Dasar Hukug . .25 3 B o

1. .C-.aw:m.::%_:m Republik Indonesia Nom ntang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Peraturen Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

3. Peraturen Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Revieu Atas
Laporan Kinerja

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

“Keferkaitn SOP

SOP Penyusunan LAKIP

Jika SOP penyusunan LAKIP tidak tepat waktu maka akan berdampak kepada nilai LAKIP

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang penyusunan LAKIP

2. Menguasai tentang tata cara penyusunan LAKIP

3. Memahami Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Memahami Pengoperasian Komputer

5. Memahami Dampak Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Aspek Lainnya.
Seperti : (1). Kepeicayaan Publik/ Kepuasan Publik. (2). Kinerja Lembaga/ Organisasi dan
Kinerja Individu Pegawai.

F....,ur:x_:\ Perlengkapan =

1. Komputer
2. Lemari Arsip

3. Formulir pengisian data penyusunan LAKIP
4. ATK

1».:»..._::1: & Pendataan &




Penyusun Lakip

Keterangan

alau rancangan penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang, termasuk
lamnya menghitung nilai laporan kinerja dengan rumus-rumus
pengukuran yang tepat dan naratif.

s ABCGIATAN & ; ..l..-n...?,i.i E.unﬂ...t..'“ 4= | Pengelola Data .WH%M.W\W_‘WW.HI?: SKPD Asisten Sekda Bupati Kelengkapan Waktu Output
Apasatur Inspektorat)

1 [Kcpala Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur Jadwal Kegiatan, 1650 Menit [SK tim
mnyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan 0 Biodata yang akan penyusunan
penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang dijadikan tim LAKIP

2 [Pengelola Data membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim K SK tim penyusunan 180 Menit |surat undangan
penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang I LAKIP rapat pendahuluan

3 | Tim melaksanakan rapat prsiapan Penyusunan LAKIP Kabupaten v suralundangan rapat | 1650 Menit |Hasil rapat
Sumedang ﬁ pendahuluan penyusunan LAKIP

4 |Kasubag menindaklanjuti hasil rapat Tim dengan memerintahkan " Hasilrapat penyusunan 1650 Menit [Hasil rapat
Pengelola Data untuk membuat surat permintaan data kepada penyusun LAKP penyusunan LAKIP,
LAKIP pada tiap SKPD se Kabupaten Sumedang n ﬁé.w pengukuran

ena

5 [Pengelola Data mengirimkan surat permintaan data ke semua penyusun \ Hasilrapat penyusunan 1650 Menit |Formulir
Lzkip tiap SKPD, baik secara periodik maupun tahunan, dengan LAKIP, formulir pengukuran
manggunakan Formulir pengukuran kinerja. pengakuran kinerja kinerja

6 [Pengelola LAKIP SKPD mengirimkan data LAKIP Y Formulir pengukuran 1650 Menit | data LAKIP

kinerja
4

7 [Pengelola Data menerima dan mengumpulkan data Lakip SKPD, tidak data LAKIP 165 Menit | data LAKI?
mempelajari formulasi landungan yang termuat dalam Lakip SKPD. Y
Kesesuaiannya terhadap RI'/MD, RKPD, Perjanjian Kinerja. Apabila
kurang sesuai maka dikembalikan ke SKPD untuk dilakukan
penyempurnaan.

ya

8 |Pengelola data melakukan perekapan data Lakip SKPD sebagai langkah data LAKIP 6600 Menit | data LAKIP
awal untuk penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang,mencatat
perkembangan dan per lahan data untuk penyusunan rancangan
LAKIP Kabupaten Sumedang, berkoordinasi dergan Tim Penyusunan
Lekip Kabupaten secara periodik untuk mengetahui langkah
pemecahannya.

9 |Pengolah Data mengolah dan menyajikan data awal antuk penyusunan data LAKIP 6600 Menit |Laporan LAKIP
rancangan LAKIP Kabupalen Sumedang serta \yampaiakannya ’
kepada Kasubag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur untuk
ditindaklanjuti.

10 [Kusubag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur melaksanakan Laporan LAKIP 6600 Menit |Laporan LAKIP
kensultasi dan koordinasi ke Kemenpan, Kemend agri, Provinsi, SKPD
terkait dan Kabupaten/Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten
Sumedang.
11 [Kasubag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur menyusun konsep Komputer,Data LAKIP | 6600 Menit (Bahan Laporan
dari semua SKPD LAKIP
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73 [Kibag Organisasi mengorexsi Rancangan Lakip, bila sesuai disetujui bila tidak rancangan LAKIP 660(' Menit |rancangan LAKIP
tidak dikembalikan lagi ke kasubag
14 |Kasubag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur menyerahkan rancangan LAKIP 6600 Menit (Rancangan
rancangan penyusunan LAKIF Kabupaten untuk di Review oleh penyusunan
Irspektorat Kabupaten Sumedang LAKIP
15 |Pengelola Data merevisi dan menyusun kembali sesuai dengan Rancangan penyusunan | 6600 Menit [rancangan LAKIP
rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sumedang. LAKIP
=
16 JApabila hasil review tidak aca rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti tidak rancangan LAKIP 6600 Menit |rancangan LAKIP
maka kasubag Akuntabilitas dan pendayagunaan aparatur memaraf 4 .
Lakip untuk diserahkan kepada Kabag Organisasi
va
17 [Kabag Organisasi menerima LAKIP dan memaiaf LAKIP untuk rancangan LAKIP 6600 Menit |rancangan LAKIP
diserahkan kepada Asisten Pemerintahan
18 |Asisten Pemerintahan memeriksa dan memaraf Lakip untuk diserahkan rancangan LAKIP 660C Menit |rancangan LAKIP
kepada Sekretaris Daerah kabupaten Sumedang
19 |Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang memeriksa dan memaraf Lakip rancangan LAKIP 660C Menit [rancangan LAKIP
Kabupaten untuk diserahkan kepada Bupati Sumedang.
!0 |Bupati Sumedang menandatangani Lakip Kabupaten v rancangan LAKIP 6600 Menit | Laporan LAKIP
1 |Pengelola Melakukan Pencetakan dan penggandaan Lakip Kabupaten Laperan LAKIP 6600 Menit {Pencetakan dan
Sumedang Penggandaan
Laporan LAKIP
Kabupaten
2 |Kasubag Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur menyerahkan Pencetakan dan 6600 Menit |Laporan LAKIP
Leporan Penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang ke Kemenpan, Penggandaan Laporan
Bappenas, Kemendagri, Provinsi Jawa Barat, BPKP, Inspektorat Provinsi LAKIP Kabupaten
Jewa Barat.
3 |Pengelola data mendokumentasikan dokumen LAKIP Laporan LAKIP 180 Menit |Laporan LAKIP
1 |Pengelola data menyusun Laporan Kegiatan Penyusunan LAKIP Laporan LAKIP 165(: Menit |Laporan Akhir
LAKIP

Kabupaten Sumedang.




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
|
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif’
S -
Disahkan oleh a.n. Bupati Sumedang
Plt. Sekretaris Daerah
ub.
Asisten Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
SEKRETARIAT DAERAH H. Endah Kusyaman
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198101 1 001
Baglan Organisasi Nama SOP : | Penyusunag/SAKIP di Lingk Pemerintah Kabup
Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur > dang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem P

asi Pelaksana

1. Memat

i Sistem P Pemb Nasional

2. Memahami Pedoman Pengelolaan K

3. Memahami Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Memahami Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Revieu

Pembangunan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007
Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Revieu Atas
Laporan Kinerja
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
{Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana

Pemt Jangka Menengah Daerah Kabup dang Tahun 2014-2018.

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SOP Perencanaan dan Penganggaran APBD

SOP Penyusunan Outline LKIP

SOP Review dan Evaluasi SAKIP

Jika SOP penyusunan SAKIP tidak dilaksanakan secara utuh maka akan berdampak
kepada Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah dan Perangkat Daerah serta Pencapaian
Nilai SAKIP/ LKIP. Lebih luasnnya lagi dampak kepercayaan Publik terhadap Pemerintah
Daerah.

Atas Laporan Kinerja

5. Memahami Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah

6. Memahami Petunjuk Pelak
Instansi Pemerintah.

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

7. M " P o T

dan P

Perangkat Lunak Aplikasi

1. Komputer/ Tekhnologi Informatika
2. Lemari Arsip
3. ATK

4. Akomodasi dan Pembiayaan




A. Data Kegiatan

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

[y

Judul SOP

Penyusunan Manajemen Kinerja SAKIP

Jenis Kegiatan

Rutin

W N

Penanggung Jawab

Produk

Sekretaris Daerah

Kegiatan

Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur

Scope (Ruang Lingkup)

Pemerintah Kabupaten Sumedang

I P ol

Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan

Penyusunan SAKIP

Langkah Awal

Persiapan Penyusunan SAKIP

Langkah Utama

Analisis Kinerja Ruang Lingkup SAKIP

Langkah Akhir

Pelaporan Umpan Balik Perbaikan SAKIP

0 le|w|n]|=

Identifikasi Langkah

Langkah Awal

ey

Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan SAKIP
Kabupaten Sumedang,

. |Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan SAKIP

Kabupaten Sumedang

| Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang

| Tim menindaklanjuti hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP (RPJMD, RKPD, IKU Kab, IKU PD,

Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan LKIP

| Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Eksisting Pencapaian Kinerja

SAKIP

Langkah Utama

6.

Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja SAKIP ruang Lingkupnya meliputi :
(Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Evaluasi Kinerja)

| Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja

[ Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja

[ Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)

10,

Tim menganalisa rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan Sasaran, Indikator
Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk jukan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan
Prioritas Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat diukur, dapat
dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, memiliki jangka waktu tertentu, dapat dipantau dan
dikumpulkan).

11.

Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) memastikan bahwa Indikator kinerja tingkat
Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.

12,

Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap (1).Rincian Kegiatan signifikasinya
terhadap Maksud dan Judul Kegiatan. (2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis.
Dengan Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.

13,

Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi positip terhadap pencapaian
Kinerja Sasaran dan Berorientasi Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat
Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Perangkat
Daerah.

14,

Perangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja
antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan
OPDnya secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan paling bawah.

Langkah Akhir

15,

Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang diperjanjikan
terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi dan Revieu LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara
periodik.

16

Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP membuat
Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut serta Umpan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian







PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN . g . : :
Bagian Organisasi Tim Manajemen SAKIP Perangkat Daerah Bupati Kelengkapan Waktu Output
Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal Jadwal Kegiatan, Biodata yang 330 Menit |SK tim penyusunan SAKIP

Sumedang

pendahuluan

kegiatan penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang * akan dijadikan tim

Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan SK tim penyusunan LAKIP 330 Menit |surat undangan rapat
Tim penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang pendahuluan
Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten surat undangan rapat 330 Menit |Hasil rapat SAKIP

Eksisting Pencapaian Kinerja SAKIP

Tim menindaklanjuti hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP Hasil rapat SAKIP 1650 Menit |Dokumen-dokumenSAKIP
(RPJMD, RKPD, IKU Kab, IKU PD, Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan

LKIP

Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Dokumen-dokumenSAKIP 1650 Menit |Catatan Kondisi Eksisting

Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja
SAKIP ruang Lingkupnya meliputi : (Perencanaan strategis, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Evaluasi Kinerja)

Catatan Kondisi Eksisting

1650 Menit

Catatan Analisa Kondisi eksis
Sakip Secara Umum

Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap
Pencapaian Kinerja

Catatan Analisa Kondisi
eksisting Sakip Secara Umum

1650 Menit

Catatan Analisa Kinerja
Perencanaan dan Anggaran

Terhadap Pencapaian Kinerja
Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja Catatan Analisa Kinerja 1650 Menit |Catatan Analisa Kinerja Progr
Perencanaan dan Anggaran Kegiatan terhadap Pencapaiar
Terhadap Pencapaian Kinerja Kinerja
Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Catatan Analisa Kinerja Program | 1650 Menit [Catatan Analisas Atas Muatar
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kegiatan terhadap Pencapaian LKIP
Kinerja) Kinerja
Tim menganalisa rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Catatan Analisas Atas Muatan isi| 6600 Menit |Catatan Analisa Unsur unsur

Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk
menunjukan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan Prioritas Kinerja
Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat
diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang n_ErE.\
momiliki iangka walktn tartontn_danat di dan dikn

LKIP

Kunci Perencanaan (indikator
kinerja) pada PD

Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) 5m5mma~S= _um_,.im
Indikator kinerja tingkat Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan
Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.

LB R N

Catatan Analisa Unsur unsur
Kunci Perencanaan (indikator
kinerja) pada PD

4950 Menit

Catatan analisa cascading (pol
Kinerja) Pemda dan PD




12

Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap Catatan analisa cascading 4950 Menit |Cata
(1).Rincian Kegiatan signifikasinya terhadap Maksud dan Judul Kegiatan. (pohon Kinerja) Pemda dan PD Indil
(2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis. Dengan Penc
Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.

13 |Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang Catatan Analisa Hubungan 4950 Menit [Reko
berkontribusi positip terhadap pencapaian Kinerja Sasaran dan Berorientasi Indikator kinerja terhadap Perja
Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Pencapaian Sasaran dan Hasil anali
Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

14 fPerangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Rekomendasi pembuatan 4950 Menit | Dokt
Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Perjanjian Kinerja yang telah di Pemc
OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan OPDnya analisis Muatan isinya
secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan
paling bawah.

15 |Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Pelaksanaan Program Kegiatan |79.200 Menit|Catat
Kegiatan Yang diperjanjikan terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi Berdasarkan Dokumen atas [
dan Revieu LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara periodik. Perjanjian Kinerja

16 |Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Catatan hasil Evaluasi dan 1650 Menit |Rekor

Kinerja SAKIP membuat Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut
serta Umpan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian Kinerja.

Revieu atas Pencapaian Kinerja




.
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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3)
dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023,;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);



10.

11.

12.

13,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);



14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 236);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri
E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 237);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);



Menetapkan

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13),
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.



10.

11.

12.

13.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten
Sumedang yang dipimpin oleh camat.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai  unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah
suatu proses pemantauan dan supervise dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Bupati.

Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan
dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum
terpilihnya Bupati dan wakil Bupati.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode S (lima) tahun.



14.

15.

16.

17.

18.

18;

20.

21

22.

23.

24.

25.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJPN adalah  dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
dengan RKP adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih
yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya.

Program Strategis Nasional adalah program yang
ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat
strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta
menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan
keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber
dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas
belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati
serta target pembangunan nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.



26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

(1)

(2)

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Prioritas =~ Pembangunan Daerah  adalah  fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai
sasaran RPJMD.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana Pembangunan Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan  partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan  terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data Pembangunan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
RPJMD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan
prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.



Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen

RPJMD sebagai:

a. penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN,;

b. pedoman dalam penyusunan Renstra;

c. pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
BAB III

RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi :

Visi dan Misi Bupati;

Tujuan, Sasaran dan Strategi;

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah; dan

Program Perangkat Daerah yang disertai dengan

Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;

BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Daerah;

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah,;

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan

BAB IX  Penutup.

(3) Fungsi RPJMD sebagai pedoman Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja
serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

a0 op

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5
(1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD
setiap tahunnya.
(2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui Renstra dan Renja.



(1)

(1)

(2)

3)

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
secara berkala.

Pasal 7
Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup
Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana
Program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan.

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap

pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:

a. program pembangunan jangka menengah Daerah
telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan
prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan  pendanaan  pembangunan  jangka
menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana
Program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Daerah.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi
rencanaprogram prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah
telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan

Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan

jangka menengah Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana  program  prioritas
dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian
rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah
dalam RKPD; dan

b. realisasi antara capaian rencana Program dan
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan
sasaran dan prioritas pembangunan jangka
menengah daerah provinsi.



(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi
RPJPD.

(4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
S (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring
dan evaluasi hasil RKPD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat; dan

b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan
Renstra.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10
(1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025;

b. program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024;
dan

c. Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2023-2028 yang akan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran
2024.

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera
menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupataen Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

=——=BYPATI SUMEDANG,
VAV NN
/% &

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

2019 NOMOR 5

——

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (5/49/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

L

UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada
pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan
dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (iij) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1

(satu) tahun.

Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang
RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah
terpilih dilantik.

RPJMD Tahun 2018-2023 disusun selain berpedoman pada
dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, juga
memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW,
mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD
yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses
meliputi pendekatan teknokratik politik; partisipatif;, atas-bawah (top-
down); dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif

adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.



II.

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan
hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten,
Daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan
Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan
unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan
dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses
terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan
mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu:
persiapan  penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan
penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders
dan pemangku kepentingan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sangat
tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di

Kabupaten Sumedang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 4



BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025 yang

memuat:

a. capaian program dan kegiatan yang belum tercapai periode sebelumnya;
dan
b. visi dan Misi Bupati terpilih Periode Tahun 2018-2019.

RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan
perubahan RKPD Tahun 2019.

Selain itu juga RPJMD Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai RPJMD
transisi yaitu bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang
belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD
sebelumnya dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam

tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan
wakil Bupati terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah
dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman untuk
menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah

pelaksanaan meliputi:

A. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban
untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-
baiknya;

B. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan
menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;

C. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD
dengan Renstra Perangkat Daerah;

D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan berkewajiban untuk melakukan pemantauan

terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah;
BAB XI PENUTUP XI-1



E. Bupati menginstruksikan jajarannya untuk mempublikasikan dokumen
RPJMD Tahun 2018-2023 kepada seluruh pemangku kepentingan,
termasuk kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten
Sumedang, mengingat dokumen RPJMD merupakan dokumen yang masuk
sebagai kategori informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang sedang berjalan masih tetap berlaku dan setelah
diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus segera menyesuaikan dengan
RPJMD Tahun 2018-2023.

Demikian, penjabaran Visi, Misi Bupati menjadi RPJMD Tahun 2018-2023
dan diharapkan dapat “mewujudkan Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

/;—‘BﬁB]\I SUMEDAN
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PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 131 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI SUMEDANG

. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan

kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-
2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2023;

bahwa dalam rangka Penyempurnaan Indikator Kinerja
Utama Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2023 perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



—

10.

i P ——

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah  Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 576);
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14.

15;

16.

17,

18.

149,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015  tentang
Pedoman Evaluasi  atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendallian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan
Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652);
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian
Untuk  Pengamanan Informasi di  Lingkungan
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 75);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

R ——
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Menetapkan

20. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018 Nomor 42);

21, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pendidikan Wajib Diniyah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 18);

22. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-
2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Nomor 18);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2019-2023.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023 dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 Nomor 18) diubah, dengan perubahan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 November 2019

NOMOR 131




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 121 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2019-2023

DAFTAR IRDIKATOR KINERIA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019-2023
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1. BEKRETARIAT DAERAR

Bassran Bretegie

Indikator Hinerja Utama

Ponjelasan Formuiaal

Mettiyglatinn Kuolitay Pelay anan Sehivlanat
Dissisaal

Nilal LD Kabupaten

Argha

Haal Forulacas Fropinel atau guest terbadap jistshe Cagain
Lgenia (ICK] dai lislebs Kesssuaan Veter (1EAY eemiias
Feruturan Pemanmian Somes 1 Talun 2016

Milad SAKIY Kabuipaten

hategon

Hasd akibiilast freseritas] wwalmd b oipas i sl
Feranuuiwn Piesaten Neses &9 Tahuo 2014

T il vl Leesaly Zac eyt emad

hidehs KUY

Haad Akwaslas presantas: mwe abai [ P
permenpan 6 Taran 2019 watsig Ferubahin hodiua etes
PRTUIAn Elide pedata, agoiman Aparalos Negais dan
Feburtaas buvbras hoaws 14 Lhua 3014 eitang Mo
Bvaiies Metoruaas bovaras: instase: Paceimtan

Searstarial Daisah dan Hepeibsed

Peiveitans Poranghal Damial yang cajpsial tasget
Taliwiaiinya Ledhatege Lak

Fervaiius

e L e e R T s

st Pt i s g

LA & 0w

i i

——

ledibatlor Kinerje Utesia

Peap lasas Formudaal

Miiiigha i o lasilitas dan dud wigal
bosnhimtariatan dajar 1aighs [ N P ETPTY
i B LiPpn

Vedweulane Fasibitass Dubungasn loibadap
Polad sainam Tugas den Fungs DERD

S — ——— A e
Sag Ses fags L.a-t.. 8 L
e T

Fergelasasn  Metgubol peblsanaan Sastan fugen daus Rogs
DD

b e P TR e e




3. Inspektorat

No

Basaran Btrategls

Indikator Kinerfa Utamn

Batuan

Penjelasan Formulas)

Bumber

Optimaluys Fungsi Inspekiorat sabagal konaulian,
katalls dan panjamin kunlitas di lingkungan
petintintaly Kabupaten Sumedang

Persentase Ponerapan SP11P pada Peranghat
Dasraly

Pernen

L 08D yany sudoh meneraphan SPIP

Y selurvharn *:100%

Formulasi dintas dimaksudkan untuk mengetahul perseniase
implementasi SPIP di setlap OPD yang berjumlah 55 OPD,
dalmm rangka penllaian level maturitas SPIP di setiap OPD
tornebut dillhat dar hasil pentlaian Self asessment (5A) yang
terbagl dalam S unaur (1. lingkungan pengendallan, 2.
Ponllatan resiko, 3. kegiatan pengendnlian, 4. Informasi dan
komunikasi, 5. Pemantavan pongendalian intern). Indikator
Indeks Reformasi Birokras) dan Indikator Opini BPK

INSPEKTORAT

Porsentise Porangkat Dasrah yang Nilad SAIKIPnya
Berkatogori ~“Balk”

Persen

LIAKIP OPD yany bernilal B
seluruh SAKIFOFD yang diovaluasi

* 100%

Formulasl dintas dimaksudkan untuk mengetabui persentase
nilai evalunsi SAKIP pada netinp OPD vang berkategori (B)
dengan nilai rango >60 - 70, dengan Intepretasi Daik, artinya
Akuntabilitas kinerjanya wudah  baik, memiliki sistem yang|
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbalkan.Organisasi Perangkat Dasrah (OPD) olsh Inspektorat
yang akuntabilitas kinerjanya dengan kntegori *Sangat Baik"
dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif]
inatanel pemerintall  dalam mengimplementaslkan Sistem
Akuntabllitas  Kinerjn Inatanel Pemerintah (SAKIP). Dasar,
hukum yang digunnkan untuk menilai laporan SAKIP adalah
Pormon PAN dan RB Nonior 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksonnan  Evaluasi  Akuntabilitas  Kineda  Instansi
Peworintah.  Datn  diporoleh  dengan  membandingkan
peruentass nital evaluasi SAKIP OPD yang akuntabllitas
kinerjanya dengnn kategori = Sangat Daik” dengan Jumlah OPD
yang dlevalunei. Yang mendukung pada IKU RPIMD yaitu
Indlkator Nilai SAKIP Kabupaten dan Indikator Indeks
Rolarmasl Birokrasl.

INSPEKTORAT

Tingkat Kapabllitas APIP/ IACM

Kntegori

IACM bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit
internal melalul langkah evolusd kecil yang disusun menjadi
limn lovel kapabilitas progresif, yaltu: Level 1 : Injtial, Level 2
¢ Infraatructurs, Level 3 Integrated, Level 4 : Managed,
Level 5 : Optimizing Setiap level kapabilitas menggambarkan
karakioristlk dan  kapabilitas unit audit intemal yang
bersangkutan. Semakin tingg lovel kapabilitas APIP,
menunjukkan wemakin meningkntnya vkuran, kompleksitas
maupun rsiko  organisasi. Pada masing masing level
kapabilitas tersebut, terdapat enam elemen audit (nternal,
yaitu: Peran dan layanan audit intern; Manajermen SDM,
Praktk profesional, Manajemen kinerja dan akuntabilitas;
Hubungun dan budava organisasi; Struktur tnia kelola. Yang,
mendukung  pada 1KU RPJMD  vaitu  Indikator  Indeke
Reformansi Dirokras)

INSPEKTORAT




Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan

_ LOPD yang sudak melakszncken 2
- T seluruh OPD

x 100%

Zona integritas merupakan upava percepatan pelaksanaan
Reformasi birokrasi, dengan menetapkan unit kerja
percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam pelakzanaan
Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Pembangunan zoma
integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan
s¢bagai Zona Integritas, pembangunan zmona integntas,

seluruh temuan hasil pemenksaan ARAP Yang mendukung
pada IKU BRIMD yanu tndikator Indeks Reformast Burokras

pembangunan Zona |ntegritas menuju WBK dan Persen evahuasi internal oleh Tun Penila; Internal (TFY) instansi INSPEXTORAT
WBEM pemerintah (Inspektorat jenderal/inspektorat

kementenan/Lembaga, inspektorat daerah). Tim perulai

mternal penilzian mandin (sell assessment) lembar Kena

Evaluasi (Z) menuju WBK/WBBM terhadap OPD vang

diusulkan untuk mendapat predikat WBK, ssauas dengan

PermenpanRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dan

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Beruith Dan Melayani Ds

Lingkungan Instansi Pemenntah Yang mendukung pada IKU

RPMD saitu Indeks Reformasi Bookrass

Zn—m.n Axtil prmeritsaan yang dumdaklaajui
T seturuh temmam Aasud pemeriksaan Lk

unruk mengukur persentase jumlah temuan hasil peroerksaan

BPK-RI dan APIP yang selssai ditindaklanjub sesua)

rekomendas) dengan cara membandingkan jumlah temuan

; ; yang selesai dinndaklanjut sesuai rekomendam dengan jumiah

Persentase ﬂl.'m!a.khmut Hasil Pumrikuan (TLHP P e doan tase : INSPESTORAT
yang diselesaikan sesuai rekomendasi Sedasy P peningkamn  adalah

peningkatan persentass temuan vang dindsklanjut sesuai

rekomendas: dibandingkan dengan mhun sebelummya Yang

mendukung pada KU RPUMD yau Indikator Indeks

Reformasi Buokrasi

o Liosin posyiumgon usiibey 4408,
[T y— e p———p—

untuk  mengukur persentase penurunan  temuan  dan

penyimpangan  keuangan APBD  yvang  materal  hasi
Persentase Temuan Penyimpangan terhadap APBD Persen pemenksaan AFIP dengan care membandmghkan jumiah INSPEKTORAT
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8. Dinas Soalal, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ko Sasaran Strategis Indikator Kinerjs Utama Satuan Penjelasan Formulasl Sumber
1 Meningkatnya Pelavanan Penyandang Masalah Persentase Penvandang Masalah Kesejahteraan Pokeai Jumlah Pervandang masalah kesejfahiteraan soaial dibvg) DINSOS- A
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sosial (PMKS) i {umilah penduduk dikall 100% s
P Perli P Jumlah Peremipuan dan Anak yang mendapatkan layanan " %
2 — ungan puan dan Pern PITP2A dibagl Jumlah Pengaduan dikali 100% DINSOS-PaA
J Kabupaten Lavak Anak Skor Skor Yang Diperolah DINSOR. A
Meningkatnya Kualitas Hidup Peremmpuan dan Anak
Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Jumlah Pekka yang sudah mandin dibagl Jumlah Pokka ’
N Meningkat Ekonomi Keluargama P dikati 100% DINBOS-PIA
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjolasan Formulasl Bumber
. JUMLAN PENGANGGUR | Pormeislagri Noamor 86 Tahun
1 [Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Persen m\ 100 nayt ;
2 Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis |Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan S KASUS YANG DISELESAIKAN Y 100 Permendagr Nomer 80 Twluim
Dinamis dan Berkeadilan Industrial KASUS YANG TERDAFTAR KEDISNANER a7
3 |Meningkatnya Penempatan Transmigrasi Jumlah Transmigran yang Ditempatkan KK Jumlah Kuetn Tranamigran yang di tempathan 2::::::::? Rega dan
10. Dinas Lingi Hidup dan Eehutanan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Formulasl Bumber
Jumlah Sampah ditangant (ton/Tahun) . Lapomn Kegintan Pengelotaan
1 Persentase penanganan sampah persen Jumlah 14 rni; En \lnlpak TTo EﬁaEunj X 1008 Pereamypatian Pdang
Potsampahan dan Pertamanan
Iuinlah Sampah yang tertkurangi Laparan Regiatan Pengelolaan
2 |Optimainya Pengelolaan Persampahan dan Persentase pengurangan sampah persen disumbet sampah (tonftahun X 1008 Persampaban Bilang
[ Pertamanan [ llmmmuulplr )m “ Persatpahan dan Poctamaman
Luas RTH Publik yan dnlﬂuh (Ha) X 1008 Lapomi Keglatan Peigekilann
3 Persentase RTH Terkelola Persen Luas RTH Publik Ha] Ruang Terbuka Hijan Didang
Parsaimpahan dan Pertamanan
. 9 " Laporan Peigesnlalian din
1KA = 100 - ( L S8ample IPA»1/ £ Sampel x 100) Pengijian Kualiws A Sungad
Merupakan Status mutu air valtu tingkat kondisi mutu air Ditang Pengendalian dan
4 Indeks Kualitas Air (IKA) Poin yang menunjukkan kondisl cemar ataun kondisl baik pada Peninghatan Kajasitas Lingkungan
suntu sumber air dalam waktu tertentu dengan dan Dklaig Penataan du
Menurunnya Tingkat Pencemaran dan Kerusakan mambandingkan dengan baku mutu alr yang ditetapkan Penaatan Hukum Lingkuigan
Lingkungan Hidup
S0 Laporan Pengemsialian dan
IKU = 100 - | — ‘ Ugy —0.1) Penguian Kualitas Udara Hidang
5 Indeks Kualitas Udara (1KU) Poin Pengesslalian dan Penlnghatan

Merupakan indek mutu udarm ambien valtu Keadaan mutu
udarm di suatu tempat pada saat dilakukan wventanisasl

Kapmaitas Lingkungan




(Y = 100 - (84, ~ (TVr100))» “"” ]

Lagamran ARLivitas Fevorghaimn
Tutupss Lalun Midmesy

,ft-HtLai Tt al & closs e

4 Indaka Kunlitan Tutupan Lahan (IKT1) Poiny LUAS TUTUFAN VEGETARI (LTV) = dutn kawasan hutan + dats | Fetgernadallon dan Parmmghatan
lumsan hutan hek v data luasnn VEGETASE hasi Kapasitas Linghurgan L Mdasg
erhitungan/interpratasl (17 40} Kahutanan

11. Dinas Kepsndudukan den Penostatan Bipll
No Busaran Blretegle Indlkator Kinerja Utama Batuan Penjolasan Formulasi Bunber
Iideks Kepunsan Masyarakat Bidang Poin JYotal nllal per tnsur £100% Parsraniieare KO Soanor 14 Tadin
! Kepsndudukan Total niisi yang Tevisl 7
2 Porsentass Venduduk ler-KT1 por satymn F— __Jumlah Penituduk Usia = V1 giang ber KTF P klingl| Mo W0 Taliun
Pendduduk Wajih KTP uitnliah Pendubib ala > )} atos Felah Manihah 2007
— Fercapstan Penetiben Gokumen Kependudukan din imslah Bt s 0 et e S——
Foncutsius Bipi) umiah My o Kelahiran SRR
3 & M Porsentase Dayl ber-Akte Kelaliran Potsen Jumiah Myl Lahir :;';;"' oy e Whasi
= Jumlah Dara ganada duse Ancrsali - D:u_‘_ d:‘ ;’h:.m_v;_
b " m‘ A¥ 1 1 |
4 Poisentase Dats Cunda dan Ancanali [REE Jusdah Dt Penduduk Duwisn Drkaaptl Kaswse g
12, Dioes Pembsrdsyasn Mesyerakal don Desa e B
No Bassran Birntogs Indikator Kinerjs Uteme Batusn Peojelasan Furmulasl [
l,ﬂl. L“ h I l' ‘ r--h.ﬁlﬂ“!tl—‘-- qh-'. ll(!’m-

) | Meidnghatinye Fualltas Pengeiolaan lese ::ll::::::.‘ vioenbany dan Cope Vorwwin ey {,"!_ Tang :, 4 s LRI Bsbaivg Fruies o dafunds |

P Perseiiass Klasifikas HUMDes Mq]u dan Lvlﬂ[; m‘ l’\.ﬁ.‘,ud..wn

7 |Meningrstiye Pemandastan Folsis) ess Dabambmng "“""n__ N hoineve Massasmhal

UPNU Dwla’ iuuu v ikais At

3 [Meninghatnys Kualies Foners s Glskides Feraeitase Fenorapan tlshudes Katogl Ojdunsl Fetwen " ean ‘:'__ et

13. Dlnas Pongondalian Penduduk den Kelusrge o I — e e et
Neo Bassrsn Blrslegs Indiketor Kloerfs Ulame Batuasn Peujelasan Forsulas Sranbed
. T Teyawm T A o DFFRL
I |Optinalisasi Pengandalian Pendudul Melslul K1y Tea) Portility yate (V¥ W} Anigha 1
AVFR
— — w_— ! 1 e e —————( e L —
2 i " framidaahs K elyar ga Py Sgpehiera
Feseritoes Faluwigs Fon bejalitera I'eiseny fum!.l‘?’riu}ﬂhmgu A s
[ Metinglalkan Kemundinan Keluargs Vessita K1) ——————— e e — e — I e T =
) fm{..u. Adurw b jubteid |
3 Perwsiitase Keluaiga bejelieia | Vetaan — K
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Dinas Kopernsl UKM Perdagangan

Mengoptmalkan L i i i i : - !
3 N Peran Koperasi Cakupan Koperasi Akufl persen Jumlah Kopsrasi Aktif (n) : Jumlah Saluruh Koperasi Tnhun (n) dan Porindustrian Kab.Sumedang
2 _ . Dinne Kopernsi UKM Perdngangan
4 |Meningkatkan Kualites Wirausahawan Jumlah UMKM UMKM Juminh UMKM Tahun (n) dan Perindustrian Kab.Sumedang
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ho Sasaran Strategls Indlkator Kinerja Utama Batuan Penjelasan Formulas! Bumber
i P Jumiah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten
umlah Nilai medan R|
L Memingimtnya Kualtas Pelavanan Penanzaman Modal s Investas! di Su E (Rp) Sumedang LKPM
= dalam Fenvelenggaraan PTSP Indeks Kepuasan masyarakat Bidang Perizinan Poin Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Polayanan Perizinan DPMPTSP
18, Dinas Pariwisata, Eebudayaan, Kepemudaan dan Olahragn
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Ponjelasan Formulasl Bumber
) o Jumlah Organisasl Kepemudaan yang Aktif
| |Meningkatmya Peran Organisasi Kepemudaen Dalam Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Périén Jumlah Organlsas! Repemudaan yang ada ~ | %% Bldang Pemuda dan Olahrmga
Fembangunan di Kabupaten Sumedang
2 |Meningkatnya Capaian Prestzsi Olahraga Jumlah Atlet yang berprestrasi tingkat Nasional Orang Jumlah Atlet Berprostasi Tingknt Naalonal Blclang Pemuca dan Olahroga
Jumlah Jumlah Budaya Daerah yang Dlllndungl,
" " Cakupan Perindungan, Pengembangan, Dikembangkan,Dlmanfaatkan dan Dibing
3| S Pe
Meningkatnya Ketahanan Budaya Darrah Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan el Jumlah Objek Pemajuan Kebudaysan yong ada RIang: Kybudaraan
100%
4 |Menungiaona Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisalawan Orang Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bumednng Bldang Pariwisata
Cakupan sub sektor ekonomi kreatif yang Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatlf
< ; dikembangkan sampai skala nasional yang Dikembangkan 4
Men, gxal , Ek \ u
) basghan Sub Selrtor Ekonon Kreatif Persen Jumlah Sub Sektor Ekonoml Kreatlf yang ada * 100% s Ll
di Kabupaten Sumedang
19. Dinas Arsip dan Perpustakaasn
Ho Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Batuan Penjelasan Formulaal Bumber
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakann yang ada di Knbupaten
Penmngkatan Pemahaman atas pentngnya arsip & Sumedang. .
1 . Kegiatan Layanan Perpustakann
dalam pelskaansan pemenintahan dasrah Peninglaran Jumish Pengurgung perpustakass Ortng Mengukur Jumlah Kurjungan ke perpustakaan yang ada di MAmD ) ]
Kabupaten Sumedang
Juenlan Lakast yanp terloyanl melstul pusting x 100%
2 Fe:znuiu.n kebutuhan sarans dan prazarana s Lokonal mi Sovtaaicd sl paistiiig Baian Jumlah Oesa df Kabupaten Sumedang Keglatan Liyanan Pecpusiasioan

Mengukur Jumlal Lokasi yang terlayani melalui pusling

dengan jumlah desa di kabupaten eumedang

_—




14, Dluas Perhubungan

Tahun ny

dan BPS Kab Sumedang

|
Ne Bassran Btrategis 1ndlkator Eloarjs Utama Eatzan Peojelasas Pormalsel | Se—ber !
Mastirtighatyn Yoinlhsn dnn Kusrtias Infrestrukiug ¢ ; P ¥ Jemtah § : et raemb gl I
Cabiipan Fatstsedisan ITasarans dan Pexiinas ) Jurnlal dolormen, Jumiah ketersadiaan ramtba g 1 ._ ey
! :;:,:.:': tneribnghatin) nksesilalives dan koamiiifitas Periitisiigivs Feraen Erias, jurstah ketersedizan PSU, Jumish termea: /dereags D=y Petbsgen
' uly
’ Jurmiah iravel vang rew =hun n X100 -
* Cakupen Trayel Angrutan Uraum Perzen Jueniah [ trayek yaog ada ! Dzas Perbmbumgan
LT |
| Mgty Gistarn Transyorias) yuny dapst Jumish pecumrang e tas, | X100 Ju=lah |
mamndukuny Mabilitns mssysraist Pats . 19t Peningratan Penusiparg Anghoutan Urar orasgfban #apmaitas angioran Tmurn perismosang (Alckasi , Cmas Perbubuogan
Argion | Aogdea)
4 Voreatitase Yerdaraan Lay Jalan Feraen Jumiah Kir Per tahun | Doas Perhubungan
o [Teroitarys Vaamenan Yevyemaran dsn Yetamban |Jusibsh Pelanggaran Lalu Lintas Junlah Pelanggaran Jumiah Pelanggaran Lat Lizeas Per tahim Dmnas Perhubungan
o Lalu Lintas tag) pars pangguns jalan Cakupan Galuan Puas Parks (SFP Fereen Jumiah Sanzan Puas Parks (SEP Dinas Perbubungan ]
16, Dinss Kowunikasd, Intormatiks, Persendlon den Statistlk
Ko Brssren BLrntegls Indlkstor Kinsris Utama Satuan Penjelasan Formulasi Sucnbar !
: ol O34 . ) Nomor 38
y r-;.ll’:l/)trlr/- bagarmn Fennauiivas) dan Inbasnas Cakwpan Layanan ¥omunikes! dan indormasi Fersen P =% X 100% hmwn};l?fm
i
L ’ Apararur Negara dan Reformaa
5 Maaarigpatsige Veryemiggprann Peinsrinislui Nitkel BHEE Poin Perjumnlatan dan Setap Nida Indikator yang diwrung X mnla: Aol easin: S Taiar 3018
| Vertasis Elektaak ’ ungkal kematangan dan tobot mdikator P Bval Swatem
Pemermcahan Berbass Elektrondk
Nl Jorelah Ot amg Kt
3 Vraaaritase Yaternedlann Dola yutg Akurat dan s rlah Data Yang Hann Ada Hasd Rumusan Bersama Antars
Barkualitas Dinas deagn Bappppeda
sMdat OPD y ang et i) sertin einirond :
s et wm N 100% Perntumn x-_p.h Loamaaneg Notoor
Mariiivghatirga Yousling Dais Pembanginan 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Perpelenggaraan Persandsan untuk
4 Cakupan Vengammanan Inlurmas) Daerah Persen Pengamanan !nformas di
Lmgkungan Pesoermtah Daerah
Provenm dan hab/kom
16. Dinas Kopsresl, Usahin Kooll, Manengah, Purdegaogan dan Perindustrian
l'a:4 Bassran Blrategs Indikator Kiosrja Utsms Batuan Penjelasan Formulasi Sumbar
Dois Koperasi UKM Perdagangan
j L) Vertumbauhan Bul Sektor Perdagangan Besas Jumlah sutackior perdagangan besas dan eceran i Jumlah | o Ly Sumedang
Adan beerai paresn FDEB Tabun nj dan BPS Kab Sumedang
Mangabnalken Femlanaan dan Pengawnsan )
T |y Perdagsngan -
Duas Koperas: UKM Perdagangan
Py \ Laakior ind pangolaha . Jumlah FDRB .
2 Laju Pertuinbaulan Bub Sektor Indusin Fengolahan pernen huralals ou b Wity v () dan Penndustan Xab Sumedang




Menguknr Jumnlah Lokasi yang terlayani malalul pusling

dengan jumish desa di kabupaten sumedang

- 2 R : , Dinss Koperasi UKM Perdagangan
Mengoptima e - » o .
Feszn Koparasi Cakupan Foperasi Aknf pereen Jumlah Koperasi Aktf (n) : Jumlah Seluruh Koperasi Tahun [n) dan ustrian Kab, Sursedung
i -, . Diras Koperas) UKM Perdagangan
4 | Meormgjeation tias Wmis g o nelay
Huzlzzs Wrersahawan Jurnlah UMKM UMEM Jumlah UMKM Tahun (n) dan Pasindustrian Kabi s %
17. Dinas Pe Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bo SBasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Formulas) Sumber
| ) Jumlah Hilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten
um‘ah wans
k Memngiermya Fuakies Pelavanan Pecanarcan Modal J it I matant ol B (Fp) Bumedang LKPM
o |daiam Penyelesggaraan PTSP Indeks Kepuzsan masyarzkat Bidang Perizinan Poin Milal Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayaran Serizinan DIMPTOP
18. Dinas Pariwisata, Eebudaysan, Espsmudasn dan Olahraga
No Sasarar Btrategis Indikator Kirerja Utama Batuap Penjelasan Formulasl Bumber
, o umlah Organizas! Kepemudaan yang Aktif )
| |Mengaatnya Feran Orgarisasi Kepemudszn Dalam (o organisasi kepemudaan yang aktif Pereen yumlah Organlzasl Kepemudaan yang ada * | % Bidang Pemuda dan Oah Kags
Pemmbangunsn di Kabupaten Sumedang
2 |Memingyetnya Capaian Prestzsi Olahraga Jumlsh Atler yang berprestrasi tingdat Nasional Orang Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Naskonal Didang Permuda dan Oah Raga
Jumlah Jumlah Budaya Daeral yang Dillndungl,
) . Cakupan Pertindungan, Pengembangan, Dikembasngkan,Dimanfaatkan dan Dibina _
3 |Meningkatnya Katahanan Budaya Daerah Femanfaatan dzn Pembinaan Kebudayaan Peram Juinlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada Bkiang Kabudayaan
100%
4 |Merongratrya Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan wisalawan Orang Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sutredang Didang Pariwisata
Cakupan sub sekior ekonom kreatif yang Jumlah Sub Sektor Ekvnoml Kreatif
& % . dikembanghan sampa) skala nasional ’ yany Dikembangkan ’ Kk | Kreatif
5 |Mengembangyan Sub Selasr Exoromi Kreatif Pernen Jumlah Sub Sektor Fkenoml Kveatlf yang ada ~ 100% Bidang Kimmn) Kol
di Kabupaten Sumedang
19. Dinas Arsip dan Perpustakaan
No Sasaran Strategls Indikstor Kinerja Utama Batuan Penjelasan Formulasl Bumber
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan yang ada di Kabupaten
Peringjatan Pemahaman atas penungnya arsip . } . - Bumedang Mengukur Jumlah | Lo Layanan Perpustakaan
: dalam pelaksanasn pemermtahan daerah Peing ik Pengunjung perpus Crang Kunjungan ke perpustakaan yang ada dl Kabupaten **
Sumedang
fesmbak Loha s pang erbayoni melalul pssting x 100r%
Pemen [ - - 2 mmleh G dl Nabupales s daag
2 I::]an Minndvom el e Cakupan Lokasi yang terlayani melalui pusling Persen R Rierat Keglatan Layanan Perpustakaan




Peningkatan Jumlah Koleksi Pustaka sesuai dengan

Jumlah Kepuasan pengunjung

= v, —— Tinghkat kepuasan pengunjung Persen Mengukur Jumiah kepuasan pengunjung melalui Standar SKM | standar Kepuasan
masy Kepuasan Masyarakat (SKM) —
Jumlah Perangkat Daerah
Pe. " Pkt D yang arsipnya sesuai standar 100%
4 . rsentase Peran t Dae yang tertata Jumiah Perangkat Dacrah . .
Peningkatan Pelayvanan Perpustakaan Daerah arsipnya sesuai dengan standar Persen Kabupaten Sumedang Kegiatan Pembinaan Kearnipan
Mengukur Jumlah Perangkat Daerah yang berstandar arsipnya
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
No Sasaran Gtrategls Indikator Kinerja Utama Batuan Penjelasan Formulas] Sumber
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor :
G PDREt — PDRBr- 1| 100%
- X
PDRBt — 1
a. Tanaman Pangan Persen Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan :a::wmt AWERGKER
PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konutan (ADHK) sub sektor |>0 o8
tanaman pangan pada suatu tahun PDRB1 = PORB
Atas Dasar Harga Konatan (ADHEK) sub sektor tanaman
pangan pada tahun sebelumnya
e PDRBt - PDRBt -1 1009
= x
PDRBt - 1 *
1 Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman
Daerah B. Tenaman Hortikultura Persen hortikultura Badan Pusat Statistik
PDRBt = PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor
tanaman hortikultura pada suatu tahun PDRBt =
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor tanaman
hortikultura pada tahun sebelumnya
PDRBt — PDRBt - |
Gr = x 100%
PDRBt -1
Gt = Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman
c. Tanaman Perkebunan Persen perkebunan PORBt [Badan Pusat Statisuk
= PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sub sektor
tanaman perkebunan pada suatu tahun PDRBUL =
PDRB Atas Dasar Harga Konstan [ADHK) sub sektor tanaman
perkebunan pada tahun sebelumnya
PPH = % Angha Necubupan Giz1 (ARG v bodot masing - masing kelompol pangpan
Pola Pangan Harapan adalah susunan panga yang beragam
didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut ta Survel Sosial Ekonomi
o kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat S:ulon:l i) Baday st
2 (Menjamin Ketahanan Pagan Daerah Selctor Pola Pangan Harapan (PPH) persen glgi, baik dalam jumlah maupun mutudengan

mempertimbangkan aspek duya terima, keterseciann pangan,
ekonomi, budaya dan agama Kualitas konsumsi pangan
pendudik dicerminkan darn besaran skor pola pangan
harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin lingg Skor
PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan

penduduk.

Statlstik




B Diaae Seriharap ganPutormpbee T ~ R )
L Besaini Biiatagin ladibel o Blheije Ulama [ rr—— { L, TR Py P { [ S—
TS I e e - TRESE ittt L e Pl D — ——1-———-— T S —— — e P :
I{rims AlnL Fra—— LD ALDE e,
i Lajo jastonilnilagg Sulsebin Merthbaims Pl s, 1% 7 ﬂ.‘m'! ':rﬂ‘ w:" - " L‘.‘:- . | SFD bl Gy i
¥ PR ——
Mgkt e Praatub bivilas Tlasll Fodibases dai e TR _% it — _..' — . — TR = ,
(R T R i
" ' EFUPD ALAA peliaban e TLIBE ALTIR ik @
= i b Mo < : { .
4 baafor pasibsinbinsladin Boibimad b bl -~ .[ | PORE Ab ) " ».._ i o | BYS Lal Svossmicng
Feivpcouean Poabaisgunas Penslilied dub Peageisiesgu: Dacink . - . e
e — ! e e i - et
Taighei howeainani: Waieeiie ioMladag- KAl [ | A erm P R u g b AR R T —_—
w f
] | o
™ 1 T Ty
| Tugha! hasrsusia: KA lerfada) SN E S . ’ ™
| - ilnan‘jml..o‘ huallias Porsivaiaa faulangunan A i : ! ; L e b
[P o '\" e r A S S——
| a } |ru;,¢..-; hesesusias Reigs artuday RITL | B R
{ [ |
4 | Ty hondss sy Taipe Padsbas 3 :"“‘*-T 1 L G
t .1 ..L.rl w~ B e ‘ - P
I {___ N ks b -lﬂ-_.a_ll,_-h Laaid - - s N
| & ,Ms.m»p-mu | priiien,, i P! Pemusbilias: st !ha'\la.-—d I:-.u‘u e e 1 " : n— ik a0
] imﬂtﬂ‘uw BT e e
| ] ! ! |
22 Reden hepngponian dus Puigrosiaigns Sussbet Doye Banusis R i
] t
| e | dndlsatny Bisege \amee 1 [ Pragn e F i g e
T | | W | 00 uembeewes 0 ... .
— . <
! .
} lu..u.. PraiaLaatiay ASA £ ~e b g - Andiy a3 e el - wden @8 e
T MRt lenymse hnmoe Duesgia ABA dag : + it ol S T———— — e
| Tl il blyage v e ey B il G S Bl L l ) - —
) J ) .uuu_- Simpms May ABN : o fon S el Ghviie N et — L
! e R e Lt A e S
—ee = T | i A i vt (o RNl By B —_—
. IR .o immnetomsnms e g —————.cSOT———o .3+ Pt g eSS A
L Basaas B { bbb \iame ] P A — S |
oo s e — e e o e o ) e S —
_} T} R e
f { L b T e R v
b gt pkaasi — Jatphih B 4 e o —————T R R
e e Db hbusigng dai A g !, T et Cans soas Abtapes s sk e -]
e l ; - s e Rreseog . N i, | |..-|'0I i " |
T R N .. . .. o~ - s 1
4 LEN, i -'lu;,.pl » Akt |: [ N - _____._,_.:."_.._: - -

ey D loped Wamiy

e ———————



25. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

e it BRI SENC N e S e W D

Bo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Formulas) Sumber
Penjelasan : Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daermh (
PAD ) dengan Realisasi Pendapatan dengan T t 17.03 %
1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persen i AR & Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang
Formulasi : Reaslisast Asti Pendapatan Dacrah X 100
e anva P Pend Dasrah Realisasi Pendapaton
Penjelasan ;. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat IKM 85
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak ; 2 Badan Pengelolaan Pendapatan
2 t Poin P r— =
Da Formulasi : Nilai dihitung dengan menggunakan *nilai rata- Daerah Kabupaten Sumedang
rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.
26. Satuan Polisl Pamong Praja
Ne Basaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Formulas) Sumber
. s . A R 3 ¥ satuan Unmas
Meningkatnya Efekuvitas Peran Serta Masyarabat | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pers G . .
' |patam Mewujudkan Tibumtranmas di Kabupalen Sumedang || Orang Setiap RT) o Aumish By Satuan Polisi Pamong Praja
e S - Pelanggaran k-3 yang Terselesaiian
Terciptanya Kondisi Wilayah vang Aman, Nyaman, |Persentase yelesaian EEATAN ini j
2 Hertb, Teratur dan Tentram (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Faren lumiah Peianggaran &3 yang ditaporkan ' 107N Satunn Polisi Pamong Praja
matyarabat dan terindentifliles) oleh Satpol PP
3 [Meungkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Hirsn B hﬂt-';:;.-......;:::.'.:.":';.'*.::.':—:::::::‘:.’“* o Satuan Poliai Pamang Prajn
Mematuhy Peraturan Ferundang - Undangan Dasrah Tertangam
} Luas WMK {Luas Uingkaran)
. » 100% Sat Polisi Pamon a
4 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Persen 5_ luas potens! kebakaran uan Polis g Py
:i:mng,]..al]'l)n Pelayanan Penanggulangan Tustus betabasan di WK yg tertanganl dim
Tingkat Waktu Tanggap (Response Timerate) wabtu langgep € 100%
3 Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Persen

WMK)

I hasus bebakaran dim janglaven Wit

Satuan Polini Pumong Praja




27. Bumak Sakit Umum Dasrab

Basarzn Strategis Indikator Hinerja Utama Satuan Penjelasan Formulasl Sumber
1 Cakupan Pelayanan Kesshatan Rujukan sesuaj Jumlah kun jungan pasien yung dirujuk
Yemenangen Felas B Persen Total Kunjungan Fasien X 100% RSUD Kabupaten Sumedang
Menmgratnya fuainas Felavansn Vesehatan Pumah ,
2 |gaym 1EM Fumah Salkat poin Kilai Indeks X Nilai Dasar HSUD Kabupaten Sumedang
—
P Persentase Fencaepaan Indikator Mutu Pelayanan Perui Numerator
- éi Pumah Salt Denaminator 0" RSUD Kabupaten Sumedang
28. Badan Peoangguiangar E Dasrah
Bo SBassrac Strategis lndikator Elnerja Utams Satuan Penjelasan Formulas) Bumber
Penilaian kemungkinan dan dampak yang diperkrakan
P ) [ bahava it
. Pergurangan Indsks Fislo Bercara di Yabupaten Indeks Pesiko Bencana Poin pabila & ity meniadi bencana -
Suredang Foumsiianl 7 0 () M) Lerentanan (V)
H = hhi"‘l x S A
Kapasils (C)
29. Kactor Eesatuan Bangss dan Polivk
Bo Sasarsn Strategls Indlkator Kinsrjs Utama Satuan Penjelasan Formulasi Sumber
) Indeis perukunan umal beragama Fersen BURVE! lndex Kerukunan Umat Beragama :::;f Keaatuwan Bangaa dan
[ |Menawgrainys Femahaman Masyarekat Terhadap
'&f‘,q; Hegare Niai-hila; Budsya Loval Dalam i
7 |fairupan Bermasyaraiat Tingkat Cipaa Yaondisi Kondusif Persen 100 / 100 + fumlah konflik) x 100% SR - Bengpe dan
3 . - 5 Kantor Kesatuan Bangsa dan
3 ingicat Pascisifast dat Mandulinne Pe Tinghkat Parusipas) Masyarakat dalam Pentlu Fersen Mumlah suara sah » Suara Tidak sah) x 100 % Poitk
Derochras Neasal Bangaa day
- j Persenitase Urmas yang dibina kategon Akn/ Perven jumlah ormas / jumlah crmas akul x 100% ::::f - .
30, Escamatan
Ho Basaran Strategis Indikator Kinerjs Utama Batuin Penjelasan Formulast Sumber
Memangiatnys Kualias Felaya ! "
i y‘: u‘}::" Pelayanan Kepads Irdeus Vepuasan Masyarakar Poin Pengukuran Kepuasan Pelayvanan Masiarakal Kecapiatan




BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta
prioritas dan plafon anggaran sementara untuk menyusun
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2019 serta penyempurnaan rancangan rencana
kerja Perangkat Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah
dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan serta Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;






Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1):
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
97, Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 517);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);



19.

20.

21,

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 64);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten
Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 113);

Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114);



Menetapkan

29. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018
Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2018 Nomor 37) diubah, sehingga berbunyi sebagaia

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Anggaran
2019;
c. BABIII Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah;
BAB IV  Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI Penutup.

™0 o

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Ketentuan mengenai isi uraian naskah RKPD Tahun 2019
sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 5
Perubahan RKPD Tahun 2019 dijadikan dasar penetapan
perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan
pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD
serta perubahan PPAS Tahun 2019.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumedang.

Dltetapkan di Sumedang

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juli 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 86






[ SALINAN ]

2
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN
KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Bupati dapat memperluas praktek
penyusunan penjanjian kinerja sesuai kebijakan
internal;

bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan
setiap perangkat daerah dalam menyusun perjanjian
kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas
laporan kinerja perlu ditetapkan petunjuk teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA
DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada intansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

S. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten menyusun
perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja setiap tahun.

Pasal 3

Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
dilaksanakan oleh inspektorat

Pasal 4

Ketentuan mengenai penyusunan perjanjian kinerja, laporan
kinerja dan reviu atas laporan kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2018
Pj. BUPATI SUMEDANG,
ttd
SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PERJANJIAN KINERJA

Pengertian

Perjanjian  kinerja  adalah  lembar/dokumen yang  berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari  kegiatan  tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan
kinerja penerima amanah; dan

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja pada Pemerintah Daerah
Kabupaten
1) Pimpinan Tertinggi (Bupati)

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Perjanjian kinerja
tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.



2) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten

Perjanjian kinerja ditingkat Perangkat Daerah Kabupaten disusun
oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten kemudian
ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah
Kabupaten/unit kerja.

2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi
pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran,
paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,
tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a. Untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten sasaran yang

digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan
serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten dan indikator kinerja lain yang relevan.

. Untuk tingkat Perangkat Daerah Kabupaten/ Eselon II sasaran

yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan
outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja
Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

Untuk tingkat Eselon 111 sasaran yang digunakan
menggambarkan  minimal output pada  bidangnya = serta
menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon III dan indikator
kinerja lain yang relevan.

Untuk tingkat Eselon IV sasaran yang digunakan menggambarkan
minimal output pada bidangnya serta menggunakan Indikator
Kinerja Utama Eselon IV dan indikator kinerja lain yang relevan.

Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian,
yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.
Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam
perjanjian kinerja tersebut.

1.

Pernyataan Perjanjian Kinerja
Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu
tahun tertentu;

b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja:
1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-a.
2) Perangkat Daerah terdapat pada anak lampiran I/1-b.

Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang
disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan
tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:



Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-c.

2) Perangkat Daerah (Eselon II) terdapat pada anak lampiran I/1-d.

3) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon III) terdapat pada anak
lampiran I/ 1-e

4) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon IV) terdapat pada anak
lampiran I/1-f

E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi
kondisi sebagai berikut:

1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian
tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi
anggaran);

3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara
signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.



ANAK LAMPIRAN I/1-a

CONTOH FORMULIR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama

E PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....
i Jabatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
‘lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

..... y eeeen 20,
Bupati Sumedang,

____________________________________________________________________________________________



ANAK LAMPIRAN I/1-b

CONTOH FORMULIR

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
(NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

Jabatan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

| Nama
' Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
iseharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
' target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
i dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
 kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

' Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
i melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

' mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
' penghargaan dan sanksi.

................. TN10),9.¢
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

(Bupati) (Kepala Perangkat Daerah)

Catatan : untuk Jabatan dibawah kepala Perangkat Daerah Kabupaten, format
pernyataan perjanjian kinerja menyesuaikan.



ANAK LAMPIRAN I/1-c

CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20...
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Bupati Sumedang,

i No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target i
() (2) (3) (4) !
i Program i
i Anggaran i
TSRO Rp ;
i 2 Rp i
L e, ) e 20XX !

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada
tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator
lain dari Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang
ingin diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai
atau seharusnya dicapai oleh Pemda;

S5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah
Kabupaten yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;

6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang
dialokasikan wuntuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.



ANAK LAMPIRAN I/1-d

CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT PERANGKAT DAERAH
(ESELON II)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20... (NAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN)
KABUPATEN SUMEDANG

i No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
i (1) (2) (3) (4)

i Program Anggaran Keterangan

S OO RD e,

b 2 Rp oo
e, 20XX

i Pihak Kedua Pihak Pertama

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

7)

Pada kolom (1) diisi no urut;

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah
Kabupaten sesuai rencana strategis atau kondisi terakhir yang
seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator
lain dari PD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin
diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapai
atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun
tersebut;

Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait
dengan sasaran strategis Perangkat Daerah Kabupaten (Eselon II) ;
Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan
pada program tersebut

Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang
penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi

atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.



ANAK LAMPIRAN I/1-e

CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH (ESELON III)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20...

Daerah (Eselon III)

i UNIT KERJA....

i Sasaran Program/

i No. Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

i Kegiatan Anggaran

S U RD e

2 RP coeieiieieeee

L e 20XX

i Kepala Perangkat Daerah Pimpinan Unit Kerja Perangkat

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan
setelah dilaksanakannya program tersebut;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator
lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau
kondisi yang ingin diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau
seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja
pada tahun tersebut;

0) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang
dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang
dimaksud.



ANAK LAMPIRAN I/1-f

CONTOH FORMULIR

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERANGKAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
20... UNIT KERJA....

Sasaran Program/
No. Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan Anggaran
1o Rp oo
2 Rp o
.............. 20XX
Pimpinan Unit Kerja Perangkat Pimpinan Unit Kerja Perangkat
Daerah (Eselon III) Daerah (Eselon IV)
( ) ( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan

setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
dari unit kerja yang relevan dengan sasaran kegiatan atau kondisi yang

ingin diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;

S5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada

tahun tersebut;



6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan
oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

Pj. BUPATI SUMEDANG,
ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan
organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan
informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan,;
3. Pengukuran kinerja;
4.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau
hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan
sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1a)

Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian
kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati
Sumedang , paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Bupati Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan



Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan perjanjian kinerja yang
ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian
kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal
mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam
pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara
kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran
kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.
Pengukuran

dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit
organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun
waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses Dbisnis organisasi dan kriteria indikator
kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan
organisasi. Indikator Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten paling
sedikit adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan,
tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada
Perangkat Daerah (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil
(outcome) yang setingkat lebih tinggi unit kerja dibawahnya. Indikator



kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon III dan setingkat Eselon IV)
paling sedikit indikator keluaran (output).

Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk
memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus
dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus
memperhatikan  indikator kinerja yang digunakan, frekuensi
pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan
media yang digunakan.



ANAK LAMPIRAN II/1-a

CONTOH FORMAT

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KEBUPATEN SUMEDANG

Bab 1

Bab III

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini

dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis  program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja).



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

I
I
I
I
Bab IV Penutup I
I
I
I

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI SUMEDANG,
ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA
CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

PEDOMAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa
laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,
akurat dan berkualitas.

Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

adalah:

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan,
dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga
dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan
kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan
penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit
pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas
kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

Tata Cara Reviu
1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan
dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel
dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum
ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada
Menteri PAN dan RB.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu
a. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi
data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.



b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan
strategis di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
dengan perencanaan strategis unit dibawahnya (Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang), terutama
dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan
kegiatannya.

c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau
informasi kinerja dalam laporan kinerja;

2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;

3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan;

4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/
catatan pereviu.

d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat
pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari
laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang saja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya
mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau
kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang
tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar
penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat

pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang
bersangkutan.

b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan
kinerja.

c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah
penyajian manajemen .

d. d) Tyjuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam
laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.

e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan
informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.

f. f) Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan
perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian
laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh
unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak

lampiran III/1-a, dan contoh Formulir Checklist Reviu terdapat pada

anak lampiran III/1



ANAK LAMPIRAN III/1-a

CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN......

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten
Sumedang untuk tahun anggaran.............. sesuai Pedoman Reviu
atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam
Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Pemerintah Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja
telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang
menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang
disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Sumedang), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur .....cocoeviviiiiiiiiiiininin.

(Nama Penanda Tangan)
NIP



ANAK LAMPIRAN III/ 1-b

CONTOH FORMULIR CHECKLIST REVIU

NO. PERNYATAAN CHEK
LIST

I | Format 1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan
data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target
kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP
yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung informasi pada badan
laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

II | Mekanisme | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang

penyusunan memiliki tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj
telah didukung dengan data yang
memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian
data dan informasi dari unit kerja ke unit
penyusunan LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data / informasi di setiap
unit kerja

5. Data/ informasi kinerja yang
disampaikan dalam LKj telah diyakini
keandalannya

6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait

7. LKj IP bulanan merupakan gabungan
partisipasi dari dibawahnya

III | Substansi 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian
kinerja

2. Tuyjuan/ sasaran dalam LKj telah selaras
dengan rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelesan yang memadai

4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator
Kinerja

5. Tuyjuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator
Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelasan yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bermanfaat




8. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/ sasaran

9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan
yang memadai

10. IKU dan IK telah SMART

Pj. BUPATI SUMEDANG,
ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001




SALINAN

7
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang
selanjutnya  disingkat SAKIP, adalah rangkaian
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada intansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

5. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah Kabupaten.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna
anggaran/barang.

Pasal 2
Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP
digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas
implementasi  sistem  akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pada unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten.

Pasal 3
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan evaluasi atas
implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan evaluasi
atas implementasi SAKIP unit kerja/SKPD.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional auditor dan
pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah pada
Inspektorat Kabupaten Sumedang sebagai aparat
pengawas internal pemerintah.

(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Inspektorat Kabupaten Sumedang dapat
didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja
pelayanan  publik di unit kerja/SKPD  secara
berkelanjutan.

Pasal 5
(1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumedang
menetapkan kebijakan teknis evaluasi implementasi
SAKIP di unit kerja/SKPD secara berkala.
(2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup antara lain:
a. fokus evaluasi;
b. waktu pelaksanaan evaluasi;
c. penugasan evaluasi; dan
d. hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 6
Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Sumedang menyusun
ikhtisar hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di unit
kerja/SKPD dan  selanjutnya  disampaikan  kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Pasal 7
Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan
supervisi pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di
unit kerja/SKPD.

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI SUMEDANG,
ttd
EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 40
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan
akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan SAKIP sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah
mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong
adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan
suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat
mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan
capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional/rencana pembangunan
jangka menengah daerah.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan
sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas
implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum
dalam rangka evaluasi atas implementasi SAKIP. Karena sifatnya umum,
pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi,
dan pelaporan evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi atas implementasi
SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis
pelaksanaan untuk memenuhi tujuan evaluasi yang ditetapkan.



B. Pengertian Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan
akuntabilitas dan kinerja unit kerja/SKPD.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem
yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan
menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada
pada instansi. Data dari luar unit kerja/SKPD juga sangat penting sebagai
bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung
pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai
dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya
perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan
memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan
lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.
Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan
data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan
saran/rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan
memperhatikan kemungkinan penerapannya.

C. Tuyjuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun

sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran

evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan

kebijakan pimpinan unit kerja/SKPD yang diberi wewenang untuk

melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang

ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2. menilai tingkat implementasi SAKIP;

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
dan

4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi
terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan
anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.
Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja
bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam
evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat
dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.
Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP
mencakup:

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya

perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;



2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

4. evaluasi terhadap kebijakan unit kerja/SKPD yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu

didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi.

Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara

lain mencakup:

1. informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan
(progres);

2. informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya;
dan

3. informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap

kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam

pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan

ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber

daya.

Kerangka kerja evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum

digambarkan sebagai berikut:

PERUMUSAN
TUJUAN EVALUASI

N
NS

PENENTUAN RUANG
LINGKUP EVALUASI

PERANCANGAN DESAIN
AARVN

PEMILIHAN

PELAKSANAAN
PENUGASAN EVALUASI

PELAPORAN DAN
PENGOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI




BAB II
PERENCANAAN EVALUASI

A. Desain Evaluasi
Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala

(constraint) yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala
tersebut adalah waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam
melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan
evaluasi. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi dapat
dilakukan dengan menyusun desain evaluasi yang baik agar pelaksanaan
dapat berjalan dengan lancar dan berhasil.

Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya

mengidentifikasikan:

1. jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi,
misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan
interpretasi;

2. jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi
(evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang
masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda,
sehingga memerlukan desain yang berbeda.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik

sebelum pengumpulan informasi adalah:

1. jenis informasi yang akan diperoleh;

2. sumber informasi (misalnya, tipe responden);

3. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya,
random sampling);

4. metode pengumpulan informasi (misalnya, struktur wawancara dan
pembuatan kuesioner);

5. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;

6. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk
pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan

7. analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi pada akhirnya akan menentukan

metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP
adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan
evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang
ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan
kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi.
Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan
rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan
implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

2. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung
pada:



a. Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
permasalahan yang dievaluasi.

1) evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada
tingkat pelaksanaan program.

2) evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.
Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting
adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut
antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei
yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied
research), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi
(target group), metode statistik, metode statistik non-parametrik,
pembandingan (benchmarking), analisa lintas bagian (cross section
analysis), analisa kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian
pengolahan data dengan grafik/icon/simbol-simbol, dan sebagainya.

B. Pengorganisasian Evaluasi

Pengorganisasian evaluasi merupakan aktivitas yang dimulai sebelum
pelaksanaan evaluasi yang bertujuan untuk mempersiapkan segala
sesuatu yang diperlukan dalam melakukan evaluasi.

Secara garis besar, kegiatan pengorganisasian evaluasi ini meliputi
kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi,
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Evaluator

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan sumber
daya manusia sebagai evaluator. Kualitas sumber daya manusia
evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi
yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup:

a) telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP;

b) telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya
sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk
mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut.

2. Perencanaan Evaluasi

Perencanaan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam proses
evaluasi, karena keberhasilan dalam melaksanakan evaluasi sangat
tergantung kepada perencanaan evaluasi. Di samping itu, perencanaan
evaluasi akan memberikan kerangka kerja (framework) bagi seluruh
tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses
evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting dalam
merencanakan evaluasi, yaitu:

a. pengidentifikasian pengguna hasil evaluasi;

b. pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. pengidentifikasian informasi yang akan dihasilkan; dan



d. sistem komunikasi dengan pihak yang terkait dalam kegiatan

evaluasi.

Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke

dalam berbagai tingkatan evaluasi, yaitu:

(1) Evaluasi Sederhana (desk evaluation), yaitu evaluasi yang dilakukan
di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan,
reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan
Laporan Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas
pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja,
misalnya: keselarasan antar komponen dalam perencanaan
strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah
yang direncanakan/diusulkan.

(2) Evaluasi terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam
implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja
unit kerja/SKPD yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan
penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan
langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi
dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada
program/kegiatan tertentu.

(3) Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja),
sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan
pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan
dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan
terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan
kegiatan unit kerja/SKPD, namun dari uji petik (sampling) atau
pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja
dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

3. Pelaksanaan Evaluasi

Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

a. pengumpulan, analisis, dan interpretasi data Kegiatan utama dalam
pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta
menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi
atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa
evaluasi yang dilakukan oleh unit kerja/Satuan Kerja Perangkat
Daerah telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi
guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Ketersediaan data sebagai
bahan evaluasi sangat membantu evaluator dalam menjalankan
tugas. Namun, dalam kenyataannya dapat terjadi data yang
diperlukan oleh evaluator tidak seluruhnya tersedia di unit
kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan kata
lain, evaluator harus melakukan kerja ekstra untuk memperoleh data
yang diperlukan. Apabila hal ini terjadi, evaluator harus pandai
menggunakan waktu agar tidak terfokus pada satu kegiatan,
sehingga kegiatan yang lain yang diperlukan tidak dilaksanakan.

b. penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft
LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun
draft LHE evaluator, pengendali teknis, pegendali mutu, dan



penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang
diperoleh tim.

c. pembahasan dan reviu draft LHE Meskipun sebelum penyusunan
draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat
dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam
penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama.

d. finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal
ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang
terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya.

e. penyebaran dan pengomunikasian LHE
Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk
mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan
pada unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

4. Pengendalian Evaluasi

Pengendalian evaluasi dimaksudkan untuk menjaga agar evaluasi berjalan

sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan agar proses evaluasi tetap

terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat

waktu, serta tepat biaya. Mekanisme pengendalian yang dapat dilakukan

antara lain sebagai berikut :

a. melakukan pertemuan berkala antara antara sesama tim pelaksana
evaluasi (misalnya mingguan, dua mingguan, atau bulanan); dan

b. melakukan pertemuan dengan pihak lain yang terlibat dalam evaluasi
(misalnya pengendali teknis, pengendali mutu, dan penanggung jawab
evaluasi). Biasanya frekuensi pertemuan dengan pelaksana evaluasi
lebih sering dibandingkan dengan pertemuan dengan pihak yang lebih
tinggi di luar pelaksanan evaluasi.

Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme
penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti
kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB.
Dalam rangka menjaga obyektivitas penilaian, maka dilakukan reviu secara
berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan
pengaturan sebagai berikut:
a. reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh
supervisor tim.
b. reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk
menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating) hasil
evaluasi.



BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

A. Survei Pendahuluan

1.

Tujuan dan Manfaat Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami dan mendapatkan

gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi.

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan antara lain adalah untuk:

a. memberikan pemahaman mengenai unit kerja/SKPD yang
dievaluasi;

b. memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian
dalam evaluasi; dan

c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

Jenis data dan Informasi yang Dikumpulkan pada Survei Pendahuluan
Sesuai dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa
data/informasi yang diharapkan diperoleh antara lain mengenai:

a. tugas, fungsi, dan kewenangan instansi/unit kerja;

b. peraturan perundangan yang berkaitan dengan instansi/unit kerja;

c. kegiatan utama instansi/unit kerja;

d. sumber pembiayaan instansi/unit kerja;

e. sistem informasi yang digunakan;

f. keterkaitan unit kerja/SKPD.

g. perencanaan strategis, rencana Kkinerja, rencana kerja dan
anggaran, serta perjanjian kinerja yang dimiliki unit kerja/SKPD;

h. laporan kinerja instansi/unit kerja;

i. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
j- laporan keuangan dan pengendalian; serta
k. hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya.

Dalam tahapan survei pendahuluan para evaluator hendaknya tidak
terjebak pada pengumpulan data yang mendetail, karena pada
dasarnya survei pendahuluan dititikberatkan untuk memahami unit
kerja/SKPD yang akan dievaluasi secara umum dan hasilnya
digunakan sebagai data awal dalam merencanakan atau melakukan
kegiatan evaluasi.

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Survei Pendahuluan
Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner),
wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara
beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain:
telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode
statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya.

1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data/informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar pertanyaan yang akan diisi oleh
unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah secara mandiri. Daftar
pertanyaan yang akan diajukan dalam angket dapat bersifat terbuka
maupun tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan bentuk



pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan, sehingga responden
secara mandiri mengisi jawabannya. Pertanyaan tertutup
merupakan bentuk pertanyaan yang jawabannya telah disediakan,
sehingga tinggal memilih jawaban yang telah disediakan.

2. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi
yang dilakukan dengan pengajukan pertanyaan secara langsung
kepada responden, dan jawaban yang diterima dari responden
dicatat secara langsung. Dalam hal ini, seorang pewawancara
sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan
mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting
lainnya yang harus dipersiapkan oleh pewawancara adalah sikap,
penampilan dan perilaku yang mengarah untuk dapat bekerja sama
dengan calon responden. Untuk itu seorang pewawancara
hendaknya bersikap netral dan tidak berusaha untuk mengarahkan
jawaban atau tanggapan responden.

3. Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu organisasi.
Observasi dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi rangka
mengamati proses dan jalannya kegiatan.

4. Studi Dokumentasi merupakan teknik mengumpulan data dan
informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada unit
kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Dokumen yang digunakan dalam tahapan survei dapat berupa catatan,
laporan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan unit
kerja/SKPD yang dievaluasi.

B. Evaluasi Atas Implementasi Sakip

1.

Evaluasi atas komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang

telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas

implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin
diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai
berikut:

a. unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan
perencanaan kinerja berfokus pada hasil;

b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;

c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja;

d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
program, khususnya program strategis;

e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan
kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan
pengendalian serta pelaporannya;

f. capaian kinerja utama dari masing-masing unit kerja/SKPD;

tingkat implementasi SAKIP unit kerja/SKPD;

memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil

evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

SE



Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan
komponen manajemen Kkinerja yang meliputi: perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian
kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan
kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja
utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi..

Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan
dalam lembar kerja evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen,
bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi
dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

Penilaian dan Penyimpulan
1) Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan
hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam
mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2) Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i)
komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria.
b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi
nilai sebagai berikut :

No Komponen Bobot Sub Komponen
1 Perencanaan 30% | a. Rencana Strategis (10%), meliputi:
Kinerja » Pemenuhan Renstra (2%),

» Kualitas Renstra (5%)
» Implementasi Renstra (3%)
b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%),
meliputi :
» Pemenuhan RKT (4%),
» Kualitas RKT (10%)
» Implementasi RKT (6%).

2 Pengukuran 25% | a. Pemenuhan pengukuran (5%)
Kinerja b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3 Pelaporan 15% | a. Pemenuhan pelaporan (3%)
Kinerja b. Kualitas pelaporan (7,5%)
c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4 Evaluasi 10% | a. Pemenuhan evaluasi (2%)
Internal b. Kualitas evaluasi (5%)
c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)




Capaian 20% | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
Kinerja b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)
(10%)
c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)
(5%)
Total 100%

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan
Sistem AKIP pada Instansi Pemerintah, sedangkan butir 5 terkait
dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam
dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.
Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian
kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun
dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau
a/b/c/d/e. Jawabab ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-
pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan
pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk
pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “judgements” dari
evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan
suatu sub-komponen tertentu.

Setiap jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban
“tidak” diberi nilai O.

Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu
dan judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam
penjelasan template, merupakan acuan dalam menentukan
jawaban a/b/c/d/e.

Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari
beberapa sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban
“ya” atau “tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut.
(Misalnya untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator
kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran
atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian ‘ya” atau
“tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing-
masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara
menyeluruh).

«. »

Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun
“a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator
juga harus menggunakan professional judgements-nya dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap
kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan
akan dilakukan sebagai berikut:



i.

Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan
pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka
tertentu.  Misalnya: sub-komponen indikator kinerja
mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh)
pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3
(tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut
adalah: [3/10] x 10 = 3;

Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang
memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub-
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai
rata-rata;

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh
nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu
angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara O
s.d 100.

Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan
akan dilakukan sebagai berikut:

o

Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja
instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang
dari masing-masing komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan
dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas
instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan
kategori sebagai berikut :

No | Kategori Alilé?{la Interpretasi

1 |AA >90 -100 | Sangat Memuaskan,

2 >80 - 90 | Memuaskan, Memimpin perubahan,
berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

3 | BB >70 - 80 | Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja
baik, memiliki sistem manajemen
kinerja yang andal.

4 >60 — 70 | Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah
baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja,
dan perlu sedikit perbaikan.

5 |CC >50 - 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas
kinerjanya cukup baik, taat kebijakan,
memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggung jawaban, perlu
banyak perbaikan tidak mendasar.

6 >30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang

dapat diandalkan, memiliki sistem
untuk manajemen kinerja tapi perlu
banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar.




D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan
tidak dapat diandalkan untuk
penerapan manajemen Kkinerja; Perlu
banyak perbaikan, sebagian
perubahan yang sangat mendasar.

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan

reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim

evaluator dengan pengaturan sebagai berikut:

1) Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator
oleh supervisor tim.

2) Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus
untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan
kategori hasil evaluasi.



BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus
menghasilkan kertas kerja evaluasi (KKE) dan laporan hasil evaluasi (LHE).
LHE ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta
analisis yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik
evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi
fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan
permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang
ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan
argumentasi), sampai pada simpulannya.

Bagi instansi pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil
evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi
tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan
dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal
penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang
dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative
finding) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan
dikomunikasikan kepada pihak instansi pemerintah yang dievaluasi untuk
mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Penulisan LHE mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik,
antara lain: Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk
perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau
membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi,
menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

LHE atas implementasi SAKIP unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dievaluasi APIP pimpinan unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
dievaluasi dengan tembusan kepada bupati. Ikhtisar dari laporan hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN RB.

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang
dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form).

Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai
berikut:

» lkhtisar Eksekutif

» Bab I Pendahuluan

Dasar Hukum Evaluasi
Latar Belakang

Tujuan Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

SRS



SQ ™o

Metodologi Evaluasi

Gambaran Umum Evaluatan

Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
sebelumnya dievaluasi)

> Bab Il Hasil Evaluasi

SIS

®

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Evaluasi atas Evaluasi Internal
Evaluasi atas Capaian Kinerja

» Lampiran

(jika periode



BAB V
PENUTUP

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen
Instansi Pemerintah. Dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan evaluasi
atas implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator mempunyai acuan yang
sama dalam melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para
evaluator juga dapat menggunakan inovasi baru dan mengembangkan secara
terus menerus dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP
diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja Instansi Pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas Instansi
Pemerintah terhadap kinerjanya.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN



[ SALINAN J

P

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5879);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 590);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 11);

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu
bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja
pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam
rangka memimpin suatu satuan organisasi.



19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan di luar Jabatan Struktural maupun
Jabatan Fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang
melaksanakan sebagian tugas pada Jabatan Struktural.

21. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut kompetensi adalah
persyaratan kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial dan
sosial kultural yang wajib dimiliki oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan
jabatan pengawas pada Perangkat Daerah.

22. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang
diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki
Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan
golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarannya ditetapkan
peraturan perundangan-undangan.

23. Tunjangan Daerah adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang
diberikan Pemerintah Daerah kepada pegawai negeri sipil Daerah yang
menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana yang besarannya ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah.

24. Uraian tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas
semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja
dalam kondisi tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 2
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 3
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD
yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 4
Inspektorat Daerah  merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Keempat
Dinas Daerah

Pasal 5
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Pasal 6
Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 7
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh Lurah selaku
perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 9
Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan
Fungsional.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 10
Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.



Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 11
Unsur Inspektorat Daerah terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Inspektur;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional.
Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 12
Unsur Dinas Daerah terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan
Fungsional.

Paragraf 5
Badan Daerah
Pasal 13
Unsur Badan Daerah, terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala UPT dan
Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Kecamatan
Pasal 14
Unsur Kecamatan terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Camat;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Pasal 15
Unsur Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, terdiri atas:
a. Pimpinan adalah Lurah;
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; dan
c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 16
Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
a) Subbagian Pemerintahan Umum;



b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Subbagian Otonomi Daerah.
2. Bagian Hukum, membawahkan:
a) Subbagian Perundang-undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
3. Bagian Organisasi, membawahkan:
a) Subbagian Kelembagaan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
c) Subbagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur.
4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
a) Subbagian Kerja Sama Antar-Pemerintahan dan Luar Negeri;
b) Subbagian Kerja Sama Swasta dan Lembaga Pendidikan; dan
c) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama.
c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Ekonomi, membawahkan:
a) Subbagian Sarana Perekonomian;

b) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian; dan
c) Subbagian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga
Keuangan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
a) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b) Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan; dan
c) Subbagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.
3. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan
Sosial;
b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam; dan
c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Prasarana dan
Pengembangan Wilayah.
4. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
a) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan Jasa;
b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c) Subbagian Informasi dan Sengketa Barang dan Jasa.
d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
1. Bagian Umum, membawahkan:
a) Subbagian Kepegawaian dan Kearsipan,;
b) Subbagian Rumah Tangga; dan
c) Subbagian Tata Usaha Pimpinan.
2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
a) Subbagian Publikasi;
b) Subbagian Dokumentasi dan Pemberitaan; dan
c) Subbagian Protokol.
3. Bagian Keuangan, membawahkan:
a) Subbagian Program dan Anggaran;
b) Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
4. Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan:
a) Subbagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan;
b) Subbagian Pemanfaatan; dan
c) Subbagian Pengalihan Hak.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Staf Ahli.



Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris DPRD;
b. Bagian Umum membawahkan:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Subbagian Rumah Tangga; dan

3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
c. Bagian Keuangan membawahkan:

1. Subbagian Program dan Anggaran; dan

2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.

d. Bagian Persidangan, membawahkan:
1. Subbagian Rapat dan Risalah; dan
2. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD.
e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
1. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum DPRD; dan
2. Subbagian Data dan Dokumentasi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 18
Susunan organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Administrasi dan Umum.
Inspektur Pembantu Wilayah I;
Inspektur Pembantu Wilayah II;
Inspektur Pembantu Wilayah III;
Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 19
Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Kesiswaan; dan
3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Kesiswaan; dan
3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
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Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

membawahkan:

1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Masyarakat; dan

3. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:

1. Seksi Data Sarana dan Prasarana Pendidikan;

2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan

3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Satuan Pendidikan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

a.
b.
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Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan

3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:

1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan

3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai
berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.



c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan; dan
3. Seksi Pemeliharaan.
e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan; dan
2. Seksi Pengawasan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 7
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 22
Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
adalah sebagai berikut
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pelaksanaan; dan
3. Seksi Pengawasan.
d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pelaksanaan; dan
3. Seksi Pengawasan.
e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tanah;
2. Seksi Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:

1. Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
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Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
2. Seksi Operasi dan Pengendalian.

Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan:

1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan

2. Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:

1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan

2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, adalah sebagai berikut:

a.
b.
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Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Sosial; dan

2. Seksi Rehabilitasi Sosial.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:

1. Seksi Perlindungan Sosial; dan

2. Seksi Jaminan Sosial.

Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
1. Seksi Pembinaan Sosial; dan

2. Seksi Pemberdayaan Sosial.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;

2. Seksi Perlindungan Anak.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai
berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

C.

d.

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

Bidang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan, membawahkan:

1. Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan; dan

2. Seksi Sertifikasi, Kompetensi dan Pemagangan;

Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.



Bidang Hubungan Industrial, membawahkan:

1. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan; dan
2. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan.

Bidang Transmigrasi, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Transmigrasi; dan

2. Seksi Pemindahan dan Perluasan Transmigrasi.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai
berikut:

a.
b.
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Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:

1. Seksi Serealia;

2. Seksi Palawija; dan

3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Bina
Usaha.

Bidang Hortikultura, membawahkan:

1. Seksi Buah-buahan dan Tanaman Hias;

2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka; dan

3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan
Bina Usaha.

Bidang Sumberdaya, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan

2. Seksi Alat Mesin, Pupuk dan Pestisida; dan

3. Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan.

Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:

1. Seksi Ketersediaan Pangan;

2. Seksi Konsumsi Pangan; dan

3. Seksi Keamanan Pangan.

Bidang Perkebunan, membawahkan:

1. Seksi Tanaman Tahunan;

2. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar; dan

3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan
Bina Usaha.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 27
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai
berikut:
a. Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
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2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan

3. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Bidang Pengendalian dan  Peningkatan  Kapasitas Lingkungan,
membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
2. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman;

dan

3. Seksi Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Sampah.

Bidang Kehutanan, membawahkan:

1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Taman Hutan Raya;

2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Taman Hutan Raya; dan

3. Seksi Bina Penyangga dan Kemitraan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai
berikut:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum, dan Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

1. Seksi Identitas Penduduk; dan

2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:

1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan

2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan

2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah
sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program,;



2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; dan

2. Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,;
Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:

1. Seksi Bina Administrasi dan Penataan Desa; dan

2. Seksi Bina Perangkat Pemerintahan Desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahkan:

1. Seksi Bina Tata Usaha Keuangan Desa; dan

2. Seksi Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Aset Desa.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 30

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
adalah sebagai berikut:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan, membawahkan:

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan

2. Seksi Penggerakan Masyarakat dan Hubungan Antar-Lembaga.
Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan

2. Seksi Kesehatan Reproduksi Remaja.

Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:

1. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan

2. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Dinas Perhubungan

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

a.

Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.

Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan:
1. Seksi Jaringan Lalu Lintas; dan

2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan, membawahkan:

1. Seksi Angkutan Orang; dan
2. Seksi Angkutan Barang.



e. Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir, membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas; dan
2. Seksi Pengelolaan Parkir.

f. Bidang Teknik dan Sarana Prasarana Lalu Lintas, membawahkan:

1. Seksi Teknik Fasilitas Lalu Lintas; dan

2. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 17
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik,
adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan

3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Komunikasi, membawahkan:

1. Seksi Komunikasi Sosial; dan

2. Seksi Kelembagaan dan Informasi.
d. Bidang Informatika, membawahkan:

1. Seksi Telekomunikasi; dan

2. Seksi Data Elektronik.
e. Bidang Persandian, membawahkan:

1. Seksi Tata Kelola Persandian; dan

2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
f. Bidang Statistik, membawahkan:
1. Seksi Statistik Sektoral Bidang Sosial dan Ekonomi; dan
2. Seksi Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 33
Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Koperasi, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya;
2. Seksi Bina Usaha; dan
3. Seksi Fasilitasi dan Permodalan Koperasi.
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
1. Seksi Fasilitasi dan Pemasaran;
2. Seksi Jaringan Usaha dan Kemitraan; dan
3. Seksi Fasilitasi Permodalan.
e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Promosi; dan
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2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Bidang Perindustrian, membawahkan:

1. Seksi Agro dan Hasil Hutan; dan

2. Seksi Non-Agro dan Kimia.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, adalah sebagai berikut:

a.
b.
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Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
2. Seksi Pengembangan lklim Penanaman Modal.

. Bidang Promosi dan  Fasilitasi Kemitraan Penanaman  Modal,

membawahkan:
1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
2. Seksi Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal.

. Bidang Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan:

1. Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

2. Seksi Data dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga, adalah sebagai berikut:

a.
b.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

Bidang Pariwisata, membawahkan:

1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
2. Seksi Industri Wisata.

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:

1. Seksi Edukasi dan Pengembangan; dan
2. Seksi Sarana dan Regulasi.

Bidang Kebudayaan, membawahkan:

1. Seksi Seni dan Budaya; dan

2. Seksi Kepurbakalaan dan Sejarah.



f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
1. Seksi Pemuda; dan

2. Seksi Olahraga.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 21
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemeliharaan dan Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan,
membawahkan:
1. Seksi Pemeliharaan Arsip dan Perpustakaan; dan
2. Seksi Sarana Prasarana Arsip dan Perpustakaan.
d. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
1. Seksi Layanan dan Pengembangan Sistem; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
e. Bidang Akuisisi Dokumen Kearsipan, membawahkan:
1. Seksi Akuisisi; dan

2. Seksi Penyimpanan Dokumen.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

i

Paragraf 22
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 37
Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan, membawahkan:
1. Seksi Produksi; dan
2. Seksi Bina Usaha.
d. Bidang Peternakan, membawahkan:
1. Seksi Produksi; dan
2. Seksi Bina Usaha.
e. Bidang Kesehatan Ikan dan Hewan, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Konservasi; dan
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 23
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 38
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahkan:
1. Subbidang Pemerintahan;
2. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
3. Subbidang Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan.
d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Subbidang Ekonomi,
2. Subbidang Keuangan dan Penanaman Modal; dan
3. Subbidang Sumber Daya Alam.
e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
1. Subbidang Infrastruktur;
2. Subbidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
3. Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan,
membawahkan:
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Subbidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.
Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 24
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan,;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengadaan dan Informasi, membawahkan:
1. Subbidang Pengadaan dan Pensiun;
2. Subbidang Mutasi; dan
3. Subbidang Informasi dan Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil
Negara.
d. Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan, membawahkan:
1. Subbidang Penilaian Kinerja;
2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan; dan
3. Subbidang Penempatan Dalam Jabatan.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi
Aparatur;
2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
3. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.



Paragraf 25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah
sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
2. Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
1. Subbidang Pengelolaan Dana; dan
2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan.
e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
1. Subbidang Pelaporan; dan
2. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan.
f. Bidang Aset, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan Aset; dan
2. Subbidang Penatausahaan Aset.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 41
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, adalah sebagai
berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
2. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
d. Bidang Pelayanan dan Verifikasi, membawahkan:
1. Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran; dan
2. Subbidang Verifikasi dan Pengolahan Data.
e. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
1. Subbidang Pendataan; dan
2. Subbidang Penilaian.
f. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan:
1. Subbidang Penetapan; dan
2. Subbidang Penagihan.
Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 27
Kecamatan Tipe A

Pasal 42
Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A, adalah sebagai berikut:
a. Camat;
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Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Seksi Tata Pemerintahan;

Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Sosial;

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, adalah sebagai
berikut:

;O Q0o

Lurah;

Sekretaris Kelurahan;

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban dan;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Seksi Sosial; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 44

Struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(1)

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 45
Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 46
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
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Paragraf 3
Inspektorat Daerah

Pasal 47
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lainnya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Paragraf 4
Dinas Pendidikan

Pasal 48
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian
tugas Bupati di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan bidang
pendidikan nonformal,

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;

pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
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Paragraf 5
Dinas Kesehatan

Pasal 49
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian
tugas Bupati di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan
dan bidang sumber daya kesehatan;



b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 50

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas

(2)

(1)

(2)

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, tata ruang
dan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 51

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai

tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang

perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
tata bangunan dan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman
dan pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 8
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 52

(1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan

(1)

(2)

(1)

(2)

Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan
Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam
kebakaran dan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 53
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di
bidang sosial dan  bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pembinaan dan pemberdayaan sosial;

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan  bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial dan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 54
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan pelatihan,
penempatan dan perluasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan
transmigrasi;

b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 11
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 55
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura,
sumberdaya, ketahanaan pangan dan perkebunan;

. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan,;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;

. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

© 00T

Paragraf 12
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 56
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan,
pengendalian lingkungan dan peningkatan kapasitas, bidang kebersihan
dan pertamanan, dan bidang kehutanan;

b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup dan
kehutanan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 57
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, bidang informasi
kependudukan dan bidang pencatatan sipil;



b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 58

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas

(2)

(1)

(2)

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia,
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintahan desa, keuangan dan
aset desa;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 59
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang advokasi, bidang informasi dan
penggerakan, bidang keluarga berencana dan bidang keluarga sejahtera;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 16
Dinas Perhubungan

Pasal 60
Dinas  Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang jaringan dan manajemen rekayasa lalu
lintas, bidang angkutan, bidang pengawasan, pengendalian lalu lintas
dan parkir, bidang teknik dan sarana prasarana lalu lintas;

b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Pasal 61

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi,
informatika, persandian dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang
persandian dan bidang statistik;

b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan
statistik;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 62
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan
perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan
menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;



(1)

(2)

(1)

(2)

b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
perdagangan dan perindustrian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, perdagangan dan perindustrian;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, perdagangan dan perindustrian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 19
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 63
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitasi
pengembangan iklim penanaman modal, bidang promosi dan fasilitasi
kemitraan penanaman modal, bidang pelayanan perizinan PTSP dan
bidang pengendalian, penanganan pengaduan, data dan pelaporan PTSP;

. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;

. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

o 00 o

Paragraf 20
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 64
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai
tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang
pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, bidang pengembangan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang
kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan
olah raga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, kebudayaan,
kepemudaan dan olah raga;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pariwisata, kebudayaan,
kepemudaan dan olah raga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Paragraf 21
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 65
Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang arsip dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan dan sarana prasarana
arsip dan perpustakaan, bidang layanan dan pengembangan
perpustakaan, bidang akuisisi dokumen kearsipan;

. pelaksanaan kebijakan bidang arsip dan perpustakaan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang arsip dan perpustakaan;

. pelaksanaan administrasi dinas bidang arsip dan perpustakaan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Paragraf 22
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 66
Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan
Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang
perikanan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perikanan, bidang peternakan dan
bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan peternakan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan peternakan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan peternakan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 23
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 67
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial, bidang
ekonomi dan sumber daya alam, bidang fisik dan prasarana, bidang
penelitian dan evaluasi pembangunan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian
pengembangan,;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan penelitian
pengembangan; dan



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Paragraf 24
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 68
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan informasi,
bidang kinerja dan penempatan dalam jabatan, bidang pengembangan
kompetensi aparatur;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber
daya manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 69
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang
perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan dan aset;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang keuangan dan aset;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah bidang keuangan dan aset; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

®

Paragraf 26
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 70
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan
sebagian tugas Bupati di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:



(1)

(2)

(1)

(2)

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian,
bidang pelayanan dan verifikasi, bidang pendataan dan penilaian,
bidang penetapan dan penagihan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang pendapatan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Paragraf 27
Kecamatan

Pasal 71

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum,;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
Peraturan Bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;

f. pengoordinasian  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang
dilakukan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan
Kelurahan;

h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada
di Kecamatan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pasal 72
Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
wilayah Kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
melakukan pemberdayaan masyarakat;
melaksanakan pelayanan masyarakat;
pemelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

e Ao T

Pasal 73

(1) Pengaturan nomenklatur, jumlah, susunan organisasi, tugas dan fungsi

UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPT diatur dengan

Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 74
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati melimpahkan
sebagian tugas dan/atau Urusan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah.

(2) Pelimpahan sebagian tugas dan atau penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Uraian Tugas Unsur Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 75
Uraian tugas unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Jabatan Struktural

Pasal 76

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.

(2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris
Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural eselon
I[lIa atau jabatan administrator.

(4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan
merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.

(5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala
Subbidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT pada
Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan
pengawas.

(6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT
Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris
Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon
IVb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 77
(1) Pada perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Jabatan Fungsional
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Perangkat Daerah.
(3) Jabatan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada pejabat struktural eselon terendah.



(4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban
kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(5) Ketentuan mengenai jumlah, jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian
tugas, jenjang pangkat, penetapan angka kredit dan formasi Jabatan
Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI BUPATI

Pasal 78
(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3
(tiga) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Staf ahli dalam  melaksanakan tugasnya secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGISIAN
JABATAN

Pasal 79

(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib
memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2), pegawai
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus
memenuhi kompetensi pemerintahan.

(4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur
dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

(5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diukur dari
tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan.

(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ diukur
dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



BAB VII
TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan

Pasal 80
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberi Tunjangan Jabatan.

(2) Besaran tunjangan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Daerah

Pasal 81
(1) Pemegang Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
selain mendapat Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (1), diberikan Tunjangan Daerah yang besarannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Besaran Tunjangan Daerah bagi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 82
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Perangkat Daerah, pelaksana
dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 83
Pembiayaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 84
Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 85
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2017.



Pasal 86
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016
BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001




BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 061 /KEP. 39 -HUK/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Laporan
Kinerja tahunan SKPD, Bupati menyusun Laporan
Kinerja tahunan  pemerintah bupaten dan
menyampaikannya  kepada  Gubernur, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara ¢dan Reformasi
Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri ahng lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran ber

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 83
Tahun 2011 tentang Sistem dan Pro r Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuanganr Daerah, Tim |yang dibentuk
dalam internal SKPD ditetapkan denigan Keputusan
Kepala SKPD;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan| sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk
menunjang kelancaran dalam penyusunannya agar
dapat selesai tepat waktu, akurgt dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka perl menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembent Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerin Kabupaten

Sumedang Tahun 2020;




AngEuUngRn  ITogRne (jewe  Baral  (lervia  Segara
Wepublik  Indonesa Tahun 19%) srtmgaimana wiah
divisaly dengan Undang Urnlang Moo 4 Tahun |98
testang  Posleotukes  Kalujmiens Puresaarna dan
habupaten Subang dengan Mengotmh [ ndang . odang
Nomor 14 Tahun 19%0) tentang Peenlewsuser. [aeralh
daecrah Kabupaten dalam Lingkungan Propios (ees
Harat (Lembaran Negara Hepublk adonesa Tanun
1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Megars Mepubive
Indonesia Nomor 2851,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 ‘tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara WFepuiis
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembarars
Negara Republik Indonesia Nomor 43554
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemermntah Pusat darn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Indonesia Nomor 44381,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang

Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhur
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 20!5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneswa Nomor
5679),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahus 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinena [nstacs Pemerintah
(Lembaran Negara Kepublik |ndonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4614,

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahua 2008 tentang
Pedoman Evaluas Penyelenggaraan Pemenmtanan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republk
indonesia Nomor 4815,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 teniang
Sistem  Akuntaulitas huserya [Instans Pemermsah
(Lembaran Negara Kepublik [ndoncssh whua 2014
Nomor 80

Peraturan Menten Peadayagunaan Aparaiul Negara dan
Ketormas: Buokrast Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Petuigus Tebsus Peganpan Kmege, Poeporan Amega
dan Tala Case Kewiu atas Laporan Kinena [nstans:
Pemenntah,




Menetapkan

KESATU

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3]
scbagaimana telah diubah dengan Pgraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sume g Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Dacrali Kabuputen Sumedang Tahun| 2019 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang ( baran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomnjor 3);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja | Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Dae Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 201]l tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan| Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun|2012 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 1 Tahun 2013 te g Perubahan
atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun
2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan|Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2019 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020, dengan
susunan keanggotaan dan wuraian tugas sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.




KETIGA

KEEMPAT

Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan tahgpan persiapan
pengumpulan laporan akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

b. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan
bahan penyusunan laporan akuntgbilitas instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019;

c. menyuysun laporan akuntabilitas i |

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapa dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Angg

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan @i Sumedang
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI SUMEDANG,

Lol

DONY%HMAD MUNIR




| NOMOR: Vb1l /KEP. 39 -HUK/2020
TENTANG
MBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERllNTAH DAERAH
| KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020

SUSUNAN|KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANS] PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

; TAHUN 2020 ‘
A. SUSUNAN KEANGGOTAAN ’
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang

I Pengarah

: Asisten Sekretaris Dae Kabupaten

1. Penanggungjawab
f Sumedang Bidang Pemerintahan.

|

. Ketua :

Kepala Bagian Organigasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Sumedang

IV. Sekretaris . Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan
i Pendayagunaan Aparatur pada Bagian
5 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
} Sumedang.

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang

2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan
pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang

3. Kepela Sub Bagian
Umum pada Bagian

V. Anggotia r L
|
|
|
{
i

Pemerintahan
Tata

1
|
i
|
|
|
|

Pemerintahan  Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang
4. Kepala Sub Bagian| Program pada

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
! Kabupaten Sumedang

5. Kepala Sub Bagian
Sekretariat Badan

Keuangan dan
Kabupaten Sumedang

Program pada
Pengelolaan
Aset Daerah

Kepala Sub Bagian
Sekretariat Badan K¢
Pengembangan St
Manusia Kabupaten S

Kepala Sub Bidang

Program pada
e pegawaian dan
hmber Daya
umedang

Monitoring dan

Evaluasi pada Bidang Data dan

Pelaporan Badan

Perencanaan

Parmhaonminan j= 2

malitian Aan




10,

11,

12,

15,

16.

by g8

18.

19.

Perencanaan  Pembgngunan  Daerah
Kabupaten Sumedan

Kepala  Sub Buglart Program pada
Seolcrotariat Daglan Meuangan Satuan
Pollsl ~ Pamong  Mlajn  Kabupaten
Sumedang

Kepaln  Sub  Baglan| Program pada
Sekretariat Baglan Keuangan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sumedang

Kepala Sub Baglan Program pada
Sekretariat Baginn Keuangan Dinas
Kenohatan Kabupaten Sumedang

Kepala Sub Baglan| Program pada
Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Pekerjaan  Umum | dan Penataan
Ruang Kabupaten Sumedang

. Kepala Sub Bagian| Program pada

Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Soslal, Pemberdayaar Perempuan dan
perlindungan Anak Kabupaten
Sumedang

. Kepala Sub Bagian| Program pada

Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Koperasi, Usaha Keocil, Menengah,
Perdagangan  dan | Perindustrian
Kabupaten Sumedan

Kepala Sub Bagian| Program pada
Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Penanaman Modal [dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumedang

Kepala Sub Bagian| Program pada
Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Pertanian dan Ketghanan Pangan
Kabupaten Sumedan

Kepala Sub Bagian| Program pada
Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Lingkungan Hidup ¢an Kehutanan
Kabupaten Sumedan

Kepala Sub Bagian| Program pada
Sekretariat Bagian Keuangan Dinas
Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan da Olahraga
Kabupaten Sumedan
Kepala Sub Bagian| Program pada

(5 I IR



RADUPATEN DUMEQAng

| 21, Kepala Sub Bidang Pelaporan pada
5 Bidang Akuntansi pada Badan
§ Pengelolaan Keuangan dan Aset
! Kabupaten Sumedang

22 Euia Rismawati, S Sos.
(Pelaksana pada Bagan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang)

(Pelaksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumedang)

|

|

|

|

| |
1 23 Ina Hermawati, SH.

|

5

|

|

24. Rita fitriani, S.STP
(Pelaksana pada B

Sumedang)

Sumedang)
B. URAIAN TUGAS
1. Pengarah
Pengarali mempunyai tugas sebagai berikut :

agian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten

|
|

25. Permata Ayu Putri Setyaji, S.IP
(Pelaksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten

a. memberikan saran dan petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP] agar berjalan sesuai ketentuan;

b. memberikan motivasi dan bimbingan selama kegia
Lapo Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
c. memberikan pertimbangan dalam menetapkan

2. Penanggungjawab
ngjawab mempunyai tugas sebagai berikut :

Instarisi Pemerintah (LKIP) baik administrasi maupun
b. mengambil langkah-langkah kebijakan atas seijin ata
mensinergikan kegiatan penyusunan Laporan
Pemenintah (LKIP);
¢. memantau dan melakukan evaluasi secara rutin

tan penyusunan

kebijakan yang

Laporan Kinerja
knis,
dalam upaya

inerja Instansi

lama kegiatan
|

’ |
d. menyampaikan laporan dan perkembangan pelaksanaan penyusunan
Laporgn Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pimpinan.

unan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

T PN, | KNSRI B R wa¥elene " - chnse De-n wremsbw

penyempurnaan

l2Ven s cneniotle mme



' - Hellauwuan wernygy l1aKsan
. anerx’;)y [ilirll{erja Instans; Pemerinta{)h;pe B e pumap
paikan laporan hagi] pelaksanaan kegjatan kepada Bupati.
4. Sekretarjs

SPI:IZ‘;?] inl‘ltlsmI?;nyaidtugas sebagai berikut : o ‘
B e ua alam me]aksanakan pengadminigtrasian kegiatan
i an Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
. u Ketua dalam mempersiapkan rapat-rdpat dan surat
gleeny ‘ri;h dalam kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
)
meng immm selurih materi vang herlzaitan dongan licgiatans

membantu Ketua mempersiapkan bahan guna penyhisunan Laporan
Instansi Pemerintah.

it

Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bersama-sama melaksanakan penyusunan rencana kerja dan
menganalisa/mengkaji kegiatan Laporan Kinerja Instanisi Pemerintah;

b. mengympulkan data dan informasi untuk dijadi draft Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

C. menyysun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

d. menyysun revisi draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris.

BUPATHSUMEDANG,

b~

DONY AHMAD MUNIR




~ dan dmyatakan

LULUS TINGKAT :

Nama Humah Sakif
Alamat

Berlaku . "19 DESENBER Zélars!d 09

Dipindai dengan CamScanner




Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

sebagai

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id)

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012

tentang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, @ September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MARUSIA
‘REPUBLIK INDONESIA
. ’L‘/"

o
v
"o

Dipindai dengan CamScanner



PRESTASI DAN PENGHARGAAN BKPSDM
TAHUN 2019

Wi AN
ASI PELATANAN REF ECAWL
¥ Mm MELALUI mmc ASEP avg ‘

Aﬂl@l

KANREG T RREN AWARDN

PEMERINTAH EABUPATLN st MEDANG

PEMERIN AL RABUPATEN SUMEDANG
A2 s g
Natrpor

S A S

O s L O “rrm Al s U A BN
L R AR e e e .
Kategorl Pemberian Persetujuan Teknis Kategori Pelayanan status kepegawalan
Kenaikan Pangkat Tahun 2019 Tahun20dg

»7 Januari 2020

KEPA GAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
b AYA MANUSIA KABUPATEN SUMEDANG,
BADAN KEPEGAWAIA \
“ | DAN PENGEH fl-\Nb..h
| SUMBER QAYA HANUSIA

IS,

Dipindai dengan CamScanner
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3 ol
PEMERINTAH KABUPATEN
' - SUMEDANG KECAMATAN
s SUMEDANG UTARA
. JL P Te

B it No. 1 Sumed
45321, Indonesia

complics with the tequirements of
1SO 9001:2015

This coriticate 1 valid concerning all activities related 1 ¢

- Provision of G | Services at Kec
g Utara (A ion of Resident and
One Stop Legal Service)

AK2IS Code : 7530

13581 Dec. 10, 2019 Dec. 10,20,
Ceatificate No. Date of this Certificate *Neat Audl lz'“:‘:lulr
- Nov. 18,2019 Dec, 17,2022

Dase of Initial Regouration Centification Expiey Date - Managiug Irecton ey
S i

Dipindai dengan CamScanner



7. Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Sinergritas Kinerja Kecamatan dan Kelurahan (Kel. Kotakaler)
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Piagam Penghargaan

Riberikon kopada

Kelurahan Kotakaler
Kabupaten Sumedang

25
JUARA |
Lomba Javwa Barut Welas Ayih Award

Kategori Desa Welas Asih

Kepula Badan
KesbangpobProvine fuws e

o lind
O P L WA

CEH

Dipindai dengan CamScanner



9. Kelurahan Sadar Hukum (Kelurahan Situ)

GUBERNUR JAWA BARAT

- PHiageon Jenglprgnan
NG Nanor: 140/Nep. 768 Hakham/2019
Gubemur Jawa Barat, dengan ini membenkan Penphargadn

kepada -

Kelurahan Bitu
Kecomatan Sumedorg Utara
Darreh Kabduparer Sumeidon;

Sebagai

KNelurahan Sadar Hukum
Tahun _.’_D! v

Bandung 1 Sepfambar 2019

E@R SUK JAWA BARAT
N

BUENTESUMEDANG
AL

EH Y dhpesrte e (’V/l'u ey
ls e

T
KRELURALANSITL
Balpgal e
‘ JUARAD
Jigasd fas (e Se gl (as Kiskeeds Kegamaan des hleraken
i L % e s LT

ol WA dLY
UIATTAUMEDANG

Dipindai dengan CamScanner



Penerimaan Penghargaan/Gelar Juara di SKPD Kecamatan Tanjungsari Tahun 2019

1. Partisipasi dalam Acara FESTIVAL 29 SCTV

i
Esl;! vﬂ?

MENAUCAPRAN

TERIMA KASIH
KECAMATAN TANJUNGSARI

SAAT PAB I AYITA SALAN REGIAYAK

FESTIVAL 29 SCTV

4. Tilawah Anak

Dipindai dengan CamScanner



GUIEINUH JANWA BARAT
Piagam Jlengharguam 5

Nmirt - 14 An 70 Hrd o 7017
Gubscrur Jawa acas, dengan i uscberikan Penghangasi
bepal -

Dewa Macyalupgu

Acrmtn o Tompweniot
O e

chagai

Dipindai dengan CamScanner
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JUARA TERBAIK KETIGA KATEGORI KECAMATAN SE WILAYAH PRIANGAN

ANUGRAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( APKB ) TAHUN 2019

Mt Vo i o e R RS O e b

Dipindai dengan CamScanner



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASL BIROKRASI

Memberikan:

PENGHARGAAN

Kepada:
Pemerintah Kabupaten Sumedang

atas prestasinya dalam:

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

dengan Predikat Nilai

Jakarta, 27 Januari 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Dipindai dengan CamScanner



LOMBA CERDAS CERMAT
HAK ASASI MANUSIA
FPSH HAM JAWA BARAT
2019

T T L e e e e e e |
AR e, iv.‘,v N !

4 A
S )

Mestart Hukum dan Hak Asssi Manusis Republik Indonesia dengan ini memberiken penghargesy
Anubhawe Savsns Dese/Reiuratian kepada <

BUPAT! SUMEDANG PROVINSI JAWA BARS

Atas jasa-fassnye membing dan mengembangkan desa- desa dan kalurahan hinaan di wilaysh Ra

Pravinsi dswa Baret sebagal Desa/Kelurahen Sader Hukum

Juknrta. 21 November 2018
MENTER| HLKUM DAN HAK ASASI M A REPUBLIK INDONESIA

T TR Sy =
Wililendege S oo Tl 2 ¥ P
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DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Quality Assurance memberikan penghaigaan kepada

Pemerintah Kabupaten S umedang

1tas prestasinya dalam pe ncapatan

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3

“ia. Ak., MBA, CA. CGAP, QIA, CFrA. ASEAN CPA

>

DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Quality Assuranct memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kabupaten Sumedang

itas prestasinya dalam pencapdidi

KAPABILITAS APIP LEVEL 3

r i
-~

riia. Al MBALCA, CGAR QIA, CHiA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020




